___ BUPATI KUTAI KARTANEGARA

e

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Menimbang

Mengingat

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa untuk melakukan pencegahan dan memutus mata rantai

penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilakukan
upaya pada Dberbagai aspek kehidupan, pemerintahan,
pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial budaya, dunia usaha,
dan aspek lainnya,;

.bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri 440/7183/SJ. Tanggal 21 Desember 2021 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan
Aplikasi Peduli Lindung, maka Peraturan Bupati Nomor 54
Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) perlu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

-Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 11
Tapin, dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 56);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COvid-19} (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2020 Nomor 54} diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib
melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain
meliputi :

a. bagi perorangan:
1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar

rurnah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak
diketahui status kesehatannya;

2. membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun
dengan air mengalir;

3. pembatasan interaksi fisik {physical distancing),

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan

S. mengaktifkan dan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi
pada fasilitas wumum, Perkantoran, sekolah-sckolah,
Perguruan Tinggi, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan,
rumah makan, tempat wisata, dan pusat keramaian.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung
jawab tempat dan fasilitas umum:

1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai
media informasi untuk memberikan pengertian dan
pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);



2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun vang mudah
diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan
pembersih tangan (hand sanitizer);

3. melakukan upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi
setiap orang yang akan beraktivitas;

4. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;

S. melakukan pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara
berkala;

6. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat
yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);dan

7. memfasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus
untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)

c. Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara,
atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum wajib
memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur pada Pedoman
Adaptasi Kebiasaan Baru serta memfasilitasi penggunaan Aplikasi

PeduliLindungi dengan cara menyiapkan QR Code (Quick Respon
Code).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21Januari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
/’%’7 < ""z_\‘
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal®Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN-KUTAI KARTANEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 1



__BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur
ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian
insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah
Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut Instansi Pelaksana Pemungut adalah Dinas /Badan
/Lembaga yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi
Daerah,

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



10.

11.

12

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek, subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau
retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
Pajak dan Retribusi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dan retribusi
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik
dan kondisi objektif daerah. _

(2)

(3)

(4)

BAB 11
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 3

{nstansi Pelaksana Pemungut diberikan Insentif apabila mencapai kinerja
tertentu.

Kinerja tertentu merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan
Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala
Daerah.

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dimaksudkan
untuk meningkatkan:

a. kinerja Instansi;

b. semangat kerja bagi Pejabat dan pegawai Instansi;
¢. pendapatan Daerah;dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional
dibayarkan kepada:

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan
keuangan Daerah;



(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;

c. Pejabat dan pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut, sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana
Pemungutan Pajak atau Retribusi;

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan
dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat,
serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana
Pemungut;dan

e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut.

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat
dibayarkan jika yang bersangkutan sudah mendapat Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP).

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e yaitu tenaga yang
membantu pelaksana pemungut pajak, dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar
S % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam
tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III
PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Insentif diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat {4) apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi
yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.

Pencapaian target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi yang
dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

a. sampat dengan triwulan I, sebesar 15 % (lima belas persen);

b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40 % (empat puluh persen);

c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen};dan

d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf ¢, untuk setiap bulannya

dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi

tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

a. di bawah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6
{enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

b. Rpl.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan
Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah}, paling
tinggi 7 (tujuh ) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;



(2)

3)

c. diatas Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah),
sampai dengan Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus
milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan
yang melekat;

d. di atas Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus milyar
rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat.

Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (4) huruf d dan huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima

persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan.

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan
ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 7

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)

(2)

BAB 1V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut menganggarkan Insentif dalam
APBD tahun anggaran berkenaan.

Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
ketentuan:

a. Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja
operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek
belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati rincian objek
belanja Insentif Bupati dan Wakil Bupati atas pemungutan Pajak dan
Retribusi sesuai dengan sub rincian objek belanja insentif berkenaan;

b. bagi Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam belanja
operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek
belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya Aparatur Sipil Negara, rincian objek belanja Insentif bagi ASN
atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan
sub rincian objek belanja insentif berkenaan;

c. bagi Non Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam belanja
operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa,
objek belanja jasa, rincian objek belanja Jasa Insentif bagi Pegawai
Non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai dengan sub rincian objek belanja jasa
insentif berkenaan;dan

d. bagi Tenaga lain dan Pihak lain dikelompokkan ke dalam belanja
operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa,
objek belanja jasa, rincian objek belanja Jasa kantor sub rincian
objek belanja jasa tenaga pelayanan umum.



(1)

(2)

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal
triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a.

apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak
dan Retribusi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif
diberikan pada awal triwulan II;

apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak
atau Retribusi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak
diberikan pada awal triwulan II;

apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak
atau Retribusi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih,
Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan
triwulan 1I;

apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak
atau Retribusikurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk
triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan I1I;

apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak
atau Retribusimencapai 75% {tujuh puluh lima persen) atau lebih,
Insentif diberikan pada awal triwulan 1V;

apabila pada akhir triwulan Il realisasi penerimaan per jenis Pajak
atau Retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif
tidak diberikan pada awal triwulan IV;

apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Pajak
atau Retribusimencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif
diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;dan

apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Pajak
atau Retribusikurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari
75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III
dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan pada
triwulan sebelumnya.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir Tahun Anggaran
telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif pemungutan pajak
dan retribusi belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka
pemberian Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan pada Tahun
Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ditetapkan dji Tenggarong
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KUTAI KARTAN EGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE TAI KARTANEGARA,

NO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN

Menimbang

Mengingat

TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan fungsi dari

Masjid Agung Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu
dibentuk suatu badan pengelola yang bertanggungjawab
penuh terhadap kegiatan baik fisik dan non fisik;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sultan Aji
Muhammad Sulaiman Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4251);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur

Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENGELOLA
MASJID AGUNG SULTAN AJ] MUHAMMAD SULAIMAN
TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Dacrah schagai
unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keusngan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Masjid Agung adalah Masjid yang terletak di Ibu Kota Kabupaten yakni

Masgjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong Kabupaten

Kutai Kartanegara.

Dewan Pembina adalah Dewan Pembina pada Badan Pengelola.

Badan Pengarah adalah Badan Pengarah pada Badan Pengelola.

8. Badan Pengelola Masjid yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah
badan yang diberi kewenangan untuk mengelola Masjid Agung Sultan Aji
Muhammad Sulaiman Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Badan Pelaksana Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut
Badan Pelaksana adalah merupakan satuan Perangkat pelaksana harian
Badan Pengelola Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Sekretariat adalah tempat yang difungsikan sebagai Kantor Sekretariat
tetap Badan Pengelola Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

N o



11. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk memakmurkan masjid.

12. Idarah adalah kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen masjid.
13. Ri’ayah adalah suatu kegiatan untuk memelihara Masjid.

14, Imam adalah Pemimpin Sholat berjamaah.

15. Khatib adalah Orang yang menyampaikan Khutbah pada waktu sholat
Jum’at.

16. Mu’azzin adalah seseorang yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan
persyaratan tertentu untuk mengumandangkan adzan dalam kegiatan
peribadatan shalat fardhu dan membaca Al-Quran sebelum pelaksanaan
shalat fardhu dan/atau kegiatan keislaman yang rutin di Masjid Agung.

17. Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi dalam bentuk
penyediaan jasa (fasilitas) maupun usaha yang dikelola sendiri sebagai
salah satu sumber pendapatan keuangan Masjid Agung.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan Bupati ini meliputi ;
Perencanaan;

Organisasi Pengelola;

Tugas dan Fungsi;

Pengelolaan Keuangan;

Pengelolaan Aset;

Masa Bakti;

Pelimpahan Kewenangan;

. Ketentuan Penutup

TR pe o

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pengelolaan Masjid Agung dilaksanakan sesuai peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA

Bagian Kesatu
Pembentukan, Nama dan Kedudukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengelola Masjid Agung
Kabupaten Kutai Kartanegara.



Pasal 5

Masjid Agung Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diberi nama
Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Pasal 6
Masjid Agung berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri atas :
a. Dewan Pembhina;
b. Badan Pengelola;
c. Badan Pelaksana; dan
d. Sekretariat.

(2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Ketua; dan
b. Anggota

(3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
¢. Anggota

(4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,terdiri atas:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua I Bidang Idarah;
Walal Ketua I Bidang Imarah;
Wakil Ketua Il Bidang Ri’ayah;
Sekretaris;

Wakil Sekretaris I;
Wakil Sekretaris II;
Wakil Sekretaris 111,
Bendahara;dan
Wakil Bendahara

om0

(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
a. Kepala Sekretariat, dan
b. Kepala Sub-Sub Bagian.

(6) Bagan struktur Badan Pelaksana Masjid Agung Sultan Aji Muhammad
Sulaiman Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana
tercantum dalam terlampir Peraturan Bupati ini.



BAB YV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dewan Pembina

Pasal 8

(1) Bupati sebagai Ketua Dewan Pembina.

(2) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b, terdiri dari:

a. Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
c. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara.

(3) Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dalam
pencapaian rencana strategis penyelenggaraan kegiatan pengembangan
iman dan takwa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpusat di Mas;jid
Agung Kabupaten Kutai Kartanegara.

(4) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pembina mempunyai fungsi:

a.

@ p oo

pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan peribadatan dan syiar
islam;

pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan imarah, idarah dan riayak;
pelaksanaan pembinaan kegiatan hubungan masyarakat;
pelaksanaan pembinaan pelayanan kegiatan informasi;

pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan
perencanaan, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan
pendidikan;

mengangkat dan memberhentikan Badan Pengarah dan Badan
Pengelola Masjid Agung;

Bagian Kedua
Badan Pengelola

Pasal 9

(1) Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

(2) Sekretaris Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3}
huruf b, secara ex-officio dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



{3) Anggota Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf ¢, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.

(4) Badan Pengelola merupakan badan yang berada dibawah Dewan Pembina
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pembina.

Pasal 10

(1) Badan Pengelola mempunyai tugas mengelola semua kegiatan Masjid
Agung yang  bersifat keagamaan, pendidikan, kebudayaan,
kemasyarakatan dan kemaslahatan umat yang dipusatkan di Masjid
Agung.

(2) Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola mempunyai fungsi

a.

b.

g

pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua,
sekretaris dan bendahara pada badan pelaksana;

pelaksanaan pemberian arahan dan pembinaan terhadap ketua, wakil
ketua, sekretaris dan bendahara pada badan pelaksana;

. pelaksanaan pemberian arshan dan pembinaan pelaksanaan

pendidikan baik formal dan non formal, pelatihan, pengkaderan;

. pelaksanaan pemberian arahan dan pembinaan dalam perencanaan,

pengembangan, pembangunan, perawatan;

. pelaksanaan pemberian arahan dan pembinaan kegiatan keislaman

dalam upaya mengembangkan iman dan takwa masyarakat muslim di
kabupaten kutai kartanegara;

melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang
dilaksanakan oleh badan pelaksana;

dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua dewan
pembina;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Bagian Ketiga
Badan Pelaksana

Pasal 11

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
merupakan institusi yang mengelola pelaksanaan kegiatan harian di
Masjid Agung.

(2)

3)

Badan Pelaksana merupakan badan yang berada dibawah Badan
Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengelola.

Ketua Badan Pelaksana dapat mengangkat Perangkat Kemasjidan untuk
memimpin kepanitiaan dalam kegiatan yang ditetapkan setelah
berkoordinasi dengan Badan Pengelola.



Pasal 12

(1) Badan Pelaksana mempunyai tugas mewakili organisasi ke luar dan ke
dalam, mengkoordinasikan dan mempertanggungiawabkan kegiatan
ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, pembinaan, kesekretariatan,
kemasyarakatan, hubungan masyarakat, informasi, pendidikan baik
formal dan non formal, pelatihan, pengkaderan, perencanaan,
pengembangan, pembangunan, perawatan, serta kegiatan ke-Islaman
dalam upaya mengembangkan Iman dan Takwa di Masjid Agung.

(2) Dalam melaksanakan tugas Badan Pelaksana mempunyai fungsi:

a.

b.

e
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pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan idarah peribadatan dan
syiar Islam;

pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan imarah, idarah dan riayah;
pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak dan
shadaqah;

pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat;
pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi;
pengkoordinasian penyelenggaraan wakaf dan harta agama;
pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan,
pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan;

pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan unit
usaha;

pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pembina
dan Badan Pengelola.

Paragraf Kesatu
Ketua Badan Pelaksana

Pasal 13

(1) Ketua Badan Pelaksana sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam Badan
Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab
terhadap kegiatan harian kemasjidan maupun pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Badan Pelaksana.

{2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua
I, Wakil Ketua Il dan Wakil Ketua [II, Sekretaris dan Bendahara.

(3) Ketua dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dalam hal-hal
tertentu kepada Wakil Ketua, yang ditunjuk melalui surat pelimpahan
tugas dan wewenang.

Paragraf Kedua
Wakil Ketua [ Bidang Idarah

Pasal 14

(1) Wakil Ketua [ Bidang Jdarah mempunyai tugas menyelenggarakan
pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi, pelayanan teknis dan
perbendaharaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Badan
Pelaksana.



(2) Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I Bidang Idarah mempunyai
fungsi:
a. administrasi organisasi kepengurusan;
b. administrasi umum;
c. administrasi petugas (Imam, Khatib dan Mu’azzin);
d. administrasi rumah tangga masjid, termasuk urusan pegawai dan
karyawan;
. administrasi keuangan, bimbingan dan pengawasan;
pembinaan kegiatan;
. penyediaan sarana dan informasi kegiatan masjid;

-melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan
Pembina dan Badan Pengelola;dan

melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
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Paragraf Ketiga
Wakil Ketua II Bidang Imarah

Pasal 15

(1) Wakil Ketua Il Bidang Imarah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
dan bimbingan di bidang kemakmuran, menyemarakkan dan meramaikan
masjid sebagai tempat jbadah, pembinaan umat islam melalui pelayanan
yang sesuai dengan syariat Islam.

(2) Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua Il Bidang Imarah mempunyai

fungsi :

a. melaksanakan pembinaan ibadah meliputi; Ibadah Sholat Lima Waktu,
Sholat Jum’at, Sholat Id, dan Pembinaan imam, Khotib dan Mu’azzin.

b. melaksanaan pembinaan sosial kemasyarakatan meliputi : pembinaan
jamaah, mejelis taklim, pengajian rutin, remaja masjid, peringatan
hari-hari besar islam

¢. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di
bidang pendidikan formal dan non formal serta perpustakaan;

d. melaksanakan kegiatan perencanaann, pelayanan dan pembinaan di
bidang zakat, infak, shadagah, wakaf, hadiah dan harta agama lainnya.

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan
Pembina dan Badan Pengelola;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Paragraf Keempat
Wakil Ketua III Bidang Ri’ayah

Pasal 16

(1) Wakil Ketua III Bidang Ri’ayah mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pelayanan dan bimbingan dibidang pemeliharaan,
kebersihan, keindahan, pertamanan, keamanan dan Pengembangan
masjid.



(2) Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II Bidang Ri’ayah mempunyai

fungsi :

a. melaksanakan pemeliharaan arsitektur masjid;

b. melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan peralatan;

c. melaksanakan penataan taman, halaman dan lingkungan masjid;

d. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kesehatan
masjid;

e. melaksanakan keamanan dan ketertiban masjid;

f. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelayanan di bidang
penyediaan fasilitas untuk menyelenggarakan acara pernikahan dan
acara pertemuan serta penyediaan bagi usaha-usaha lainnya yang
perlu dikembangkan di masa yang akan datang;

g. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan gedung dan
fasilitas umum serta pusat usaha masjid;

h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang pengembangan dan
pemeliharaan bangunan fisik;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan dan pemeliharaan bangunan fisik;

j. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh
konsultan/staf ahli sesuai bidang keahliannya;

k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh dewan pembina

dan badan pengelola;dan
melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Paragraf Kelima
Sekretaris Badan Pelaksana

Pasal 17

(1} Sekertaris Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus
dan antar kelembagaan, bersama ketua membuat surat keputusan dan
rencana kerja organisasi, bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim
Kerja Keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris Badan Pelaksana mempunyai
fungsi :

a.

melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelayanan dibidang
pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi dan
kearsipan;

melakukan pengelolaan inventaris organisasi dan pengadaan
kebutuhan kesekretariatan;

mengkoordinasikan kegatan antar pengurus dan antar kelembagaan
dan dengan pihak luar,

- mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan

teknis lainnya untuk kegiatan organisasi;
merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan
organisasi dibidang administrasi dan tata kerja;



mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi dibidang
administrasi dan tata kerja, menghadiri rapat-rapat organisasi dan
rapat-rapat lainnya;

membuat laporan periodik kegiatan organisasi;

. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua badan

pelaksana melalui sekretaris;

melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh dewan pembina
dan badan pengelola;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Paragraf Keenam
Wakil Sekretaris Badan Pelaksana

Pasal 18

(1) Wakil Sekertaris Badan Pelaksana memmpunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan
dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan,
bersama ketua membuat surat keputusan dan rencana kerja organisasi,
bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan.

{2) Dalam melaksanakan tugas Wakil Sekretaris Badan Pelaksana
mempunyai fungsi :

a.

E.

membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelayanan
dibidang pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi dan
kearsipan;

.membantu melakukan pengelolaan inventaris organisasi dan

pengadaan kebutuhan kesekretariatan;

. membantu mengkoordinasikan kegatan antar pengurus dan antar

kelembagaan dan dengan pihak luar;

. membantu mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan

persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi;

. membantu merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan

ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja;

membantu mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi
dibidang administrasi dan tata Kkerja, menghadiri rapat-rapat
organisasi dan rapat-rapat lainnya;

membantu membuat laporan periodik kegiatan organisasi;

h.dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua badan

i.

pelaksana melalui sekretaris;

melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh dewan pembina
dan badan pengelola;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan



Paragraf Ketujuh
Bendahara Badan Pelaksana

Pasal 19

(1) Bendahara Badan Pelaksana melaksanakan tugas mengelola dan
mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan

kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua Badan
Pelaksana

(2) Dalam melaksanakan tugas Bendahara Badan Pelaksana mempunyai
fungsi :

a.

b.
c.

"

h.

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dibidang pengelolaan
keuangan untuk menjadi kebijakan organisasi;

Memimpin rapat-rapat dibidang pengelolaan keuangan
Melaksanakan tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran serta
pembayaran keuangan roganisasi;

- Menyusun rencana Kkerja dan anggaran setiap kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh organisasi;

. Melakukan penyusunan pembuayaan kebutuhan barang organisasi;

Membuat laporan periodic keuangan organisasi;

- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua

Badan Pelaksana;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Badan Pelaksana dan
berkoordinasi langsung dengan sekretaris.

Paragraf Kedelapan
Wakil Bendahara Badan Pelaksana

Pasal 20

(1) Wakil Bendahara Badan Pelaksana melaksanakan tugas membantu
bendahara dalam mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas
pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi dan
mempertanggungjawabkan kepada Ketua Badan Pelaksana

(2) Dalam melaksanakan tugas Wakil Bendahara Badan Pelaksana
mempunyai fungsi :

a.

b.
c.

membantu merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dibidang
pengelolaan keuangan untuk menjadi kebijakan organisasi;
membantu memimpin rapat-rapat dibidang pengelolaan keuangan;
membantu melaksanakan tata pembukuan penerimaan  dan
pengeluaran serta pembayaran keuangan roganisasi;

membantu menyusun rencana kerja dan anggaran setiap kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh organisasi;

membantu melakukan penyusunan pembuayaan kebutuhan barang
organisasi;

membantu membuat laporan periodic keuangan organisasi;

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua
badan pelaksana;

melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua badan pelaksana dan
berkoordinasi langsung dengan sekretaris.



Bagian Kelima
Sekretariat

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Sekretariat merupakan tempat yang difungsikan sebagai Kantor tetap
Badan Pengelola Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan
tugas dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan Staf Sub Bagian yang
jumiahnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

(3) Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian dan Staf Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola atas Usulan Ketua Badan
Pelaksana.

(4) Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian dan Staf Sub Bagian dapat
diberikan imbalan jasa yang bersarnya disesuaikan dengan kemampuan
keuangan organisasi dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan
Pengelola.

Paragraf Kedua
Kepala Sekretariat

Pasal 22

(1) Kepala Sekretariat bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola dan Badan Pelaksana
secara teknis operasional, yang bekerja secara secara penuh di Sekretariat
Masjid Agung.

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

a. mengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Pengelola
Masjid Agung;

b. membantu tugas dan fungsi Badan Pelaksang dibidang pengelolaan
administrasi keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan,;

c. membantu penyusunan laporan kegiatan dan keuangan dan urusan
rumah tangga;

d. membuat laporan periodik kegiatan kesekretariatan Badan Pengelola
atas arahan Ketua dan Sekretaris Badan Pengelola dan atau Badan
Pelaksana,;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Badan Pengelola dan
Ketua Badan Pelaksana dan berkoordinasi langsung dengan sekretaris.

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan



Paragraf Ketiga
Kepala Sub Bagian

Pasal 23

(1) Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi
ketatausahaan, keuangan, perlengkapan urusan rumah tangga
sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung.

(2} Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian mempunyai membantu
melaksanakan yang mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan pengelolaan secara teknis administrasi ketatausahaan,
surat menyurat, keuangan dan perlengkapan Sekretariat rumah
tangga Badan Pelaksana Masjid Agung;

melaksanakan pengelolaan penyusunan pelaporan seluruh kegiatan
Sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung;

menyusun kebutuhan staf untuk diajukan kepada Ketua Badan
Pelaksana melalui Kepala Sekretariat;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat untuk
diteruskan kepada Ketua Badan Pelaksana melalui Kepala
Sekretariat;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sekretariat dan
Pimpinan Badan Pelaksana.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian bertanggungjawab
kepada Ketua Badan Pelaksana melalui Kepala Sekretariat.

{4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian dapat dibantu staf
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Koordinasi, Integritas dan Sinkronisasi

Pasal 24

Dalam menjalankan tuges dan fungsi setiap yang terlibat dalam Pengelolaan
Mesjid Agung wajib menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integritas
dan sinkronisasi.



BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 25

(1) Sumber pembiayaan pada Badan Pengelola bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:

b. sumbangan dari jama’ah dan donatur berupa infak, shadagah, wakaf,
hibah dan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat;

c. dari hasil usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola
sendiri oleh Badan Pelaksana dan dilaporkan kepada Badan
Pengelola;dan

d. sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

(2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} wajib
dipertanggungjawabkan penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara penggunaan dan pemanfaatan sumber pembiayaan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pengelola dan dilaporkan kepada
Ketua Dewan Pembina.

BAB VII
PENGELOLAAN ASET

Pasal 26

(1) Bangunan Gedung Masjid beserta sarana dan prasarana yang
pengadaannya anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber
sumber anggaran lain yang sah dicatat sebagai Aset Daerah.

(2) Pembangunan Fisik Gadung, Rehabilitasi Fisik Gedung, Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Masjid Agung dapat dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

BAB VIII
MASA BAKTI

Pasal 27

Masa Bakti kepengurusan Badan Pengarah, Badan Pengelola dan Badan
Pelaksana selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2
(dua) periode kepengurusan.



BAB IX
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 28

(1) Dalam menjalankan tugas Badan Pengalola wajib menerapkan prinsgip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun
eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2} Dalam hal Ketua Badan Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya
karena berhalangan tetap, maka Ketua Badan Pengelola dapat menunjuk
Wakil Ketua I, Wakil Ketua II atau Wakil Ketua Il untuk melaksanakan
tugas Ketua Badan Pelaksana.

(3) Dalam hal Sekretaris Badan Pelaksana tidak dapat melaksanakan
tugasnya karena berhalangan tetap, maka Ketua Badan Pengelola dapat
menunjuk Wakil Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris
Badan Pelaksana.

(4) Dalam hal Bendahara Badan Pelaksana tidak dapat melaksanakan
tugasnya karena berhalangan tetap, maka Ketua Badan Pengelola dapat
menunjuk Wakil Bendahara untuk melaksanakan tugas sebagai
Bendahara Badan Pelaksana.

(5) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena
berhalangan tetap, maka Ketua Badan Pelaksana dapat menunjuk salah
seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang untuk melaksanakan
tugas Sekretaris dan Bendahara atas usulan Ketua Badan Pelaksana.

(6} Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena
berhalangan tetap, maka Ketua Badan Pengelola dapat menunjuk personil
yvang memiliki kecakapan dibidangnya atas usulan Ketua Badan
Pelaksana.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKUTAI KARTANEGARA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 4



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

_ - -
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
BEASISWA KUKAR IDAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia,
Pemerintah Daerah memprogramkan beasiswa KUKAR IDAMAN
kepada pelajar dan mahasiswa pada jenjang pendidikan dasar,
menengah dan perguruan tinggi;

b. bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun
2016 tentang Beasiswa Gerbang Raja sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan hurub b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Beasiswa Kukar Idaman;

—

Mengingat Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 02
Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Nomoaor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KUKAR IDAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Beasiswa selanjutnya disebut Beasiswa Kukar Idaman adalah Pemberian
biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
berupa kerjasama dan/atau stimulan kepada pelajar, santri atau mahasiswa
penduduk Kutai Kartanegara sebagai bantuan biaya belajar.

Program Beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian
beasiswa.

Beasiswa Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan bagi pelajar dan atau
santri jenjang pendidikan menengah dan mahasiswa yang memiliki prestasi
akademik sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan persyaratan
yang ditetapkan.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

Beasiswa Stimulan adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar dan
mahasiswa penduduk Kutai Kartanegara diluar beasiswa kerjasama yang
memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi akademik.

Beasiswa berprestasi Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada
pelajar dan mahasiswa Penduduk Kutai Kartanegara yang mempunyai
keunggulan prestasi akademik sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Santri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
yang belajar di pondok pesantren.

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Tim Beasiswa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan
pengelolaan program beasiswa.

Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang.

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

Pasal 2

{1} Maksud dari pelaksanaan Program Beasiswa Kukar Idaman sebagai berikut :

(2)

a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mewujudkan visi dan
misi pembangunan daerah;

b. menghidupkan harapan bagi masyarakat untuk terus menempuh
pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan

c. memfasilitasi akses pendidikan kepada masyarakat guna menghasilkan
sumber daya insani yang inovatif, berdaya saing dan mandiri.

Tujuan dilaksanakan Program Beasiswa Kukar Idaman untuk:

a. memenuhi kebutuhan guru di wilayah yang masih kekurangan guru dari
masyarakat lokal,;

b. meningkatkan mutu pendidikan guru mencapai pendidikan sarjana;

¢. mengapresiasi prestasi, minat dan bakat pelajar dan mahasiswa kutai

kartanegara untuk melanjutkan sekolah dan kuliah sesuai kebutuhan
pembangunan daerah;

d. terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun dan keberlangsungan
studi pelajar dan mahasiswa sampai selesai.



BAB III
BEASISWA KUKAR IDAMAN

Bagian Kesatu
Beasiswa,

Pasal 3

Pemerintah Daerah membantu biaya Pendidikan terhadap Pelajar, Santri dan
Mahasiswa yang terdaftar sebagai Penduduk Kutai Kartanegara, sebagai
pelaksanaan Program Beasiswa Kukar IJdaman.

(1)

(2)

(3)

(4)

{5)

Pasal 4

Jenis Beasiswa Kukar Idaman yang di berikan meliputi
a. Beasiswa Kerjasama
b. Beasiswa Stimulan

Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
Beasiswa Guru, Tematik, dan Santri Lanjut ke Perguruan Tinggi.

Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b meliputi:
Beasiswa Stimulan Pelajar MI/MTS/MA/SD/SMP/SMA, Beasiswa Santri di
Pesantren serta Beasiswa Mahasiswa, baik yang berprestasi akademik, non
akademik, pra sejahtera berdasarkan data DTKS, Berkebutuhan khusus,
profesi dan vokasi.

Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
kepada mahasiswa sesuai dengan jangka waktu studi.

Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan
dengan ketentuan:

a. pendidikan dasar diberikan dari kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6
{enam), dan dari kelas 8 (delapan) sampai dengan kelas 9 (sembilan);

b. pendidikan menengah diberikan dari kelas 11 (sebelas} sampai dengan 12
(dua belas); dan

c¢. pendidikan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. program pendidikan doktor {S3) diberikan maksimal sampai dengan

semester 6;

2. program pendidikan magister (S2) diberikan maksimal sampai dengan
semester 4,

3. program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal sampai dengan
semester B;

4. program pendidikan diploma IV diberikan maksimal sampai dengan
semester 8; dan

o. program pendidikan diploma III diberikan maksimal sampai dengan
semester 0.

6. Program pendidikan profesi disesuaikan dengan masa studi profesi.



(6) Penerima Beasiswa memenuhi kriteria sebagai berikut :

&
b.

menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kutai Kartanegara.

secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh pemerintah daerah untuk
menempuh pendidikan di luar Kutai Kartanegara.

masih aktif dalam jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan
tinggi.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Program Beasiswa dilaksanakan secara transparan dengan
prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.

(2) Pelaksanaan program beasiswa menggunakan sistem informasi dan
komunikasi berbasis internet dan/atau manual.

(3) Sistem pengelolaan program beasiswa dapat diperbaharui setiap tahunnya
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.,

(1)

2

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan pendaftaran Penerima beasiswa sebagai berikut :

al

Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kutai
Kartanegara;

b. menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kutai Kartanegara;

cecara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk
menempuh pendidikan di luar Kutai Kartanegara;

masih aktif dalam jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan
tinggi, yang dibuktikan dengan surat keterangan;

melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening
harus sama dengan nama yang tercantum pada kartu identitas diri;

tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain ditandai dengan surat
pernyataan bermaterai cukup;

bukan PNS/TNI/Polri dan bukan karyawan BUMN/BUMD/ perusahaan
swasta asing/perusahaan swasta besar lainnya, kecuali PNS Guru yang
belum S1.

mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara on line bagi mahasiswa
dan/atau manual bagi pelajar.

Penerima beasiswa di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus, yang
disesuaikan dengan jenis program beasiswa yang diajukan.



(3) Jumlah penerima dan besaran jumlah beasiswa untuk masing-masing jenis
program beasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3) akan diatur lebih
lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan Beasiswa Kukar Idaman yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 7

(1} Seleksi calon penerima beasiswa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :

a.tahap pertama, pendaftaran; mahasiswa mendaftarkan dirinya melalui
sistem on line dan pelajar dan santri mendaftarkan diri secara manual;

b. tahap kedua, melaksanakan seleksi terhadap kelengkapan administrasi
terhadap permohonan yang masuk; dan

¢. tahap ketiga, melakukan penilaian terhadap usulan yang masuk.
(2) Tahap kedua dan tahap ketiga dilaksanakan oleh Tim Penerima Beasiswa.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 8

{1} Mahasiswa, Pelajar dan Santri yang lolos seleksi ditetapkan sebagai Penerima
Beasiswa, melalui rapat Pleno, dan tidak dapat diganggu gugat.

(2) Penerima beasiswa di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV
MEKANISME

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal O

(1} Dana beasiswa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2} Penyaluran dana beasiswa kepada penerima dibayarkan sekaligus melalui
rekening bank masing-masing Penerima.

(3) Bukti tranfer dana beasiswa disampaikan kepada Penerima.

(4) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar
ketentuan yang berlaku.



Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 10

(1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :

(2)

(1)

(2)

a. dipidana;

b. mengundurkan diri;

c¢. terbukti menggunakan narkoba;

d. terbukti menerima beasiswa dari pihak lain;
e. meninggal dunia; dan

f. pada saat dilakukan monitoring dan evalusi calon penerima beasiswa telah
lulus dan/atau telah di yudisium.

Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada
Kas Daerah apabila penerima beasiswa terbukti :

a. memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran
administratif pada berkas yang disampaikan;

b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan

¢. pada saat penyaluran dana beasiswa, penerima beasiswa telah lulus dan
atau telah yudisium.

BAB V
TIM BEASISWA

Pasal 11

Dalam melaksanakan Program Beasiswa Kukar Idaman dibentuk Tim
Beasiswa, yang dipimpin langsung oleh Bupati selaku Pengarah dan Pembina,
yang beranggotakan Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Tim Beasiswa mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa kukar idaman
pemerintah daerah;

b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa
pemerintah daerah;

menyusun rancangan jadwal seleksi beasiswa;

o

d. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa
pemerintah daerah kepada Pengarah;

e, melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
beasiswa kukar idaman;

f. menyalurkan beasiswa kepada Penerima yang mekanismenya sesuai
peraturan perundang-undangan,;

g. memberikan arahan atas penyusunan petunjuk teknis dan mekanisme
seleksi calon penerima beasiswa kukar idaman;



h. menetapkan calon penerima beasiswa yang diusulkan oleh anggota;

i. melakukan monitoring dan evaluasi atas program Beasiswa Kukar Idaman
yang sedang berjalan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Pengarah;

{(3) Tim Beasiswa dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12
(1) Pelaksanaan pemberian beasiswa wajib dimonitoring dan dievaluasi.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang
membidangi.

(3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Bupati.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Penerima Beasiswa menyampaikan surat keterangan yang menyebutkan
telah menerima beasiswa.

(2) Penerima Beasiswa Kerjasama menyampaikan bukti prestasi belajar setiap
semester kepada Tim Beasiswa
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11

Tahun 2016 tentang Program Beasiswa Gerbang Raja (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARV

m

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2022

S DAERAH
KABUPATEINWKUTAI KARTANEGARA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 5



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Menimbang

Mengingat

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)

1.

dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian
Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No.mer 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953
No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indonesia Nomor 2756);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur

Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di
wilayah Kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fingsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demikratis.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat
DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai
Kartanegara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; yang selanjutnya disingkat
APBD; adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut
APBDesa; adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan
belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang



Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank yang ditetapkan.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

18. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara
teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau
pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

19. Honorarium Staf Desa adalah penghasilan Staf Desa yang diterima setiap
bulan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

20. Belanja Operasional Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Belanja
Operasional adalah belanja rutin yang digunakan agar pemerintahan desa
dapat berjalan.

21. Rekomendasi Camat adalah surat yang menyatakan telah terpenuhinya
kelengkapan persyaratan sesusi ketentuan.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2
Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Pengelolaan Keuangan Desa;

b. seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan
dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di
Desa;

c. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan
akuntabel; dan

d. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola
dalam masa 1 (satu} tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3
ADD bertujuan untuk:
a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
Desa dan pemberdayaan masyarakat;

¢. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
rangka mewujudkan peningkatan sosial;

e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;



g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;dan
h. meningkatkan pendapatan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

BAB IiI

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGANGGARAN ADD SETIAP DESA

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun
anggaran.

Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 10 %
(sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

Perhitungan pengalokasian ADD kepada setiap Desa dengan
mempertimbangkan:
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagian Kedua
Pembagian ADD setiap Desa

Pasal 5

Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan
mempertimbangkan asas merata dan asas keadilan.

Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian

ADD yang sama untuk setiap desa berdasarkan Xklasifikasi jumlah

penduduk sebagai berikut:

a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa alokasi merata
sebesar Rp920.669.100 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus
enam puluh sebilan ribu seratus rupiah};

b. jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima
ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.074.402.100 (satu milyar tujuh
puluh empat juta empat ratus dua ribu seratus rupiah);

c. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu} jiwa sampai dengan 10.000
{sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rpl1.140.000.000 (satu
milyar seratus puluh empat juta rupiah); dan

d. jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata
sebesar Rpl.288.375.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh
delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



(3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian
ADD setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan
rumus dan variabel utama.

(4) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dari jumlah ADD Daerah dengan bobot asas merata 70 % {tujuh puluh
persen) dan asas keadilan 30 % (tiga puluh persen).

(5) Variabel utama asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
dari:

a. jumlah penduduk dengan bobot 40 % (empat puluh persen);

b. jumlah penduduk miskin dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
c¢. luas wilayah Desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20 % (dua puluh persen).

(6) Data variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari
lembaga pemerintah atau perangkat Daerah yang berwenang.

(7) Penghitungan alokasi keadilan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AK Desa = {{0,40 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,20 * 24)} * AK Daerah

Keterangan:

AK Desa = alokasi keadilan setiap Desa

VAl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa di Daerah

zZ2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah

Desa di-Daerah

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks
kesulitan geografis Desa di Daerah

AK Daerah

Alokasi Keadilan Kabupaten Kutai Kartanegara.
(8) Rincian pembagian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penganggaran ADD

Pasal 6

(1) ADD dalam APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah pada BPKAD.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
belanja tranfer dengan rincian:



a. belanja operasional untuk; penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Honorarium Staf Desa, Insentif RT dan
belanja untuk tagihan air, listrik dan telepon/internet; dan

b. belanja non operasional untuk kebutuhan lainnya.

BAB IV
PENGGUNAAN ADD

Pasal 7
(1) ADD digunakan untuk:
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa; dan

c. mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kkemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana.

(2} Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa dan
Honorarium Staf Desa paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari
jumlah APBDesa.

(3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah Perangkat Desa,
kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis Desa.

(4) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran ADD

Pasal 8

(1) Penyaluran ADD dilakukan berdasarkan realisasi transfer dana
perimbangan dari Pemerintah dan/atau ketersediaan Kas Daerah yang
dituangkan dalam anggaran kas.

(2) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum Daerah langsung ke
rekening kas Desa.

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui bank
pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 9



(1) Penyaluran ADD untuk belanja operasional untuk Pengasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa, Tunjang BPD, Honorarium Staf Desa, Insentif
RT dan belanja untuk tagihan air, listrik dan telepon/internet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berdasarkan
anggaran kas dan ketersediaan Kas Daerah.

(2) Tahapan Penyaluran ADD untuk kebutuhan lainnya:
a. Penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);

b. Penyaluran tahap Il sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
¢. Penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen)

Pasal 10

ADD dibagi untuk:

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD,
Honorarium Staf Desa, Insentif RT dan belanja untuk tagihan air, listrik dan
telepon/internet; dan

b. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan
masyarakat Desa dan penanggulangan bencana di Desa.

Bagian Kedua
Pasal 11

(1) Penyaluran ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Tunjangan BPD, Honorariun Staf Desa, Insentif RT dan belanja
untuk tagihan air, listrik dan telepon/internet, dilakukan paling banyak 12
(dua belas} tahap setiap bulan berdasarkan anggaran kas dan ketersediaan
Kas Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

a. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat meliputi:
1. surat permohonan;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes atau Rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDesa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD
dan Honorarium Staf Desa untuk pencairan ke- 1;

3. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD dan RT
yang ditanda tangani Kepala Desa;

4. salinan bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air, dan
telepon/internet (tiga bulan terakhir tahun sebelumnya); dan

5. surat pernyataan tanggung jawab belanja;

b. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
1. rekomendasi dari Camat;

2. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan RT yang
ditandatangani Kepala Dessa;

3. tanda terima tembusan berkas ke DPMD;

4. salinan bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air, dan
telepon/internet (tiga bulan terakhir tahun sebelumnya); dan



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

S. surat pernyataan tangung jawab belanja.

Dalam hal Desa terlambat mengajukan permohonan penyaluran
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Honorarium Staf
Desa/tunjangan BPD, Insentif RT dan belanja unutk tagihan air, listrik
dan telepon/internet pengajuan permohonan disatukan pada pengajuan di
bulan berjalan.

Penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 dan angka 3, serta huruf b angka 1 ditembuskan ke DPMD.

Pasal 12

Penyaluran non operasional, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap berdasarkan
realisasi penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah memenuhi
ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran kas
Daerah.

Tahapan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan

dengan besaran sebagai berikut:

a. Penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi belanja
operasional selama 4 (empat) bulan;

b. Penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dikurangi
belanja operasional selama 4 (empat) bulan; dan

¢. Penyaluran tahap IIl sebesar 30 % (tiga puluh persen)] dikurangi belanja
operasional selama 4 (empat) bulan.

Pasal 13

Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. penyaluran tahap I:

1. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat meliputi:
a) salinan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa;

b) salinan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerinitah Desa;

¢) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya
dan soficopy (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);

d} salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa
beserta lampirannya;

e) surat keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa,

f) surat keputusan penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa; dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;



g)

h)

i)

i)
k)

)

daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang
APBDesa;

berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

berita acara penetapan prioritas dana Desa yang ditandatangani
oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;

fotokopi dan softcopy laporan aset Pemerintah Desa;

daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD yang
ditanda tangani Kepala Desa;

fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan

mj} fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:

a)

b)

c)
d)

e)

salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya
dan soficopy {ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);

surat keputusan Camat tentang hasil evaluasi APBDesa yang
menyatakan memenuhi syarat;

fotokopi dan softcopy laporan aset Desa Pemerintah Desa;

daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD yang
ditandatangani Kepala Desa;

fotokopi surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADD
tahap I;

3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:

a}

b)
c)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terhadap penggunaan
ADD tahapI;

rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan

surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
tentang pencairan ADD tahap .

b. Penyaluran tahap II:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat meliputi:

a)

b)

¢}

d)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan softcopy
(ekspor data aplikasi);

laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama
bilamana penyaluran setelah bulan Juni dan softcopy (ekspor
data aplikasi Sistem Keuangan Desa);dan

Fotokopi berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I
paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran
yang telah disalurkan.

2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:

a)

b)

laporan realisasi ADD tahap 1 dan APBDesa semester pertama
dan softcopy (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);

laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan soficopy
(ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan



c) fotokopi Surat Rekomendasi Camat yang ditujukan kepada
Kepala BPKAD.

3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
a) Surat Pernyataan Tangungjawab Belanja terhadap penggunaan
ADD tahap lI;

b) rekomendasi Camat tahap I yang ditujukan kepada Kepala
BPKAD; dan

¢} surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap II.

¢. Penyaluran tahap III:

1. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat yaitu:
a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap Il dan softcopy
(ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan

b) fotokopi berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD sampai
dengan Tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen)
dari anggaran yang telah disalurkan.

2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:

a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap Il paling sedikit 75
% (tujuh puluh lima persen) dan softcopy (ekspor data aplikasi
Sistem Keuangan Desa); dan

b) surat rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Kepala
BPKAD.

3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
a) Surat Pernyataan Tangungjawab Belanja terhadap penggunaan
ADD tahap III;

b) rekomendasi Camat Tahap III yang ditujukan kepada Kepala
BPKAD; dan
c) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap Iil.

(2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi berbasis online.

(3) Dalam hal pencairan ADD tahap Il dan/atau tahap Il belum dilakukan
pada tahun berjalan, pencairan ADD tahap Il dapat dilakukan pada tahun
berikutnya.

Bagian Ketiga
Pemotongan dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 14

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh BPKAD
dipotong iuran kepersertaan BPJS kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa bersumber dari ADD untuk belanja operasional hak
masing-masing desa berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum
disalurkan secara intercept terhadap ADD untuk kebutuhan iuran jaminan
kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar tagihan BPJS.



(3) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat melakukan penyetoran karena
alasan teknis administratif pada awal tahun anggaran, penyetoran tagihan
BPJS dapat dilakukan secara akumulatif.

Bagian Keempat
Penarikan Dana ADD

Pasal 15

(1) Penarikan Tunai dana ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala
Desa atau Kepala Urusan Keuangan.

(2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Kepala Urusan Keuangan apabila Kepala Desa berhalangan hadir dengan
membawa bukti diri dan surat kuasa bermaterai dari Kepala Desa.

(3) Jumlah Penarikan dana ADD sebagiman dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kebutuhan penggunaan dalam jangka waktu masimal 1 (satu)
bulan.

(4} Jumlah penarikan dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honorarium Staf Desa,
pembayarannya dilakukan paling cepat sampai bulan berkenaan.

(5) Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan bertanggungjawab terhadap
keamanan uang yang diambil dari penarikan dana ADD.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 16

{1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan
berpedoman pada Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD
disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang menjadi
kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17
(1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan

pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya
yaitu pertanggungjawaban APBDesa.



{2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara
fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.

(2} Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat.

(3) DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan
pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 19

(1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:
a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;

b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD
melalui mekanisme perencanaan Desa;

c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan
pertanggungjawaban ADD;dan

d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari
ADD.

(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat {2) meliputi:

a. audit;
b. review; dan

C. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD

(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana
dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) meliputi:
a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa yang
didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka
menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;

b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan
atau tim pengelola kegiatan;

c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi
pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola
kegiatan;dan

d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/gotong-royong
masyarakat dalamm mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang
didanai dari ADD.



BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Kepala Desa dan perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan dana
ADD diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1)

{2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 21

Dalam hal Desa yang tidak membuat dan/atau tidak dapat melaporkan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, disebabkan adanya
pergantian Pejabat Kepala Desa, maka Camat meminta keterangan tertulis
kepada Kepala Desa;.

Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya
surat permintaan keterangan;.

Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi
dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi
penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, maka
Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna
percepatan  penyelesaian  administrasi  pertanggungjawaban  dan
penyelesaian pekerjaan.

Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD
dan/atau terjadi kerugian negara Camat menyampaikan surat permintaan
pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati
Cq. Dinas Daerah yang membidangi Desa.

Kepala Desa bertanggungjawab secara formal dan materiil atas keterangan
tertulis yang dibuatnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1).

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan
Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan
rekomendasi pencairan ADD.

Dalam hal hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) belum terbit, untuk menjaga agar penyelenggaraan
pemerintahan Desa dan pelayanan dapat berjalan Camat dapat
memberikan rekomendasi /surat pengantar pencairan sebagian ADD
untuk kegiatan sebagai berikut:

a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

c. honorarium staf Desa;



d. operasional rukun tetangga, lembaga adat dan lembaga pemberdayaan
masyarakat;dan
e. belanja listrik, air, internet dan-alat tulis kantor.

(8) Camat dapat memberikan rekomendasi/surat pengantar pencairan sisa
ADD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7) sebelum tahun anggaran berakhir setelah menerima:
a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka;

b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau

c¢. permasalahan telah terselesaikan pada tingkat yang lain yang didukung
oleh dokumen yang memadai .

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan
dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang
berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja Daerah.

(2} Besaran ADD akan diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya
terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.

{3} Perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.

(4) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui
perubahan APBDesa.

Pasal 23

Format surat Permohonan, rekomendasi Camat dan pengantar DPMD
sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b
angka 1, Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 2 dan
angka 3 serta haruf ¢ angka 2 dan angka 3 tercantum dalam lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pengadministrasian penyaluran ADD dapat menggunakan aplikasi atau sistem
teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI
i

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

o Z e

EDI DAMANSYAH

KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR



RINCIAN PEMBAGUIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGALOKASJAN DAN PEMBAGIAN

ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

No. Kecamatan Nama Desa Klaster JP .._Cgrﬂhuw.o.w}h TAHAP I 30% (Rp) | TAHAP II 40% (Rp) .H.E;MN”'H 30%

ti) 12 i3 (4 (s {6) {7} (8}

1 |Muara Muntai Perian MANDIRI 1.620.272.100 488.781.630 651.708.840 488.781.630
2 [Muara Muntai Muara Leka BERKEMBANG 1.406.856.100 422.056.830 562.742.440 422.056.830
3 [Muara Muntai Muara Aloh BERKEMBANG 1.206.745.100 389.023.530 518.698.040 389.023.530
4 [Muara Muntai Jantur BERKEMBANG 1.364.006.100 409.201.830 545,602,440 409.201.830
5§ |Muara Muntai Batuq BERKEMBANG 1.126.506.100 336.151.830 448.202.440 336.151.830
6 |Muara Muntai Rebaq Rinding BERKEMBANG 1.291.803.100 387.540,930 516.721.240 3B87.540.930
7  |Muara Muntai Muara Muntai Ulu MAJU 1.413.386.100 424.015.830 565.354.440 424.015.830
8 |Muara Muntai Muara Muntai Itir MAJU 1.301.868.100 390.560.430 520.747.240 390.560.430
g |Muara Muntai Kayu Batu BERKEMBANG 1.367.505.100 410.251.530 547.002.040 410.251.530
10 |Muara Muntai Jantur Selatan BERKEMBANG 1.394.422.100 418.326.630 557.768.840 418.326.630
11 |Muera Muntai Tanjung Batuq Harapan BERKEMBANG 1.000.768.100 327.230.430 436.307.240 327.230.430
12 [Muara Muntai Pulan Harapan BERKEMBANG 1.324.802.100 397.440.630 529,920.840 397.446.630
13 [Muara Muntai Jantur Baru BERKEMBANG 1.304.394.100 391.318.230 521.757.640 391.318.230
14 |Loa Kulu Jonggon Desa BERKEMBANG 1.840.017.100 552.005.130 736.006.840 5§52.005.130
15 |Loa Kulu Sungai Payang MAJU 1.723.999,100 517.199.730 689.599.640 517.199.730
16 {Loa Kulu Jembayan MAJU 2.484,526.000 745.357.800 993.810.400 745.357.800
17 |Loa Kulu Loa Kulu Kota MANDIRI 2.046.082.000 613.824.600 818.432.800 613.824.600
18 [Loa Kulu Loh Sumber MANDIRI 1.607.487.100 482.246,130 642.994,840 483.246.130
19 |Loa Kulu Ponoragan MANDIRI 1.454.828.100 436.448.430 581.931.240 436.448.430
20 |Loa Kulu Rempanga MANDIRI 1.631.972.100 489.591.630 652.788.840 4389.591.630
21 |Loa Kulu Margahayu MAJU 1.622.265.100 486.679.530 648.906.040 486.679.530
22 |Lea Kulu Karya Utama MAJU 1.492.038.100 447.611.,430 596,815,240 447.611.430
23 |Loa Kulu Lung Anai MAJU 1.127.404.100 338.221.230 450.961.640 338.221.230
24 |Loa Kulu Jembayan Tengah MAJU 1.429.203.100 428.760.930 571.681.240 428.760.930
25 |Loa Kulu Jembayan Dalam MAJU 1.416.237.100 424.871.130 566.494.840 424.871.130
26 |Loa Kulu Sepakat MAJU 1.540.413.100 462.123.930 616.165.240 462,123.930
27 |Loa Kulu Sumber Sari MANDIRL 1.454.779.100 436.433.730 581.911.640 436.433.730




No. Kecamatan Nama Desa Kiaster Jp | JUMLAH TOTAL | s piap 1 309% (Rp) | TAHAP 1140% (Rp) | TAHAP T 30%
(Rp) (Rp}
28 |Loa Kulu Jongkang MAJU 1.385.809.100 415.742.730 554.323.640 415.742.730
20 |Loa Janan Bakungan MAJU 2,322,560.000 696.768.000 920,024,000 696,768.000
30 [Loa Janan Loa Duri Ulu MANDIRI 2.218.061.000 665.418.300 887.224.400 665.418.300
31 [Loa Janan Loa Janan Ulu MANDIRI 3.007.011.000 902.103.300 1.202.804.400 902.103.300
32 |[Loa Janan Purwajaya MAJU 1.874.707.000 562.412.100 749.882.800 562.412.100
33 |Loa Janan Tani Bhakti MAJU 1.485.103.100 445,530.930 594.041.240 445.530.930
34 [Loa Janan Batuah MANDIRI 2.636.810.000 791.043.000 1.054.724.000 791.043.000
35 |Loa Janan Loa Duri llir MANDIRI 2.710.385.000 813.115,500 1.084.154.000 813.115.800
36 |Loa Janan Tani Harapan MAJU 1.585.914.100 475.774.230 634.365.640 475.774.230
37 |Anggana Sepatin BERKEMBANG 1.851.595.100 555.478.530 740,638.040 555.478.530
38 |Anggana Muara Pantuan BERKEMBANG 2.042.022.100 612.606.630 816.808.840 612.606.630
30 [Anggana Tani Baru BERKEMBANG 1.626.980.100 488.094.030 650.792.040 488.094.030
40 |Anggana Kutai Lama BERKEMBANG 1.787.028.100 536.108.430 714.811.240 $36.108.430
41 |Anggana Anggana MAJU 1.647.053.100 494.115.930 658.821.240 494.115.930
42 |Anggana Sungai Meriam MANDIRI 2,541.890.000 762.567.000 1.016.756.000 762.567.000
43 |Anggana Sidomulyo BERKEMBANG 1.631,838,100 489.551.430 652.735.240 489.551.430
44 |Anggana Handil Terusan BERKEMBANG 1.991,908,100 597.572.430 796.763.240 597.572.430
45 |Muara Badak Saliki MAJUT 1.608.628.100 482.588.430 €43.451.240 482.588.430
46 |Muara Badak Salo Palai _ MAJU 1.366.083.100 409.824.930 546.433.240 409.824.930
47 |Muara Badak Muara Badak Ulu MAJU 1.980.874.000 594,262,200 792,349,600 594.262.200
48 |Muara Badak Muara Badak Tlir MAJU 1.945.359.000 583.607.700 778.143.600 583.607.700
49 |Muara Badak Tanjung Limau MAJU 2.038.527.000 611.558.100 815.410.800 611.558.100
50 |Muara Badak Tanah Datar MAJU 1.448.805.100 434.641.530 579.522.040 434.641.530
51 |Muara Badak Badak Baru MANDIRI 2.185.969.000 655.790.700 874.387.600 655.790.700
52 |Muara Badak Suka Damai BERKEMBANG 1.365.812.100 409.743.630 546.324.840 409,743.630
53 |Muara Badak Badal Mekar BERKEMBANG 1.363.258.100 408.977.430 545.303.240 408.977.430
54 |Muara Badak Gas Alam Badalk { MANDIRI 1.986.896.000 596,068,800 794.758.400 596.068.800
55 [Muare Badalk Batu-Batu BERKEMBANG 1.396.190.100 418.857.030 558.476.040 418.857.030
56 |[Muara Badak Salo Cella BERKEMBANG 1.508.355.100 452.506.530 603,342,040 452.506.530
57 |Muara Badak Sungai Bawang BERKEMBANG 1.137.258.100 341.177.430 454.903.240 341.177.430
58 [Tenggarong Rampak Lambur MAJU 1.422.783.100 426.834.930 569,113.240 426.834.930
50 |Tenggarong Bendang Raya BERKEMBANG 1.142.685.100 342.805.530 457.074.040 342.805.530
60 [Sebulu Selerong BERKEMBANG 1.381.015.100 414.304.530 552.406.040 414.304.530
61 [Sebulu Tanjung Herapan BERKEMEANG 1.373.874,100 412.162.230 549,549.640 412.162.230
62 |Sebulu Beloro BERKEMBANG 1.500.823.100 450.246.930 600.329.240 450.246.930




No. Kecamatan Nama Desa Klaster Jp | 7V zrﬂwwoa? TAHAP 1 30% (Rp) | TAHAP I 40% (Rp) eﬁbﬁw 30%
63 [Sebulu Sebulu Ulu MAJU 1.724.138.100 517.241.430 689,655,240 517.241.430
54 |Sebulu Sebulu Ilir MAJU 1.476.235.100 442.870.530 590.494 040 442.870.530
65 |[Sebulu Segihan BERKEMBANG 1.507.506,100 452.251.830 603.002.440 452.251,830
66 |Sebulu Sumber Sari MAJU 1.802,197,000 540.659.100 720.878.800 540.659.100
67 |Sebulu Manunggal Daya MAJU 1.666.754.100 500,026,230 666.701.640 500.026.230
68 |Sebulu Giri Agung BERKEMBANG 1.564.481,100 469,344,330 625.792.440 469.344.330
69 |Sebulu Senoni MAJU 1.407.895.650 422.368.695 563.158.260 422.368.695
70 |Sebulu Sebulu Moderen MAJU 1.660.105.100 498.031.530 664.042.040 498.031.530
71 |Sebulu Sanggulan BERKEMBANG 1.567.589.100 470.276.730 627.035.640 470.276.730
72 |Sebulu Lekaq Kidau BERKEMBANG 1.125.664.100 337.789.230 450.385.640 337.789.230
73 |Sebulu Mekar Jaya BERKEMBANG 1.544.934.100 463.480.230 617.973.640 463.480.230
74 |Kota Bangun Loleng BERKEMBANG 1.414.985,100 424.495.530 565.994 040 424.495,530
75 [Kota Bangun Kota Bangun Ulu MANDIRI 1.677.795.000 503.338.500 671.118.000 503.338.500
76 |Kota Bangun Kota Bangun Ilir BERKEMBANG 1.516.361.100 454.908.330 606.544.440 454,908,330
77 |Kota Bangun Liang BERKEMBANG 1.415.151.100 424,545,330 566.060.440 424.545.330
78 Kota Bangun Muhurat BERKEMBANG 1.148.401.100 344,520,330 459.360.440 344.520.330
79 |Kota Bangun Pela BERKEMBANG 1.046.388.100 313.916.430 418.555,240 313.916.930
80 |Kota Bangun Kedang Murung BERKEMBANG 1.537.352.100 461.205.630 614.940.840 461.205.630
81 |Keta Bangun Kota Bangun Seberang BERKEMBANG 1.497.324.100 449.197.230 598.929.640 449.197.230
82 |Kota Bangun Liang Ulu BERKEMBANG 1.459.430.100 437.829.030 583.772.040 437.829.030
83 |Kota Bangun Sebelimbingan BERKEMBANG 1.142.878.100 342.863.430 457.151.240 342.863.430
84 [Kota Bangun Sangkuliman BERKEMBANG 1.129.482.100 338.844.630 451.792.840 338.844.630
85 |Kenohan Lamin Telihan BERKEMBANG 1.527.236.100 458.170.830 610.894.440 458.170.830
86 |Kenohan Lamin Pulut BERKEMBANG 1.122.954,100 336.886.230 449.181.640 336.886.230
87 |Kenohan Teluk Bingkai BERKEMBANG 1.292.218.100 387.665,430 516.887.240 387 .665.430
88 |Kenohan Kahala MAJU 1.399.967.100 419.990.130 559.986.840 419.990.130
89 |Kenohan Tubuhan BERKEMBANG 1.342.666.100 402.799.830 537.066.440 402.799.830
90 |Kenohan Semayang BERKEMBANG 1.356.755.100 407.026.530 542.702.040 407.026.530
91 |[Kenohan Teluk Muda BERKEMBANG 1.168.925.100 350.677.530 467.570.040 350.677.530
92 |Kenohan Tuana Tuha MAJU 1.643.892.100 493.167.630 657.556.840 493.167.630
93 |Kenohan Kshala Ilir |BERKEMBANG 1.349.996.100 404.998.830 539.098.440 404.998.830
94 |Kembang Janggut Genting Tanah BERKEMBANG 1.480.028.100 444.008.430 592.011.240 444.008.430
95  |Kembang Janggut Loa Sakoh BERKEMBANG 1.068.490.100 320.547.030 427.396.040 320.547.030
96 |Kembang Janggut Hambau MAJU 1.539.896.100 461.968.830 615.958.440 461.968.830
97 |Kembang Janggut Kembang Janggut MANDIRI 1.620.148,100 486.044.430 648.059.240 486.044.430
98 |Kembang Janggut Kelekat BERKEMBANG 1.507.390.100 452.217.030 602,956,040 452.217.030
99 |Kembang Janggut Pulau Pinang BERKEMBANG 1.393.260.100 417.987.030 557.316.040 417.987.030
100 |Kembang Janggut Long Beleh Halog MAJU 1.632.824.100 489847 230 653.129.640 489.847.230




No. Kecamatan Nama Desa Kaster Jp | TOMLAHTOTAL o0 piap 1 30% (Rp) | TAHAP IT 40% (Rp) | TAHAP 1L 30%
{Rp) (Rp)

101 |{Kembang Janggut Long Beleh Modang MAJU 1.526.719.100 458.015.730 610.687.640 458.015.730
102 |Kembang Janggut Muai MAJU 1.410.932.100 423.279.630 564.372.840 423.279.630
103 [Kembang Janggut Perdana MAJU 1.329.264.100 398.779.230 531.705.640 398.779,230
104 |Kembang Janggut Bukit Layatig MAJU 1.396.106.100 418.831.830 558,442,440 418.831.830
105 |Muara Kaman Muara Kaman [hr MA.JU 1.564.037.100 466.211.130 625.614.840 469.211.130
106 |Muara Kaman Rantau Hempang BERKEMBANG 1.496.503.100 448.950.930 598.601.240 448.950.930
107 |Muara Kaman Teratak BERKEMBANG 1.514.906.100 454.471.830 605.962.440 454.471.830
108 |[Muara Kaman EBenua Puhun MAJU 1.550.897.100 465.269.130 620.358.840 465.269.130
109 [Muara Kaman Muara Kaman Ulu MAJY 1.614.075,100 484.222.830 645,630,440 484.222.830
110 |Muara Kaman Sabintulung MAJU 1.801.154.100 540.346.230 720.461.640 540.346.230
111 [Muara Kaman Muara Siran BERKEMBANG 1.497.329.100 449.198.730 598.931.640 449.198.730
112 |Muara m»Ema @E.mznmmb TERTINGGAL 1.180.144.100 354.043.230 472.057.640 354.043.230
113 |Muara Kaman Sedulang BERKEMBANG 1.714.017.100 514.205.130 685.606.840 514.205.130
114 |Muara Kaman Menamang Kiri TERTINGGAL 1.532.510.100 459.753.030 613.004.040 459.753.030
115 |Muara Kaman m_gmn.mbm Kanan BERKEMBANG 1,615.503.100 484.650.930 646.201.2490 484.650.930
116 |Muara Kaman Sidomukti MAJU 1.527.168.100 458.150.430 610.867.240 458.130.430
117 |[Muara Kaman Panca Jaya MANDIRI 1.625.133.100 487.539.930 650.053.240 4R87.539.930
118 (Muara Kaman Bunga Jadi MANDIRI 1.581.512.100 474,453.630 632.604.840 474.453.630
119 [Muara Kaman Kupang Baru TERTINGGAL 1.373.003.100 411,900,930 549,201,240 411.900.930
120 |Muara Kaman Lebaho Ulag BERKEMBANG 1.277.649.100 383.294.730 511.059.640 383.294.730
121 |Muara Kaman Bukit Jering BERKEMBANG 1.369.278.100 410.783.430 547.711.240 410.783.430
122 |Muara Kaman Liang Buaya TERTINGGAL 1.198.908.100 359.672.430 479,563,240 359.672.430
123 |Muara Kaman Puan Cepak BERKEMBANG 1.558.973.100 467.691.930 623.589.240 467.691.930
124 |Muara Kaman Cipari zw_nnﬁ BERKEMBANG 1.187.787.100 356.236.130 475.114.840 356.336.130
125 |Tabang Gunung Sari MAJU 1.377.446.100 413.233.830 550.978.440 413.233.830
126 [Tabang Long Lalang BERKEMBANG 1.068.584.100 320.575.230 427.433.640 320.575.230
127 |Tabang Muara Ritan BERKEMBANG 1.216.452.100 364,935.630 486.580.840 364.935.630
128 |Tabang Buluk Sen BERKEMBANG 1.154.275.100 346.282.530 461.710.040 346.282.530
129 [Tabang Umagq Dian BERKEMEANG 1.175.258.100 352.577.430 470,103.240 352.577.430
130 |Tabang Muara Pedohon MAJU 1.130.590.100 339.177.030 452.236.040 339.177.030
131 ﬁmgum m:» Talang MAJU 1.097.498.100 329.249.430 438,999.240 329.249.430
132 |Tabang Kampung Baru BERKEMBANG 1.143.147.100 342.944.130 457.258.840 342.944.130
133 [Tabang Umagq Tukung BERKEMBANG 1.120.259.100 336.077.730 448.103.640 336.077.730
134 |Tabang Sidomulyo MAJU 1.374.075.100 412.222.530 549.630.040 412.222.530
135 |Tabang Umeq Bekuay BERKEMBANG 1.266.911.100 380.073.330 506.764.440 380.073.330




No. Kecamatan Nama Desa Klaster JP Lcarwﬂ.wo.;r TAHAP 1 30% (Rp) | TAHAP II 40% (Rp} A.Eﬁm 30%
136 |Tabang Tabang Lama BERKEMBANCG 1.139.823.100 34]1.946.930 455,929.240 341.946.930
137 _|Tabang Muara Tiq BERKEMBANG 1.667.890.100 500.367.030 667.156.040 500.367.030
138 |Tabang Muara Salung BERKEMBANG 1.165.760.100 349.728.030 466.304.040 349.728.030
139 {Tabang Muara Kebaq TERTINGGAL 1.273.392.100 382.017.630 509.356.840 382.017.630
140 |[Tabang Muara Belinau BERKEMBANG 1.465.721.100 439.716.330 586.288.440 439.716.330
141 |Tabang Muara Tubaq BERKEMBANG 1.725.048.100 517.514.430 690.019.240 517.514.430
142 |Tabang mEE Baru BERKEMBANG 1.356.734.100 407.020.230 542,693.640 407.020.230
143 |Tabang Tukung Ritan [BERKEMBANG 1.368.593.100 410.577.930 547.437.240 410.577.930
144 |Samboja Karya Jaya MAJU 1.360.721.100 408.216.330 544.288.440 408.216.330
145 |Samboja Bukit Raya MAJU 1.413.978.100 424,193,430 565.591.240 424.193.430
146 |Samboja Beringin Agung BERKEMBANG 1.370.623.100 411.186.930 548.249.240 411.186.930
147 |Tenggarong Seberang Manunggal Jaya MANDIRI 1.909.133.000 572.739.900 763.653.200 “572.739.500
148 |Tenggarong Seberang Bukit Raya MAJU 1.696.267.000 50B.880.100 678.506.800 508.880.100
149 [Tenggavong Seberang Embalut MANDIRI 1.403.171.100 420.951.330 561.268.440 420.951.330
150 |Tenggarong Seberang Bangun Rejo MANDIRI 2.393.570.000 718.071.000 957.428.000 718.071.000
151 |Tenggarong Seberang Kerta Buana MAJU 1.797.972.000 539.391.600 719.188.800 539.391.600
152 {Tenggarong Seberang Separi BERKEMBANG 1.627.060.100 488.118.030 650.824.040 488.118.030
153 |[Tenggarong Seberang Bukit Pariaman MAJU 2.026.798.000 608.039.400 810.719.200 608.039.400
154 |Tenggarong Seberang Buana Jaya MANDIRI 1.635.984.100 490,795,230 654.393.640 490.795.230
155 |Tenggarong Seberang Mulawarman MAaJU 1.518.279.100 455.483.730 607.311.640 455.483.730
156 |Tenggarong Seberang Loa Ulung MAJU 1.408.024.100 422 407 230 563.209.640 422.407.230
157 mgmmﬁonm Seberang Loa Raya MAJU 1.310.475.100 393.142.530 524.190.040 393.142.530
158 |Tenggarong Seberang Perjiwa MANDIRI 1.363.849.100 409.154.730 545.539.640 409.154.730
159 |Tenggarong Seberang | Teluk Dalam MANDIRI 1.308.973.100 392.691.930 523.589.240 392.691.930
160 |Tenggarong Seberang Loa Lepu MAJU 1.329.107.100 398.732.130 531.642.840 398.732.130
161 |Tenggarong Sebereng Suka Maju MAJU 1.374.594.100 412.378.230 549.837.640 412.378.230
162 |Tenggarong Seberang Loa Pari MAJU 1.455.898.100 436.769.430 582.359.240 436.769.430
163 |Tenggarong Seberang Karang Tunggal MAJU 1.626.225.100 487.867.530 650.490.040 487.867.530
164 |Tenggarong Seberang Tanjung Batu MAJU 1.299.485,100 389.845.530 519.794.040 389.845,530
165 |Marang Kayu Sebuntal MANDIRI 2.074.918.000 622.475.400 820,967.200 622.475.400
166 |Marang Kayu Santan Ulu BERKEMBANG 2.105.682,100 631.704.630 842.272.840 631.704.630
167 jMarang Kayu Santan Tengah iTERTINGGAL 1.571.515.100 471.454.530 £628.606.040 471.454.530
168 |Marang Kayu Santan Ilr BERKEMBANG 1.445.806.100 433.741.830 578.322.440 433.741.830
169 |Marang Kayu Kersik BERKEMBANG 1.305.323.100 391.596.930 522.129.240 391.596.930
170 |Marang Kayu Bunga Putih BERKEMBANG 1.438.379.100 431.513.730 575.351.640 431.513.730 |




No. Kecameten Nama Desa Klaster JP uczrﬂwwg? TAHAP I 30% (Rp) | TAHAP II 40% (Rp) §:>WM St

171 |Marang _mae Makarti BERKEMBANG 1.479.730.100 443.919.030 591.892.040 443.919.030
172 [Marang Kayu Prangat Selatan BERKEMBANG 1.377.964.100 413.389.230 551.185.640 413.389.230
173 |Marang Kayu Prangat Baru BERKEMBANG 1.352.657.100 405.797.130 541.062.840 405.797.130
174 |Marang Kayu Semangko BERKEMBANG 1.788.455.100 536.536.530 715.382.040 536.536.530
175 |Marang Kayu Sambera Baru BERKEMBANG 1.388.591.100 416.577.330 555.436.440 416.577.330
176 |Muara Wis Muara Wis MAJU 1.512.968.100 453.890.430 605.187.240 453.890.430
177 |Muara Wis Sebemban BERKEMBANG 1.214.376.100 364.312.830 485.750.440 364.312.830
178 |Muara Wis Melintang BERKEMBANG 1.430.612.100 429.183.630 572.244.840 429.183.630
179 |Muara Wis Enggelam BERKEMBANG 1.450.694.100 435.208.230 580.277.640 435.208.230
180 [Muara Wis Lebak Mantan MAJU 1.303.159.100 390.947.730 521.263.640 390.947.730
181 [Muara Wis Lebak Cilong MAJU 1.358.861.100 407.658.330 543.544.440 407.658.330
182 |Muara Wis Muara Enggelam BERKEMBANG 1.165.996.100 349.798.830 466.398.440 349.798.830
183 |Kota Bangun Darat Kedang Ipil BERKEMBANG 1.376.705.100 413.011.530 550.682.040 413.011.530
184 |Kota Bangun Darat Sedulang BERKEMBANG 1.092.313.100 327.693.930 436.925.240 327.693.930
185 |Kota Bangun Darat Benua Baru TERTINGGAL 1.153.291.100 345.987.330 461.316.440 345.987.330
186 |Kota Bangun Darat Kota Bangun I BERKEMBANG 1.323.862.100 397.158.630 529.544.840 397.158.630
187 |Kota Bangun Darat Kota Bangun II BERKEMBANG 1.487.106.100 446.131.830 594.842.440 446.131.830
188 |Kota Bangun Darat Kota Bangun III MAJU 1.530.554.100 459.166.230 612.221.640 459.166.230
189 |Kota Bangun Darat Sumber Sari BERKEMBANG 1.333.967.100 400.190.130 533.586.840 400.190.130
190 |Kota Bangun Darat Sari Nadi BERKEMBANG 1.450.287.100 435.086.130 580.114.840 435.086.130
191 |Kota Bangun Darat Suka Bumi BERKEMBANG 1.354.686.100 406.405.830 541.874.440 406.405.830
192 |Kota Bangun Darat Wonosari BERKEMBANG 1.126.673.100 338.001.930 450.669.240 338.001.930
193 |Samboja Barat Tani Bhakti MAJU 1.482.995.100 444.898.530 593.198.040 444.898.530

Total

290.996.763.650

290.996.763.650

290.996.763.650

290.996.763.650
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN, SURAT REKOMENDASI CAMAT DAN SURAT
PENGANTAR DPMD

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

il
Nomor ¥ s Kepada Yth,
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dana Desa Siltap Bulan............. dan Aset Daerah
di-
Tenggarong
Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ...... Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
PasEl oo , dengan ini kami mengajukan permohonan untuk penyaluran ADD Siltap
Bulan ......... kepada atas nama :
1. Nama
Jabatan
2. Desa
3. Kecamatan .
4. Nomor Rekening
5. Nama Rekening
6. Alamat Rekening : ................cocooeeiiiiiiiiini.n..
7. Jumlah Dana oy srsas s e ks ohpan) o)
Kol DB . cmmnnmimiimmmsin




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN....cccorrerencnneccrannessaanes

REKOMENDASI / PENGANTAR

I 757 11 g e (=

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.
Di -
TENGGARONG
Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ...... Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
Pasal ... sesuai Berita Acara Evaluasi ... tanggal ................ Nomor :
. untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap ................ Tahun Anggaran
2.
Setelah meneliti persyaratan yang harus dipenuhi, sengan ini memberikan
Rekomendasi untuk Pencairan ADD Tahap ......... Kepada :
1. Nama
Jabatan
2. Desa
3. Kecamatan U NS
4. Nomor Rekening
5. Nama Rekening
6. Alamat Rekening : ................. ...
7. Jumlah Dana ¥ v sk s s s s S BT BT DE)
...................... R .. ) W
G 13 S
IS vy




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN. .cocmmmaisssonsronsss

REKOMENDASI / PENGANTAR

IEOBOL S s i wavass v b s s s bbb s el

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Di—

TENGGARONG

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ...... Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Pasal oo sesuai Berita Acara Evaluasi .............. tanggal ................ Nomor :

Setelah meneliti persyaratan yang harus dipenuhi, dengan ini memberikan
Rekomendasi untuk Pencairan ADD Siltap Bulan ......... Kepada :

1. Nama

Jabatan

Desa

Kecamatan R T
Nomor Rekening

Nama Rekening

AluEnt ReKBRmE © von svmsumssi s

- L

Jumlah Dana S ntecsn s st sen s e e dengan horaf)




Nomor
Lampiran

Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JI. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai 1
Telp. 0541 - 661832, 663880 Fax 6669032 email : bapemaskukar @gmail.com

Tenggarong, ................ 20...
............................. Kepada Yth,
Permohonan Peyaluran Aokasi Dana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Desa Tahap | dan Aset Daerah
di-
Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor
g | . tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2022 Pasal 8 ... dengan ini memohon penyaluran
Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2022 tahap ................ kepada:

Desa
Kecamatan
Untuk

Pagu Total ADD

Jumlah Tahap ...

TERBILANG | ( )

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:

a.  Surat Pernyataan tangungjawab Mutlak terhadap penggunaan ADD
tahap......;

b.  Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap ........, dan

¢.  Dokumen kelengkapan lainnya dari desa.

Sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,
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BUPATI KUTAI TANEGARé_
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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Menimbang

Mengingat

DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran
2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9)
Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 7511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang WNomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN
2022.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di
wilayah Kecamatan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sisten pemerintahan Negara
Kesatuan Rep_ublik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



10.

11.

12,

13.

14.

15.

(1)

(2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam} tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan BHPRD adalah bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

Rekomendasi Camat adalah surat yang menyatakan telah terpenuhinya
kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada Desa paling sedikit
10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Pengalokasian BHPRD merupakan bagian hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 tahun (satu)
anggaran.

BAB III
PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK RERTIBUSI DAERAH

Pasal 3

Penghitungan BHPRD dilakukan berdasarkan ketentuan:

a.

60% (enam puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi dasar dan dibagi
secara merata kepada seluruh Desa berdasarkan klasifikasi jumlah
penduduk sebagai berikut:

1. jumilah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa alokasi merata
sebesar Rp36.257.900 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh
tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

2.  jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima
ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp42.186.800 (empat puluh dua
juta seratus depala puluh enam ribu delapan ratus rupiah);



(1)

(2)

3)

(4}

(1)

(2)

3. jumlah penduduk 5001 {lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000
(sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp45.357.800 (empat
puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus
rupiah);dan

4. jumlah penduduk diatas 10.000 {sepuluh ribu) jiwa alokasi merata
sebesar Rp52.258.000 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh
delapan ribu rupiah).

40% (empat puluh persenj dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, Luas Wilayah dan
Tingkat Kesulitan Geografis.

Pasal 4

Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi
berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

a. 50 % {lima puluh persen) untuk jumlah penduduk

b. 20 % (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan

c. 10 % (sepuluh persen) untuk Luas Wilayah;dan

d. 20 % (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis

Penghitungan alokasi keadilan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan proporsional dengan rumus
sehagai berikut:

AP Desa = {(0,50 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4)} * AP Daerah

Keterangan:

AP Desa =  alokasi proporsional setiap Desa

zZ1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
wilayah Desa di-Daerah

Z4 =  rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap
indeks kesulitan geografis Desa di Daerah

AP Daerah =  Alokasi Proporsional Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan rincian besaran bagian dari BHPRD tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dana BHPRD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

Penyaluran BHPRD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Penyaluran dana BHPRD dilakukan secara bersamaan,



(3)

(1)

(2)

Penyaluran BHPRD dibagi dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);dan
b. tahap II sebesar 60% (enam puluh persenj)

Pasal 6

Permohonan Penyaluran BHPRD disampaikan secara tertulis oleh Kepala
Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.

Ketentuan Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. penyaluran tahap I:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat meliputi:

a) salinan peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan
soft copy database sistem keuangan Desa;

b) laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;
c¢) fotokopi rekening kas Pemerintahan Desa;dan
d} fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.

2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Daerah meliputi:

a) salinan peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan
soft copy database sistem keuangan Desa;

b} laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;dan

c) fotokopi surat rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD
tahap 1.

3. persyaratan permohonan penyaluran ke Badan Pengelolan Keuangan
dan Aset Daerah meliputi:

a) surat pernyataan tangungjawab belanja terhadap penggunaan
BHPRD tahap [;

b) surat rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD tahap [;dan

c) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
tentang pencairan BHPRD tahap 1.

b. pencairan tahap II:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat meliputi:
a) laporan realisasi penggunaan BHPRD tahap sebelumnya;dan

b) laporan realisasi penggunaan BHPRD tahap sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada huruf a), menunjukan paling sedikit
telah digunakan sebesar 80 % (delapan puluh persen).

2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Daerah meliputi:

a) laporan realisasi BHPRD tahap sebelumnya;dan

b) fotokopi surat rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3. persyaratan permohonan penyaluran ke Badan Pengelolan Keuangan
dan Aset Daerah meliputi:

a) surat pernyataan tangungjawab belanja terhadap penggunaan
BHPRD tahap II;
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b) surat rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah;dan

c) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Daerah tentang pencairan BHPRD tahap II.

Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi bebasis online.

Dalam hal pencairan BHPRD tahap II  belum dilakukan pada tahun
berjalan pencairan BHPRD tahap II dapat dilakukan pada tahun
berikutnya.

BABYV
PENGGUNAAN

Pasal 7

Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di'prioritaskan untuk
membiayai kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana BHPRD
dapat digunakan untuk kegiatan yang langsung meningkatkan
pendapatan asli daerah.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh
unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDesa dan
RKPDes

BAB V
LAPORAN

Pasal 8
Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana BHPRD kepada
Camat.

Camat menyampaikan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Daerah.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan satu kesatuan
dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

/

SUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 8



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2022, TANGGAL 28 JANUARI 2022
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

No. Kecamatan Nama Desa Klaster JP uczrwmu u,_,o,gr ewmﬁu__ 50% | taHAP I 50% (Rp)

(1) (2) (3) {4) (5} {6} (7)
1 |Muara Muntai Perian MANDIRI 58,978,800 29,489,400 29,489,400
2 {Muara Muntai Muara Leka BERKEMBANG 54,096,800 27,048,400 27,048,400
3 |Muara Muntai Muara Aloh BERKEMBANG 51,524,800 25,762,400 25,762,400
4 |Muara Muntai Jantur BERKEMBANG 55,266,800 27,633,400 27,633,400
5 |Muara Muntai Batugq BERKEMBANG 48,771,900 24,385,950 24,385,950
6 |Muara Muntai Rebaq Rinding BERKEMBANG 50,988,800 25,494,400 25,494,400
7 |Muara Muntai Muara Muntai Ulu MAJU 55,957,800 27,978,900 27,978,900
8 |Muara Muntai Muara Muntai Ilir MAJU 51,578,800 25,789,400 25,789,400
9 [Muara Muntai Kayu Batu BERKEMBANG 66,833,800 33,416,900 33,416,900
10 [Muara Muntai Jantur Selatan BERKEMBANG 55,980,800 27,990,400 27,990,400
11 |Muara Muntai Tanjung Batug Harapan  |BERKEMBANG 47,316,900 23,658,450 23,658,450
12 |Muara Muntai Pulau Harapan BERKEMBANG 52,347,800 26,173,900 26,173,900
13 |Muara Muntai Jantur Baru BERKEMBANG 52,291,800 26,145,900 26,145,900




14 |Loa Kulu Jonggon Desa BERKEMBANG 71,374,800 35,687,400 35,687,400
15 [Loa Kulu Sungai Payang MAJU 64,194,800 32,097,400 32,097,400
16 |[Loa Kulu Jembayan MAJU 99,613,000 49,806,500 49,806,500
17 |Loa Kulu Loa Kulu Kota MANDIRI 85,338,800 42,669,400 42,669,400
18 [Loa Kulu Loh Sumber MANDIRI 66,599,800 33,299,900 33,299,900
19 [Loa Kulu Ponoragan MANDIRI 57,643,800 28,821,900 28,821,900
20 |Loa Kulu Rempanga MANDIRI 64,429,800 32,214,900 32,214,900
21 |Loa Kulu Margahayu MAJU 64,974,800 32,487,400 32,487,400
22 |Loa Kulu Karya Utama MAJU 59,442,800 29,721,400 29,721,400
23 jLoa Kulu Lung Anai MAJU 47,527,900 23,763,950 23,763,950
24 |Loa Kulu Jembayan Tengah MAJU 58,028,800 29,014,400 29,014,400
25 {Loa Kulu Jembayan Dalam MAJU 56,756,800 28,378,400 28,378,400
26 {Loa Kulu Sepakat MAJU 61,253,800 30,626,500 30,626,900
27 |Loa Kulu Sumber Sari MANDIRI 57,650,800 28,825,400 28,825,400
28 |Loa Kulu Jongkang MAJU 54,366,800 27,183,400 27,183,400
29 |Loa Janan Bakungan MAJU 90,577,800 45,288,900 45,288,900
30 |Loa Janan Loa Duri Ulu MANDIRI 87,755,800 43,877,900 43,877,900
31 |LoaJanan Loa Janan Ulu MANDIRI 121,181,491 60,590,746 60,590,746
32 {Loa Janan Purwajaya MAJU 75,395,800 37,697,900 37,697,900
33 |LoaJanan Tani Bhakti MAJU 59,074,800 29,537,400 29,537,400
34 |Loa Janan Batuah MANDIRI 105,162,000 52,581,000 52,581,000




35 |Loa Janan Loa Duri Ilir MANDIRI 108,655,000 54,327,500 54,327,500
36 |Loa Janan Tani Harapan MAJU 63,355,800 31,677,900 31,677,900
37 |Anggana Sepatin BERKEMBANG 67,529,800 33,764,900 33,764,900
38 |Anggana Muara Pantuan BERKEMBANG 77,479,800 38,739,900 38,739,900
39 |Anggana Tani Baru BERKEMBANG 62,448,800 31,224,400 31,224,400
40 |Anggana Kutai Lama BERKEMBANG 68,248,800 34,124,400 34,124,400
41 |Anggana Anggana MAJU 68,031,800 34,015,900 34,015,900
42 |Anggana Sungai Meriam MANDIRI 102,583,000 51,291,500 51,291,500
43 |Anggana Sidomulyo BERKEMBANG 65,107,800 32,553,900 32,553,900
44 |Anggana Handil Terusan BERKEMBANG 78,725,800 39,362,900 39,362,900
45 [Muara Badak Saliki MAJU 74,212,800 37,106,400 37,106,400
46 |Muara Badak Salo Palai MAJU 57,437,800 28,718,900 28,718,900
47 |Muara Badak Muara Badak Ulu MAJU 79,737,800 39,868,900 39,868,900
48 |Muara Badak Muara Badak Ilir MAJU 79,040,800 39,520,400 39,520,400
49 |Muara Badak Tanjung Limau MAJU 80,363,800 40,181,900 40,181,900
50 |Muara Badak Tanah Datar MAJU 57,886,800 28,943,400 28,943,400
51 [Muara Badak Badak Baru MANDIRI 87,355,800 43,677,900 43,677,900
52 {Muara Badak Suka Damai BERKEMBANG 53,954,800 26,977,400 26,977,400
53 |Muara Badak Badak Mekar BERKEMBANG 55,067,800 27,533,900 27,533,900
54 |Muara Badak Gas Alam Badak | MANDIRI 79,283,800 39,641,900 39,641,900
55 [Muara Badak Batu-Batu BERKEMBANG 54,517,800 27,258,900 27,258,900




56 |[Muara Badak Salo Cella BERKEMBANG 58,852,800 29,426,400 29,426,400
57 |Muara Badak Sungai Bawang BERKEMBANG 49,905,900 24,952,950 24,952,950
58 [Tenggarong Rampak Lambur MAJU 56,617,800 28,308,900 28,308,900
59 [Tenggarong Bendang Raya BERKEMBANG 50,178,900 25,089,450 25,089,450
60 [Sebulu Selerong BERKEMBANG 56,874,800 28,437,400 28,437,400
61 |Sebulu Tanjung Harapan BERKEMBANG 54,669,800 27,334,900 27,334,900
62 |Sebulu Beloro BERKEMBANG 58,677,800 29,338,900 29,338,900
63 |[Sebulu Sebulu Ulu MAJU 68,162,800 34,081,400 34,081,400
64 {Scbulu Sebulu Ilir MAJU 58,828,800 29,414,400 29,414,400
65 |[Sebulu Segihan BERKEMBANG 59,614,800 29,807,400 29,807,400
66 |Sebulu Sumber Sari MAJU 71,847,800 35,923,900 35,923,900
67 |Sebulu Manunggal Daya MAJU 66,229,800 33,114,900 33,114,900
68 [Sebulu Giri Agung BERKEMBANG 61,570,800 30,785,400 30,785,400
69 |[Sebulu Senoni MAJU 56,436,800 28,218,400 28,218,400
70 |Sebulu Sebulu Moderen MAJU 66,504,800 33,252,400 33,252,400
71 |Sebulu Sanggulan BERKEMBANG 63,773,800 31,886,900 31,886,900
72 |Sebulu Lekaq Kidau BERKEMBANG 50,587,900 25,293,950 25,293,950
73 |Sebulu Mekar Jaya BERKEMBANG 60,956,800 30,478,400 30,478,400
74 |Kota Bangun Loleng BERKEMBANG 59,123,800 29,561,900 29,561,900
75 |Kota Bangun Kota Bangun Ulu MANDIRI 67,874,800 33,937,400 33,937,400
76 |Kota Bangun Kota Bangun Ilir BERKEMBANG 60,773,800 30,386,900 30,386,900




77 |Kota Bangun Liang BERKEMBANG 55,761,800 27,880,900 27,880,900
78 |Kota Bangun Muhuran BERKEMBANG 47,969,900 23,984,950 23,984,950
79 |Kota Bangun Pela BERKEMBANG 44,899,900 22,449,950 22,449,950
80 |Kota Bangun Kedang Murung BERKEMBANG 59,824,800 29,912,400 29,912,400
81 |[Kota Bangun Kota Bangun Seberang BERKEMBANG 59,718,800 29,859,400 29,859,400
82 |Kota Bangun Liang Ulu BERKEMBANG 57,779,800 28,889,900 28,889,900
83 |Kota Bangun Sebelimbingan BERKEMBANG 47,760,900 23,880,450 23,880,450
84 |Kota Bangun Sangkuliman BERKEMBANG 47,790,900 23,895,450 23,895,450
85 |Kenchan Lamin Telihan BERKEMBANG 58,495,800 29,247,900 29,247,900
86 |Kenohan Lamin Pulut BERKEMBANG 46,420,900 23,210,450 23,210,450
87 |Kenohan Teluk Bingkai BERKEMBANG 53,538,900 26,769,450 26,769,450
88 |Kenochan Kahala MAJU 53,190,800 26,595,400 26,595,400
89 |Kenohan Tubuhan BERKEMBANG 56,083,800 28,041,900 28,041,900
90 |{Kenohan Semayang BERKEMBANG 57,181,800 28,590,900 28,590,900
91 |Kenohan Teluk Muda BERKEMBANG 48,771,900 24,385,950 24,385,950
92 |Kenohan Tuana Tuha MAJU 63,496,800 31,748,400 31,748,400
93 |Kenohan Kahala Ilir BERKEMBANG 52,247,800 26,123,900 26,123,900
94 |Kembang Janggut Genting Tanah BERKEMBANG 66,195,800 33,097,900 33,097,900
95 |Kembang Janggut Loa Sakoh BERKEMBANG 51,088,900 25,544,450 25,544,450
96 |Kembang Janggut Hambau MAJU 67,333,800 33,666,900 33,666,900
97 |Kembang Janggut Kembang Janggut MANDIRI 70,546,800 35,273,400 35,273,400




98 |Kembang Janggut Kelekat BERKEMBANG 55,653,800 27,826,900 27,826,900
99 |Kembang Janggut Pulau Pinang BERKEMBANG 52,816,800 26,408,400 26,408,400
100 |Kembang Janggut Long Beleh Haloq MAJU 55,973,800 27,986,900 27,986,900
101 |Kembang Janggut Long Beleh Modang MAJU 58,423,800 29,211,900 29,211,900
102 |Kembang Janggut Muat MAJU 54,877,800 27,438,900 27,438,900
103 |Kembang Janggut Perdana MAJU 52,469,800 26,234,900 26,234,900
104 |Kembang Janggut Bukit Layang MAJU 54,818,800 27,409,400 27,409,400
105 [Muara Kaman Muara Kaman Ilir MAJU 61,053,800 30,526,900 30,526,900
106 |Muara Kaman Rantau Hempang BERKEMBANG 58,746,800 29,373,400 29,373,400
107 |Muara Kaman Teratak BERKEMBANG 59,830,800 29,915,400 29,915,400
108 [Muara Kaman Benua Puhun MAJU 60,520,800 30,260,400 30,260,400
109 |Muara Kaman Muara Kaman Ulu MAJU 63,080,800 31,540,400 31,540,400
110 |Muara Kaman Sabintulung MAJU 65,463,800 32,731,900 32,731,900
111 [Muara Kaman Muara Siran BERKEMBANG 54,539,800 27,269,900 27,269,900
112 |Muara Kaman Tunjungan TERTINGGAL 50,254,900 25,127,450 25,127,450
113 jMuara Kaman Sedulang BERKEMBANG 70,703,800 35,351,900 35,351,900
114 |Muara Kaman Menamang Kiri TERTINGGAL 61,624,800 30,812,400 30,812,400
115 |Muara Kaman Menamang Kanan BERKEMBANG 56,231,800 28,115,900 28,115,900
116 [Muara Kaman Sidomulkti MAJU 66,864,800 33,432,400 33,432,400
117 |Muara Kaman Panca Jaya MANDIRI 66,493,800 33,246,900 33,246,900
118 |Muara Kaman Bunga Jadi MANDIRI 63,650,800 31,825,400 31,825,400




119 |Muara Kaman Kupang Baru TERTINGGAL 53,349,900 26,674,950 26,674,950
120 |Muara Kaman Lebaho Ulaq BERKEMBANG 50,481,800 25,240,900 25,240,900
121 [Muara Kaman Bukit Jering BERKEMBANG 55,448,800 27,724,400 27,724,400
122 |Muara Kaman Liang Buaya TERTINGGAL 52,100,900 26,050,450 26,050,450
123 |Muara Kaman Puan Cepak BERKEMBANG 58,098,800 29,049,400 29,049,400
124 |Muara Kaman Cipari Makmur BERKEMBANG 50,733,900 25,366,950 25,366,950
125 |Tabang Gunung Sari MAJU 53,415,800 26,707,900 26,707,900
126 |Tabang Long Lalang BERKEMBANG 45,223,900 22,611,950 22,611,950
127 |Tabang Muara Ritan BERKEMBANG 49,396,900 24,698,450 24,698,450
128 |Tabang Buluk Sen BERKEMBANG 47,268,900 23,634,450 23,634,450
129 [Tabang Umagq Dian BERKEMBANG 47,435,900 23,717,950 23,717,950
130 |Tabang Muara Pedohon MAJU 46,075,900 23,037,950 23,037,950
131 |Tabang Bila Talang MAJU 48,070,900 24,035,450 24,035,450
132 |Tabang Kampung Baru BERKEMBANG 45,781,900 22,890,950 22,890,950
133 |Tabang Umag Tukung BERKEMBANG 45,858,900 22,929,450 22,929,450
134 |Tabang Sidomulyo MAJU 52,150,800 26,075,400 26,075,400
135 |Tabang Umagq Bekuay BERKEMBANG 45,569,900 22,784,950 22,784,950
136 |Tabang Tabang Lama BERKEMBANG 44,519,900 22,259,950 22,259,950
137 [Tabang Muara Tiq BERKEMBANG 44,054,900 22,027,450 22,027,450
138 |Tabang Muara Salung BERKEMBANG 45,249,900 22,624,950 22,624,950
139 |Tabang Muara Kebaq TERTINGGAL 46,196,900 23,098,450 23,098,450




140 Tabang Muara Belinau BERKEMBANG 44,090,900 22,045,450 22,045,450
141 |Tabang Muara Tubog BERKEMBANG 45,689,900 22,844,950 22,844,950
142 |Tabang Ritan Baru BERKEMBANG 54,658,800 27,329,400 27,329,400
143 |Tabang Tukung Ritan BERKEMBANG 54,161,800 27,080,900 27,080,900
144 |Sambaoja Karya Jaya MAJU 53,823,800 26,911,900 26,911,900
145 |Sambaja Bukit Raya MAJU 55,970,800 27,985,400 27,985,400
146 |Sambaja Beringin Agung BERKEMBANG 54,294,800 27,147,400 27,147,400
147 [Tenggarong Seberang Manunggal Jaya MANDIRI 76,412,800 38,206,400 38,206,400
148 |Tenggarong Seberang Bukit Raya MAJU 67,737,800 33,868,900 33,868,900
149 |Tenggarong Seberang Embalut MANDIRI 56,428,800 28,214,400 28,214,400
150 |Tenggarong Seberang Bangun Rejo MANDIRI 96,772,000 48,386,000 48,386,000
151 |Tenggarong Seberang Kerta Buana MAJU 71,896,800 35,949,900 35,949,900
152 |Tenggarong Seberang Separi BERKEMBANG 87,877,800 43,938,900 43,938,900
153 |Tenggarong Seberang Bukit Pariaman MAJU 79,994,800 39,997,400 39,997,400
154 |Tenggarong Seberang Buana Jaya MANDIRI 65,188,800 32,594,400 32,594,400
155 |Tenggarong Seberang Mulawarman MAJU 58,492,800 29,246,400 29,246,400
156 {Tenggarong Seberang Loa Ulung MAJU 59,135,800 29,567,900 29,567,900
157 |Tenggarong Seberang Loa Raya MAJU 51,944,800 25,972,400 25,972,400




158 {Tenggarong Seberang Perjiwa MANDIRI 53,959,800 26,979,900 26,979,900
159 |Tenggarong Seberang Teluk Dalam MANDIRI 52,724,800 26,362,400 26,362,400
160 |Tenggarong Seberang Loa Lepu MAJU 52,574,800 26,287,400 26,287,400
161 |Tenggarong Seberang Suka Maju MAJU 66,309,800 33,154,900 33,154,900
162 {Tenggarong Seberang Loa Pari MAJU 61,180,800 30,590,400 30,590,400
163 |Tenggarong Seberang Karang Tunggal MAJU 64,482,157 32,241,079 32,241,079
164 |Tenggarong Seberang Tanjung Batu MAJU 51,418,800 25,709,400 25,709,400
165 |Marang Kayu Sebuntal MANDIRI 81,708,800 40,854,400 40,854,400
166 |Marang Kayu Santan Ulu BERKEMBANG 79,653,800 39,826,900 39,826,900
167 |Marang Kayu Santan Tengah TERTINGGAL 61,994,800 30,997,400 30,997,400
168 [Marang Kayu Santan Ilir BERKEMBANG 57,038,800 28,519,400 28,519,400
169 Marang Kayu Kersik BERKEMBANG 53,199,800 26,599,900 26,599,900
170 |Marang Kayu Bunga Putih BERKEMBANG 56,716,800 28,358,400 28,358,400
171 |Marang Kayu Makarti BERKEMBANG 58,548,800 29,274,400 29,274,400
172 |Marang Kayu Prangat Selatan BERKEMBANG 54,094,800 27,047,400 27,047,400
173 |Marang Kayu Prangat Baru BERKEMBANG 53,141,800 26,570,900 26,570,900
174 |Marang Kayu Semangko BERKEMBANG 70,322,800 35,161,400 35,161,400
175 |Marang Kayu Sambera Baru BERKEMBANG 54,430,800 27,215,400 27,215,400
176 |Muara Wis Muara Wis MAJU 63,513,800 31,756,900 31,756,900




177 {Muara Wis Sebemban BERKEMBANG 52,604,900 26,302,450 26,302,450
178 |Muara Wis Melintang BERKEMBANG 59,428,800 29,714,400 29,714,400
179 |Muara Wis Enggelam BERKEMBANG 62,554,900 31,277,450 31,277,450
180 |Muara Wis Lebak Mantan MAJU 51,278,800 25,639,400 25,639,400
181 |Muara Wis Lebak Cilong MAJU 52,168,800 26,084,400 26,084,400
182 |Muara Wis Muara Enggelam BERKEMBANG 48,909,900 24,454,950 24,454,950
183 |Kota Bangun Darat Kedang Ipil BERKEMBANG 55,073,800 27,536,900 27,536,900
184 |Kota Bangun Darat Sedulang BERKEMBANG 47,337,900 23,668,950 23,668,950
185 |Kota Bangun Darat Benua Baru TERTINGGAL 47,180,900 23,590,450 23,590,450
186 [Kota Bangun Darat Kota Bangun I BERKEMBANG 52,474,800 26,237,400 26,237,400
187 |Kota Bangun Darat Kota Bangun I BERKEMBANG 58,869,800 29,434,900 29,434,900
188 |Kota Bangun Darat Kota Bangun HI MAJU 60,670,800 30,335,400 30,335,400
189 |Kota Bangun Darat Sumber Sari BERKEMBANG 52,620,800 26,310,400 26,310,400
190 |Kota Bangun Darat Sari Nadi BERKEMBANG 57,584,800 28,792,400 28,792,400




191 |Kota Bangun Darat Suka Bumi BERKEMBANG 53,763,800 26,881,900

192 |Kota Bangun Darat Wonosari BERKEMBANG 47,676,900 23,838,450 23,838,450

193 [Samboja Barat Tani Bhakti MAJU 59,278,800 29,639,400 29,639,400
Total 11,627,126,348 | 5,813,563,174 5,786,681,274

BUPATI KUTAI KARTANEGE




BUPATI KUTAT KARTANEGARA |

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa rangka optimalisasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa

1.

yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Pasal 2
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan berdasarkan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tanggal
17 April Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non
Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13
Desember Tahun 2019 tentang Akselerasi Implementasi
Transaksi non tunai 2 dalam Rangka Elektronikasi Transaksi
Pemerintah Daerah

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pedoman Penatausahaan Administrasi
Keuangan Desa { Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
DESA

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan
Administrasi Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) huruf ¢
diubah dan ditambah ayat (8a) sehingga Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pengeluaran langsung dari Kaur Keuangan dapat
dilakukan dengan cara:
a. pengeluaran pembayaran secara tunai; dan/atau
b. pengeluaran pembayaran secara transfer melalui
bank.



(2}

3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

a.pengeluaran yang bersifat rutin;

b.pengeluaran melalui PPKD; dan

c. pembayaran uang muka akibat perjanjian/ kontrak
pengadaan barang/jasa.

Pengeluaran yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, khusus untuk pembayaran
penghasilan dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan
Desa dapat dilakukan dengan cara transfer melalui
bank.

Pengeluaran melalui PPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf b, dilakukan dengan cara
pemberian panjar kepada PPKD untuk kegiatan non
rutin;

Bukti pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dilampiri dengan dokumen
pengadaan barang/jasa.

Besaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ berdasarkan kesepakatan yang dituangkan
dalam perjanjian/kontrak.

Pengeluaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa
oleh kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan nilai kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dapat dilakukan secara tunai atau transfer
melalui bank

Pengeluaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa
oleh kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
atau lebih harus dilakukan dengan cara transfer
melalui bank.

(8a) Biaya Administrasi Pengeluaran transfer melalui bank

(9)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dibebankan kepada penerima transfer.

Prosedur pengeluaran langsung dari Kaur Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. PPKD mengajukan SPP definitif kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Desa, dengan dilampiri :
1. Rencana Anggaran Biaya;
2. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)/ bukt
transaksi, khusus untuk pembayaran uang
muka kepada pihak ketiga wajib melampirkan
dokumen pengadaan barang/jasa.



b. Sekretaris Desa melakukan verifikasi pengajuan
SPP, meliputi:

1. meneliti kelengkapan permintaan
pembayaran yang diajukan oleh PPKD;

2. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas
beban APB Desa yang tercantum dalam
permintaan pembayaran;

3. menguji ketersediaan dana;

4. mengembalikan atau menolak pengajuan
permintaan pembayaran oleh PPKD apabila
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
dan

5. apabila permintaan pembayaran telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan,
Sekretaris Desa membubuhkan tanda tangan
pada SPP.

c. berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris
Desa dan dinilai telah memenuhi syarat, Kepala
Desa dapat menyetujui permintaan pembayaran
dan sekaligus sebagai perintah bagi Kaur
Keuangan untuk melakukan pembayaran dengan
membubuhkan tanda tangan pada SPP.

d. Dberdasarkan SPP yang telah ditandatangani Kepala
Desa, Kaur Keuangan wajib:
1. melakukan pembayaran dengan
membubuhkan tanda tangan pada SPP;

2. membuat bukti pembayaran berupa kuitansi
dan dilampiri bukti transfer apabila
pembayaran dilakukan secara transfer;

3. memungut dan menyetorkan pajak PPh
dan/atau pajak lainnya; dan

4. melakukan pengadministrasian dan
pencatatan pengeluaran.

(10) Dalam hal PPKD, sebelumnya telah mengajukan panjar,
maka pengajuan permohonan SPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) harus memperhitungkan panjar
yang telah diterima.

(11) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf a dibuat rangkap 3 (tiga) .

(12) Pengarsipan dokumen SPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dilakukan oleh:

a. Sekretaris Desa;
b. Kaur Keuangan; dan
c. PPKD yang mengajukan.



(13) PPKD melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu
Kas Kegiatan.

{14) Pihak yang terkait dalam penatausahaan pengeluaran
langsung dari Kaur Keuangan yaitu:

a.

™ e Qo0 o

Kepala Desa;
Sekretaris Desa;
Kaur Keuangan;
PPKD;

Pihak ketiga; dan
Bank.

(15) Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan
pengeluaran langsung dari Kaur Keuangan meliputi:

TR e e T

Buku Kas Umum;

Buku Pembantu Bank;

Buku Pajak;

Buku Pembantu Kas Kegiatan;

SPP dan dokumen pendukungnya;
Register SPP;

tanda bukti pembayaran/transfer; dan
Buku Bank.

2. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 ditambah Bagian Ketiga dan
Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Penggunaan Sistem Informasi

Pasal 26B

(1) Dalam penatausahaan administrasi keuangan desa
menggunakan Sistem infomasi pengelolaan keuangan
desa (Siskeudes).

(2} Pengeluaran melalui Kaur Keuangan melalui bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1} huruf b
menggunakan mekanisme Cash Management System
(CMS) Siskeudes dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a.

Operator/aparat pengelola keuangan desa menginput
data SPP definitif beserta bukti dan potongan Pajak
yang sudah lengkap dokumen
pertanggungjawabannya ke dalam Aplikasi
Siskeudes;

Operator/aparat pengelola keuangan desa menginput
data pencairan SPP;

data SPP masuk ke dalam database aplikasi bank
untuk dilakukan pengecekan nomor rekening dan
nama penerima yang tertera pada bukti;



d. jika terdapat nomor atau nama rekening penerima
yang tidak wvalid maka data SPP tersebut
dikembalikan ke aparatur pengelola keuangan desa
rRela]ﬂui fungsi rest Application Programming Interface
(APD);

e. Aplikasi bank melakukan pengecekan data SPP dan
buktinya yang seluruhnya telah tervalidasi sukses;

f. Jika nomor rekening penerima sudah valid maka
akan dilakukan pencairan ke penerima melalui
fungsi rest Application Programming Interface (API);

g. Jika terdapat potongan pajak dalam SPP maka
aplikasi bank melakukan pembayaran pajak melalui
fungsi rest (API); dan

h. Data SPP yang telah dicairkan akan diinfokan kepada
aplikasi Siskeudes melalui fungsi rest Application
Programming Interface {APl) dan dituliskan data log
pencairannya.

(3) Hasil print out Aplikasi Sistern Keuangan Desa

(Siskeudes) menjadi dokumen kelengkapan
pertanggugjawaban penatausahaan administrasi
keungan desa.

(4) Petunjuk teknis/tutorial selengkapnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 28

(1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kkegiatan
yang dibuat dan disusun oleh PPKD/tim PPKD dengan
kelengkapan sebagai berikut:

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan meliputi:
1. Kwitansi ;
2. Daftar Penerimaan;

3. Bukti Setor Pajak {bagi yang sudah memenuhi
batas PTKP); dan

4. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala
Desa/ Keputusan Kepala Desa tentang
pengangkatan  Perangkat Desa/ dokumen
pendukung lainnya untuk pemberian penghasilan
dan/atau tunjangan untuk pertama kali.



b. Tunjangan Badan permusyawaratan Desa
meliputi:

1.
2.
3.

4,

Kwitansi ;
Daftar Penerimaan;

Bukti Setor Pajak (bagi yang sudah memenuhi
batas PTKP); dan

Keputusan Bupati tentang penetapan anggota BPD
/Keputusan Ketua BPD tentang struktur
kelemhagaan BPD.

c. Honorarium kegiatan meliputi:

1.

2.
3.
4.

Kwitansi;
Daftar Penerimaan;
Bukti Setor Pajak; dan

Bukti pendukung lainnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a} untuk honorarium tim/panitia dilampiri
Keputusan Kepala Desa tentang
Pembentukan Tim PPKD/Tim Pengelola
Kegiatan atau Panitia, misalnya Tim
PPKD/Tim Pengelola Kegiatan
Pembangunan, Panitia Pengisian Perangkat
Desa dan sebagainya; atau

b} untuk Perangkat Desa yang diberi tugas
tambahan atau tenaga tertentu yang
diangkat oleh Pemerintah Desa dilampiri
Keputusan Kepala Desa tentang
Penunjukan/Pengangkatan, misalnya Kaur
Keuangan, Pembantu Kaur Keuangan,
Petugas Pengelola Barang Milik Desa,
Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) Tenaga
Honorer dan sebagainya; atau

c) untuk  tenaga lainnya  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
menjadi beban Desa dilampiri Keputusan
tentang  pengangkatan dari instansi
pengampu misalnya Tenaga Pendidik
Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Pos
Pelayanan  Terpadu  (Posyandu] dan

sebagainya.

d. Uang Sidang BPD, meliputi:

1.

AN

Kwitansi;

. Daftar Penerimaarn;
. Bukti Setor Pajak;

. Undangan;

. Daftar Hadir; dan

. Notulen.



. Belanja pembelian barang/jasa sampai dengan
Rp10.000.000, meliputi:

1. Kwitansi;
2. Nota, dan
3. Bukti Setor Pajak.

. Belanja pembelian barang/jasa dengan nilai diatas
Rpl10.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000,
meliputi:

1. Kwitansi, dokumen lain yang dipersamakan;

2. Nota; dan

3. Bukti Setor Pajak

. Belanja pembelian barang / jasa dengan nilai diatas
Rp50.000.000, sampai dengan Rp200.000.000,
meliputi:

1. Kwitansi;

2. Surat Perjanjian;

3. Nota; dan

4. Bukti Setor Pajak.

. Belanja pembelian barang /jasa dengan nilai diatas
Rp200.000.000, meliputi:

1. Kwitansi;
2, Surat Perjanjian;
3. Nota; dan
4. Bukti Setor Pajak

. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) meliputi:
1. Kwitansi; dan
2. Nota/ Print Out BBM.

. Pembayaran yang bersifat langganan, meliputi:
1. Kwitansi;

2. Tagihan Rekening; dan

3. Bukti Pembayaran.

. Belanja makanan dan minuman meliputi:
1. Rapat/sosialisasi/penyuluhan/ bimbingan teknis
dan yang sejenis meliputi:

a) Kwitansi;

b} Nota Pembelian;
¢} Undangan;

d) Daftar Hadir;

¢} Notulen; dan

f} Bukti Setor Pajak.



2. Jamuan tamu, meliputi:
a) Kwitansi;
b} Daftar Hadir/Buku Tamu;
¢) Dokumentasi;
d) Nota Pembelian; dan
e) Bukti Setor Pajak.

i. Belanja perjalanan dinas, meliputi:
1. Kwitansi;
2. Daftar tanda terima perjalanan dinas,;
3. Surat Perintah Tugas;
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
5. Laporan Hasil Perjalanan Dinas; dan
6. Undangan apabila menghadiri undangan.

j. Belanja uang saku/biaya kontribusi/transport
sosialisasi/pelatihan/ bimbingan teknis, meliputi:
1. Undangan kegiatan atau Surat tugas;
2. Kwitansi;
3. Daftar tanda terima; dan
4. Daftar Hadir.

m. Belanja pemberian barang kepada masyarakat atau
kelompok masyarakat, meliputi:

1. Kwitansi;

2. Nota Pembelian;

3. Bukti Setor Pajak;

4. Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Penerima;
5. Daftar tanda terima barang; dan

6. Dokumentasi.

n. Penyertaan Modal ke BUMDesa meliputi:
1. Kwitansi;
2. Perdes dan perkades Penyertaan Modal,
3. Proposal; dan
4. Hasil analisis.

(2) Dalam hal belanja Desa dilaksanakan melalui prosedur
pengadaan barang/jasa, maka dokumen pengadaan
barang/jasa dilampirkan sebagai bukti pendukung
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.



(3) Penulisan pada Kwitansi harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. menggambarkan secara jelas belanja yang
dilaksanakan;

b. dalam penulisan tidak terdapat coretan atau tulisan
yang ditimpa/ ditip-ex,

¢. kode rekening ditulis sesuai dengan kode rekening
dalam APB Desa; dan

d. harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa dengan
membubuhkan paraf.

(4) Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan dokumentasi fisik dan digital.

(5) Dokumentasi fisik pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan yang asli disimpan di Desa, salinan
dokumentasi fisik disampaikan ke Kecamatan.

(6) Dokumentasi digital pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan disampaikan ke Kecamatan, DPMD dan BPKAD.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) untuk lampiran huruf c dan
huruf h diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Dokumen administrasi pengelolaan keuangan desa,
meliputi:

Rencana Anggaran Biaya (RAB});

Buku kas Umum;

Buku Kas Pembantu Kegiatan;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

register SPP;

pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

penatausahaan;

Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan

kelengkapan Pertanggungjawaban,;
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(2) Bentuk dan format dokumen  administrasi
pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERA ABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 9



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
DESA

A. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

1.
2.
3

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMERINTAH DESA ............ccoiienniens KECAMATAN ............
TAHUN ANGGARAN
Bidang = e
Kegiatan

Waktu Pelaksanaan D teieiieiisieesierarererieens

Rincian Pendanaan

-----------------------------

HARGA
NO. URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
R (Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.)
Disetujui, gellfrh di"."rigk“i PPKD
Kepala Desa ekretaris Desa

--------------------------------

.................................

.............................

Cara pengisian :
Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan
dalam APB Desa.
kolom 1 diisi dengan nomor urut

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk
membayar orang/barang

kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

1.

L

N O SOeD



B. Format Buku Kas Pembantu Kegiatan
1. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA

....................

TAHUN ANGGARAN
Nama Bidang ..o
Nama Sub Bidang ©.........ccooeooeii i
Nama Kegiatan: .......cc.covreeiiiereennnnes
No. Tanggal zn_nno.u Uraian |Penerimaan| Pengeluaran |{Pengembalian ke| Saldo Kas{Rp.)
Bukt dari Kas (Rp) Kas Desa (Rp)
(Rp)
Belanja] Belanja
Barjias | Modal
1 2 4 5 6 7 8 9
Pindahan
Jumlah dari
halaman
sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan Pengeluaran
dan Saldo Kas

..........................................................

...............

KECAMATAN ...

Cara pengisian:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Keolom 8
Kolom 9

: diisi dengan nomor urut,

: diisi dengan tanggal transaksi.

: diisi dengan nomor bukti transaksi.

: diisi dengan uraian transaksi.

: diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.

: diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

: diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal,

: diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.
: diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.



2. Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

DESA ......ccvvvveennns KECAMATAN .......ccoecviiennnn
TAHUN ANGGARAN ...............
Nama Bidang ...,
Nama Kegiatan: ......c.vciveviirieriiniernnsineeennns Cara pengisian;
No. | Tanggal | Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas Kolom 1: diist dengan nomor urut,
Bukti Kolom 2: diisi dengan tanggal transaksi.
Uang {Rp) Barang/ Bukti Setor (Rp.) Kolom 3: diisi dengan nomor bukti transalksi.
Tenaga ke Kas Kolom 4: diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis
(Volume) Desa bantuan.
1 2 3 4 5 6 7 8 Kolom 5: diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Pindahan Kolom 6: diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
Jumlah dari Kolom 7: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan
halaman kepada Bendahara.
sebelumnya Kolom 8: diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang
harus dikembslikan ke Kas Desa
Jumlah
"Total
Telah dilakukan verifikasi ertverereieergeeesaesnnsaneaeeannnn
Sekretaris Desa PPKD



Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP}
1. Surat Permintaan Pembayaran Definitif

PEMERINTAH DESA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

............

NOMOR ............
TAHUN ANGGARAN .....covervveene
1. Bidang 1 e
2. SubBidang =00 o
3. Kegiatan s e
4.  Waktu Pelaksanaan = @ et
PAGU ANGGARAN PENCAIRAN S.D. PERMINTAAN JUMLAH SAMPAI SISA DANA
NO. URAIAN YG LALU SEKARANG SAAT INI
(Rp.) (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 & 7
JUMLAH
................ , tanggal
Telah dilakukan verifikasi
PPKD

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

..................................

Telah dibayar lunas

Kaur Keuangan

Sekretaris Desa

.............................

.............

....................




ara

isian:

|

WoNOhwn=

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APB Desa.
Kolom 1 dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.

Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.



2. Surat Permintaan Pembayaran Panjar

PEMERINTAH DESA ............
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN KEGIATAN

NOMOR..........
1. Bidang
2. Sub Bidang e
3. Kegiatan
4. Keperluan
5. Jumlah yang Diterima Dl )

Perincian rencana penggunaan dana:
NO| KODE URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

TOTAL

20,

Seketaris Desa Disetujui PPKD
Kepala desa




Format Register SPP

REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Cara mng’sian':

NhOn -

Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan tanggal SPP

Kolom 3 diisi dengan nomor SPP
Kolom 4 diisi dengan kegiatan yang diajukan untuk pembayaran
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah permintaan pembayaran dalam SPP

DESA ........... KECAMATAN .............
TAHUN ANGGARAN ...............
Halaman : ................
NO | TANGGAL | NOMOR sppP URAIAN JUM}‘;;;I SFP
1 2 3 4 )
JUMLAH
................ , Tanggal .........cccocvevnnen ...
Mengetahui,
Kepala Desa ..................... Kaur Keuangan ...................




Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

DESA ...ccovviiiiiviins KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN ................

1. Bidang

2. Kegiatan

JUMLAH
NO. PENERIMA URAIAN
(Rp.)
I 2 3 4
JUMLAH {Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk

kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

................................

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan
dalam APB Desa
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
-Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukt belanja
Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

Nousw N



F. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

DESA ..o KECAMATAN ..ot
TAHUN ANGGARAN ................
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nams e e e e (1)
Jabatan e e et enas {2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab Mutlak atas uang panjar untuk:
a. Bidang
b. Kegiatan

c. Jumlah Dana

2. Akan mempertanggungjawabkan uang panjar tersebut paling lama dalam
10 (sepuluh) hari dan akan mengembalikan sisanya yang belum
dipertanggungjawabkan kepada kaur Keuangan;

3. Bertanggungjawab penuh atas bukti laporan pertanggungjawaban
pengeluaran dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..............................

Cara pengisian:

1. Nama diisi Nama PPKD;

2. Jabatan diisi Jabatan PPKD;

3. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
belanja desa.

4. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan
dalam APB Desa

5. Jumlah Dana diisi Jumah Dana panjar yang diajukan



G. Format Penatausahaan
1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

DESA ....coovieivvnnen, KECAMATAN .......coiiiiiiiiciieein
TAHUN ANGGARAN ........cooevverennns
KODE NO JUMLAH
NO. | TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN BUKTI PENGELUARAN SALDO
(Rp.) (Rp.) KOMULATIF
1 2 3 4 S5 6 7 8 9
JUMLAH Rp. Rp.
MENGETAHUI
KEPALA DESA, KAUR KEUANGAN,

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

R s

*é

Sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.




2. Buku Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR

DESA......cccccevenvre. KECAMATAN.....ccoovviniannes
TAHUN ANGGARAN.......ccoiiiiiivviviiene i venene e
No. Tanggal Nomor Uraian Penerima Pemberian Pertanggung- Saldo
Bukti [Rp) jawaban Panjar {Rp)
1 2 3 4 S5 4] 7 8

Cara pengisian:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4 :
: diisi dengan jumlah uang yang berikan.

: diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

: diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

: diisi dengen nomor urut.

: diisi dengan tanggal transaksi.
: diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kaur Kevangan

diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.




Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA .. ..ol KECAMATAN ............cooovve
TAHUN ANGGARAN .......
NO | TANGGAL | URAIAN PEMOTONGAN | PENYETORAN | SALDO
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 Y 6
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA, KAUR KEUANGAN,

Cara Pengisian :
1. Kolom 1ldiisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas
pengeluaran

N

pengeluaran

AR

.........................................

.........................................

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Keolom 6 diisi dengan saldo buku kas Kaur Keuangan.




Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
DESA ..oooeveerenans KECAMATAN ....oocovviiiiiieiiiieeereeen.
TAHUN ANGGARAN .........
BULAN
BANK CABANG
REK. NO.
PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN BUKTI BIAYA
NO | TRANSAKSI | TRANSAKSI | TRANSAKSI | SETORAN |BUNGA BANK| PENARIKAN | PAJAK | ADMINISTRASI | saLpol
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKS! KUMULATIF
MENGETAHU!
KEPALA DESA, KAUR KEUANGAN,

.........................................

.........................................



Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
. Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.



Format Berita Acara Pemeriksaan Kas

FEMEEINTAH DESA! .....cvmcsiss
KECAMATAN ....cccvisoioosrsrnsnes
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari il oo tanggal................ vang bertandatangan
Dibawahini:
Nama N
Jabatan : Kepala Desa
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ....... %51 1 E - EAR— ;
kami melakukan pemeriksaan setempat pada:
Nama 2 RS
Jabatan : Kaur Keuangan ......................
Berdasarkan Keputusan Kepala Desa ....... Nomor ........
Tahun ..... tanggal ...........

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada pada
Kaur Keuangan, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:
1. Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Kaur Keuangan sebagai
berikut:
a. Uangkertas :Rp..............
b. Uanglogam :Rp..............
¢c. Saldodibank RD.....ccosess.

2. Saldo uang di Buku Kas Umum Rp. ...............
3. Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku Rp. ................

Penjelasan perbedaan positif/negatif :

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................... , tanggal ..........
Yang memeriksa,
Yang diperiksa KEpata DESR . ocammsmi
Kaur Keuangan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa

......................................................



H. Format Kelengkapan Pertanggungjawaban
1. Kwitansi

Pemerintah Desa

Kabupaten
TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG
NOMOR.........., Sumber Dana : .......
Terima dari : Kaur Keuangan
Uang sebesar *Rpoins (enern e }
Sebagai Pembayaran : .....................
Kegiatan U
Rek Bekanja D eearenerreerieniiennas
Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Derah dan Potongan Laiinya
Nilai :
Pot PPN
Pot PPh
Pot Lainnya
Dibayarkan

................. poenarnnene 200,
Kaur Keuangan Yang menerima

......................



Daftar Penerimaan
Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap

a.

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR PENERIMAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Tahun
Bulan

Kode Rekening

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

...............

JUMLAH PENERIMAAN
NO NAMA NPWP PERBULAN KOTOR PPH 21 BERSIH TANDA TANGAN
BULAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 S 6 7 8 9
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Desa .............




=

b. Daftar Penerimaan Tunjangan

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

......................

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening

DAFTAR PENERIMAAN TUNJANGAN

.............................................

Kepala Desa

.............

.............................................

......................

JUMLAH PENERIMAAN
NO NAMA NPWP PERBULAN KOTOR PPH 21 BERSIH TANDA TANGAN
BULAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 8 6 7 8 g
JUMLAH
Mengetahui




Daftar Penerimaan Honorarium Tim/Panitia

PEMERINTAH DESA ......ccccovviiiiinns
KECAMATAN .....animiassssns
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM
DALAM RANGKA KEGIATAN ............

(Dasar : Keputusan Kepala Desa Nomor : ...... Tahun ......, tentang ....... Pembentukan Tim PPKD ................. )

Tahun ARSI S AT AT e
Bulan §  eeerseae R A SR R R S
Kode Rekening R Ao
PENERIMAAN

JABATAN JUMLAH TANDA

NO NAMA DALAM TIM NPWP BULAN PERBULAN KOTOR PPH 21 BERSIH TANGAN

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH
Mengetahui

Kepala Desa ............. Kaur Kenangan .............c.occo.e




Daftar Penerimaan Honor Non Tim

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

.........................

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

........................

Tahun I ——
Bulan .
Kode Rekening T e RN A A
JUMLAH PENERIMAAN
NO NAMA NPWP PERBULAN KOTOR PPH 21 BERSIH | TANDA TANGAN
BULAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 S 6 7 8 9
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Desa ............. Kaur Keuangan ......................




Daftar Penerimaan Upah Tenaga Kerja

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

.....

............

.................

.............

Kode Rekening

.............

.............

........

DAFTAR PENERIMAAN UPAH TENAGA KERJA
DALAM RANGKA KEGIATAN

KATAGORI JUMLAH UPAH PER PENERIMAAN
NO.
RAMA PEKERJA | TUKANG | MANDOR HARI HARI (Rp.) RIS TAMGAN
! 2 3 4 5 6 ¥ 8 9
JUMLAH
i s T
Kepala DEsa ... Kaur Keuangan................




Daftar Tanda Terima Bantuan Sosial

...............

.........................

Tahun
Bulan

..............................

..............................

Kode Rekening

..............................

........................

ALAMAT PENERIMAAN
NO NAMA NIK VOLUME SATUAN NILAI JUMLAH | TANDA TANGAN
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 g 8 9
L JUMLAH
Mengetahui
Kepala Desa ............. Kaur Keuangan

.................




3. Daftar Hadir
a. Daftar Hadir Rapat/Sidang

PEMERINTAH DESA .......c....coovv.....
KECAMATAN ...
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Acara
JABATAN/INSTANSI TANDA TANGAN
NO NAMA e |
1 2 3 4

...........................................



b.

Daftar Hadir Tenaga Kerja

PEMERINTAH DESA .......cccoovviiiinins

KECAMATAN

.........................

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DALAM RANGKA KEGIATAN

DAFTAR HADIR TENAGA KERJA

A KATAGORI ASAL HARI-ORANG-KERJA (HOK) JUMLAH HOK
NO NAMA 4 DL | LR A-
RTM PK | TK | MD DS | DS TANGGAL PK | TK | MD RTM
JUMLAH JUMLAH
Keterangan :
L : Laki-laki MD : Mandor
P : Perempuan DL DS : Dalam Desa
PK : Pekerja LR DS : Luar Desa
TK . Tukang A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

....................

......................

.......................




4. Undangan

PEMERINTAH DESA .........cccoosevunnes
KECAMATAN ...viieesisisinavasens
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 005/...covene. Kepada Yth.
Lamp. S
Sifat Domssmasaess e reseessasresssennssannnes
Hal : Undangan

Mengharap kehadiran Saudara pada pertemuan yang
akan kami selenggarakan pada:

Hari/tanggal :  .............cc.......
Jam P meersmamsaesEsmons
Tempat e e
Acara P mssessassaasesmes

Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan
terima kasih.

Kepala Desa,

...........................................

5. Laporan Hasil Rapat/Notulen

PEMERINTAH DESA .......cccccveinei
KECAMATAN ....cciiiiiiiiiiiiinnnn.
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOTULEN
BRTLIBOAREE]L |  iiismsissiimiemmiassrsmerssms
Tempat T
Acara B

Hasil rapat :

..........................



6.

Perjalanan Dinas

a.

Surat Perintah Tugas

PEMERINTAH DESA .......o.uvuuu.......

KECAMATAN ......ccooeuvuvevann.n..
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :// ..ueuunn..... I svanass

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nema — Bawesssmsas
Jabatan L) R
Memerintahkan kepada :

NO NAMA JABATAN

3 2 3

Untuk Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka
Hari

Tanggal

Tempat tujuan

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat diketahui dan
dipergunakana sebagaimana mestinya.

.................................

..........................................




b.

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
1) Halaman 1

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN .......
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD )

NOMOR < ..o foss  a— i LI
Pejabat yang memberi perintah | Kepala Desa ...............
2. | Nama Pegawai yang diperintah | .........................
2. dJabatan @300 | sesseseeseseepiesnss
4. | Maksud Perjalanan Dinas | ...ccccciieiieinincennne,
5. | Alat Angkutan yang digunakan | ......................
6.|a. Tempat berangkat - T,
b. Tempat tujuan TR
7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas A cesnaman
b. Tanggal berangkat 5 PR
c. Tanggal harus kembali B:  GemeseaRaTeeEEREs
8. |Pengikut
9. |a. Pembebanan Anggaran a. APB Desa .........
b. Mata Anggaran b.

10. | Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di
pada tanggal

o 21T RRR——

..............................




2) Halaman 2

SPPD NO T SN
Berangkatdari ...l
(tempat kedudukan)
Pada tanggal D et eaeianeaes
Ke e raeree
I  Tiba di D eieeeenns Berangkat dari : ..........
Pada tanggal : ......... Ke T evenins
Pada tanggal Do
I Tibadi : Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Pada tanggal
Il Tiba di : Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Pada tanggal

IV. Tiba kembali di

Pada tanggal D eeeienne

Telah diperiksa dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebut di atas
benar dilakukan atas perintahnya
dan semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.

.......

................................

CATATAN LAIN-LAIN

VL.

PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai
yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta
Bendaharawan  bertanggung jawab  berdasarkan
peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara
menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan
kealpaan.



c. Laporan Hasil Perjalanan Dinas

PEMERINTAH DESA ...........
KECAMATAN ...cinsisssssisssasases
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat J1. . SRR © . ST
H LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS
a
Haly Tapppil 11 s smmmeE
TEMDAE =~ 1 cemrsonssssmmmemesosmssssennsnss
Acata e,
perjalanan dinas
b R T R e o A TR e e e s S A e TR
I C———
SHe ol e e R A 5B S B S S G
4. dst
Demikian laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka ..................
Mengetahui, Yang melaksanakan perjalanan
Kepala Desa ............ dinas
1 sastiditid.: ...tanda tangan..
e



d. Kwitansi dan Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas

Kwitansi .
Pemerintah Desa
Kabupaten
TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG
NOMOR........... Sumber Dana : .......
Terima dari : Kaur Keuangan
Uang sebesar N . » K foe e e e s )
Sebagai Pembayaran @ ......c.ceeeevvennans
Kegiatan
Rek Bekanja
Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Derah dan Potongan Laiinya
Nilai :
Pot PPN P
Pot PPh T -
Pot Lainnya T
Dibayarkan :
................. AR ) JO
Kaur Keuangan Yang menerima
NO NAMA PE%’;I)MAAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
JUMLAH )
Mengetahui, = ... s rererraeeannens
Kepala Desa selaku Pemegang Kaur Keuangan

Kekuasaaan Pengelolaan
Keuangan Desa

...............................

-----------

oooooooooooooooooooo



Daftar Penerimaan Pemberian Bantuan Barang

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN
DALAM RANGKA KEGIATAN

.................

Tahun
Kode Rekening

..............................

NO NAMA PENERIMA | JENIS BARANG | JUMLAH | TANDA TANGAN
1 2 3 4 S

JUMLAH s eesanragen )

...............................

BUPATI KUTAI KARTANEGA




BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094




4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan schagai
petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan
dan penetapan APB Desa.

BAB 11
PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi:

(2)

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan
kewenangan Desa dan RKP Desa;

prinsip penyusunan APB Desa;
kebijakan penyusunan APB Desa;
teknis penyusunan APB Desa;

hal khusus lainnya;

format Kode Rekening APB Desa;dan
Standar Biaya Umum Desa.

Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

~e a0 g



" BABIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

//Z/

EDI DAMANSYAH
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA IS}KU Al KARTANEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 10



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

gk LD

10.

11.

12.

13.

i4.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Camat adalah Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa vang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan nang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa tersebut.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang
ditetapkan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



15. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APB Desa.

16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

17. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya
disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan
Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan olch
Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam]) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 {satu) tahun.

BAB I
URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan
Desa dan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga
kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan
oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang
tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan
penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di
desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk
Pemerintah Desa, dimana perlu dilakukan pengintegrasian prioritas
Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dalam menjalankan fungsi
urusan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) Prioritas
Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing
desa.

Lima arahan Presiden yang dituangkan dalam 7 (tujuh} prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;

lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;dan
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

NogreN



Visi KUKAR IDAMAN vyang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMD)
2021-2026 yakni “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera
dan Bahagia” yang dijabarkan dalam Misi antara lain:

1. memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melavani;

2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak
mulia, unggul dan berbudaya;

3. memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan
ekonomi kreatif;

4. meningkatkan kualitas layanan infrasiruktur dasar dan konektivitas antar
wilayah;dan

5. meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan
Lingkungan.

Harus dilaksanakan terintegrasi antara Pemerintah KXabupaten dengan
Pemerintah Desa.

Prioritas Pembangunan Propinsi Kalimantan Timur yang tertuang
dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 yaitu:

1. peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan;

peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya;
pengembangan industri pariwisata;

pengembangan kawasan peternakan;

pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan;
peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan;
peningkatan pelayanan infrastruktur;

peningkatan pelayanan kesehatan;

peningkatan ekonomi desa;dan
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10. pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan.

Adapun kerangka atau arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara berdasarkan RKPD Tahun 2022 yaitu:

1. penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat
dacrah.

2. peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu.
3. promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif.

4. percepatan pembangunan desa Sebagai basis produksi pangan dan
pemberdayaan masyarakat.

5. peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,
perkebunan, peternakan, dan kehutanan.

6. peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama
investasi,

7. pemulihan daya dukung lingkungan.
8. penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

9. penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan
sanitasi yang sehat, layak dan aman.

10. penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan
pembangunan kawasan di lokasi IKN.



Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh

Pemerintahan Desa pada Tahun 2022 harus disinkronkan dengan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mendukung Arah
Kebijakan Pembangunan Kabupaten tahun 2022, maka kebijakan dalam
penyusunan APB Desa diarahkan pada prioritas sebagai berikut:

1.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan
publik agar setiap desa mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan
penanganan dan pencegahan stunting (Gangguan Pertumbuhan dan
Perkembangan Anak) dan penanganan gizi buruk, melalui revitalisasi
posyandu dan Konvergensi Stunting dengan kegiatan antara lain:

peningkatan Kapasitas Kader Posyandu;
Kaderisasi Kader Posyandu;

Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
Bantuan Insentif Kader Pasyandu;

Sistemn Pelayanan Posyandu;

Pembinaan dan pengawasan posyandu,
Bantuan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
. Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM);

Fasilitasi Pembentukan Rumah Desa Sehat dan Pembiayaan
Operasionainya;

J. Rembuk Stunting di Desa yang membahas dan menetapkan 5 {lima )
paket layanan kovergensi stunting antara lain:

1} Kesehatan ibu dan anak (KA},
2) Layanan gizi;
3} Perlindungan sosial;
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4] Air bersih dan sanitasi;dan
5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
k. Pendataan 1000 hari pertama kehidupan (HPK);dan

l. Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
keluarga (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa [PPKBD)].

Dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan PAUD di Desa,
agar setiap desa mengalokasikan Anggaran untuk:

a. Diklat Dasar bagi Pendidik PAUD (Kecuali PAUD Negeri);

b. membantu Insentif Pendidik PAUD yang besarannya tergantung
kemampuan Desa;

¢. rehabilitasi bangunan/pembangunan gedung PAUD;dan

d. bantuan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) bagi Lembaga
PAUD.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, agar setiap desa
mengalokasikan Anggaran untuk pembangunan dan/atau perbaikan
Rumah Sehat (Rumah Tidak Layak Huni / RTLH) dalam rangka Program
Bedah Rumah paling sedikit 3 (tiga) unit RTLH bagi Rumah Tangga Miskin
(pelaksanaan Program Bedah Rumah mengacu pada Juknis Program
Bedah Rumah Tahun 2021)}.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat menuju  desa
berketahanan sosial agar desa mengalokasikan anggaran untuk
operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) agar dapat berfungsi
Optimal.



10.

11.

12.

13.

14.

Dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa
sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa {PAD)}, Desa
mengalokasikan anggaran untuk:

a. Bagi Desa yang sudah memiliki BUMDesa tetap mempriorit.askan
peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa, dan revitalisasi BUM
Desa serta pengembangan potensi unggulan di desa melalui BUM Desa
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Bagi desa penerima program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi berbasis Masyarakat) wajib mengalokasikan dana pendamping
sesuiai dengan ketentuan.

Prioritas usulan kegiatan yang inovatif.

Penyediaan akses informasi dan komunikasi melalui jaringan Internet
Desa untuk mendukung Penerapan pelayanan desa berbasis digital yang
dapat digunakan untuk Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)
secara online, Implementasi Sistem Informasi Pembayaran Keuangan Desa
Non Tunai wajib bagi seluruh Desa, Pengelolaan Asct Desa (Sipades],
pendidikan jarak jauh, mendukung perekonomian digital dan lain lain.

Penguatan Perencanaan Desa melalui penyusunan RPJMDesa (bagi desa
yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022), dan
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan,
potensi desa dan SDGs Desa) serta pelaksanaan lomba Desa tingkat
Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.

Mengalokasikan anggaran operasional di APBDesa bagi Desa Persiapan
bagi yang melakukan Pemekaran Desa.

Untuk menunjang mobilitas Pemerintah Desa dalam rangka operasional
pemerintahan desa dapat menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan
selama 12 bulan.

Menganggarkan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana/Non Alam,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang mencukupi untuk belanja tak
terduga.

Prioritas usulan kegiatan mengacu pada hasil data Indeks Desa
Membangun ( IDM) Tahun 2021 dan hasil rekomendasi SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yaitu:

a. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai
kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

1) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan;

2) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan BUM Desa / BUM
Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;dan

3} pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang
diutamakan dikelola BUM Desa / BUM Desa Bersama untuk
mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

b. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai
kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya
memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

2) pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa
merata;



3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk
mewujudkan Desa tanpa kelaparan;

4) pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa sehat dan
sejahtera;dan

S) Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan
masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

¢. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam
dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk
pencapaian SDGs Desa;:

1} mitigasi dan penanganan bencana alam;
2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam:dan

3) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa.

d. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢ untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan
18 {delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1} Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan:
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2) Desa ekonomi tumbuh merata;
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan;dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3) Desa peduli kesehatan:
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4) Desa peduli lingkungan:
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut;dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat,
5) Desa peduli pendidikan:
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6) Desa ramah perempuan:
SDGs DesaS: keterlibatan perempuan Desa.
7) Desa berjejaring:
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8) Desa tanggap budaya:
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan;dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa
adaptif.



15. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka nomor 14 ditentukan
penggunaan sebagai berikut:

a.

b.

d.

program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa
paling sedikit 40% (empat puluh persen);

program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua
puluh persen);

dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19} paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana
Desa setiap desa;dan

Program sektor prioritas lainnya

16. Bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak pada
Tahun 2022 agar memberkan dukungan dengan menganggarkan untuk
keperluan antara lain:

a.

b
C.
d

Biaya operasional Panitia Pemilihan;
Biaya makan minum rapat;
Biaya sewa tenda;dan

Belanja alat pelindung diri (APD) dan keperluan protokol kesehatan
pada hari pemungutan suara dan pengundian nomor urut ( dapat
bersumber dari Dana Desal.

17. Menganggarkan Kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun
Tetangga (RT) pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Sub
Bidang Kelembagaan Masyarakat Rekening 03.04.90 Kegiatan Program
Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (RT) dengan prioritas untuk:

a.
b.

Operasional RT berupa kendaraan bermotor;

Operasional Pendataan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi
Idaman RT:

1) Pelaporan Peristiwa Kematian;
2) Pelaporan Penduduk Nonpermanen;dan
3) Pelaporan Rentan Administrasi Kependudukan.

Data lainnya seperti: SDGs Desa, Profil Desa/Kelurahan, dan lain
sebagainya,

. Pembuatan, Updating/pembaharuan Peta dan Profil RT;

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat yang ada
dilingkungan RT;

Pembangunan, perbaikan/rehab dan pemeliharan sarana dan
prasarana skala kecil dilingkungan RT;

Pelayanan dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan seperti Siskamling
Kerja Bahkti/Gotong Royong RT;

Kegiatan sosial Keagamaan seperti Yasinan, Majelis Taklim, PHBI,
Tahfidz Qur'an dan Kegiatan Agama lain;

Peningkatan Ekonomi Masyarakat tingkat RT dalam bentuk bantuan
untuk masyarakat miskin;

Program kegiatan yang dimaksud pada point 6 (enam) dimasukkan
dibidang Pembinaan Sub. Bidang Ketahanan Masyarakat serta
Program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan:dan

Prioritas kegiatan dilaksanakan dalam rangka percepatan pencapaian
Misi Kukar Idaman, SDGs Desa, dan Indeks Desa Membangun.



18. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan
Kegiatan, yaitu:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)

14}

Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa scbagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahu 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2016 tentang
Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan
menganggarkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 % (satu persen)
pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang
Penyelenggaraan Belanja  Penghasilan  Tetap, Tunjangan
Operasional pemerintahan Desa Kode Rekening 01.01.03 Kegiatan
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Pemenuhan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosjal serta Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium
PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian
dinas/atribut, listrik, telpon dll;

Penyediaan Tunjangan BPD;

Penyediaan Operasional BPD ( Rapat-rapat, ATK, makan-minum,
perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas,
listrik, telpon dll);

Penyediaan Insentif/ Operasional RT;

Penyclenggaraan Musyawarah Perencanaan desa/Pembahasan
APBDesa (Musdes, Musrembangdes/Pra-Musrembangdes dll);

Penyusunan Dokumen Perencanaan {(RPJMDes/RKPDes);

Penyusunan Dokumen Keuangan {APBDesa/Perubahan APBDesa,
Laporan Pertanggungjawaban dan seluruh dokumen vyang
terkait);

Pengelolaan / Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir
masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran dan
informasi kepada masyarakat);

Penguatan Sistem Informasi Desa dan Penyediaan Media
Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;dan

Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa.
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b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
1) Pembinaan Lembaga Adat;
2] Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
3) Pembinaan PKK;
4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;dan

5) Penguatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
1) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa;
2) Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa;dan
3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.

d. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran,
tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa dan merupakan
upaya untuk menyikapi isu-isu strategis Pembangunan Desa.

Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai
berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan urusan dan kewenangan desa;

2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

7. semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau
jasa) dianggarkan dalam APB Desa,

8. seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;

9. jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur (pagu indikatify dan
dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;dan

10. penganggaran pengeluaran atau belanja harus didukung dengan adanya
kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus
didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam
penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan
prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan
yang direncanakan;

- Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap kegiatan;dan



Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan
Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2022
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang
APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh
Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada
Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa
Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB
Desa Tahun Anggaran 2022.

. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan
Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran,
yvang beroricntasi pada pencapaian hasil dari input dan oufput yang
direncanakan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:
a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Klasifikasi bidang pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:

1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional pemerintahan Desa;

2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan
kearsipan;

4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan;dan

5) Pertanahian.
b. Pelaksanaan pembangunan Desa
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4} Kawasan permukimai;
5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
7) Energi dan sumber daya mineral;dan
8) Pariwisata.
c. Pembinaan kemasyarakatan Desa
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
1) Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat :
2} Kebudayaan dan kegamaan;
3) Kepemudaan dan olah raga;dan
4) Kelembagaan masyarakat.



- Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan sectiap unit
barang/jasa vang berlaku di Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati dan/atau Standarisasi barang/jasa sctempat yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa vang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2Q22
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian
serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu} tahun
anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes):

Penganggaran pendapatan dacrah vang bersumber dari PADes terdiri
atas jenis:

1)
2)

3)

4)

hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;

hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar
Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;

swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari
sumbangan masyarakat desa;dan

pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer terdiri atas:

1

2)

3)

4)

S)

Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Peraturan Bupati;

Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan
bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% {tujuh
puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen);dan

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan
paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga
puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain:

1)
2)
3)
4)

5}
6)

Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang

mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
berjalan;

Bunga bank;dan
Pendapatan lain Desa yang sah.



d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
1) Kelautan dan Perikanan;
2) Pertanian dan Peternakan;
3} Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
4) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga,
5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengabh;

6) Dukungan penanaman modal;dan

7} Perdagangan dan Perindustrian.

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak terbagi dalam sub bidang;

1) penanggulangan bencana,
2) keadaan darurat;dan
3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub
bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa terdiri dari:

a. Belanja Pegawai:

1. digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan
pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa,
serta tunjangan BPD;

2. belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;dan

3. pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan dan kemampuan APB Desa.

b. Belanja Barang/Jasa:

1. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

2. Belanja Barang/Jasa digunakan antara lain untuk:

a.
b.

o Ao

f.

operasional pemerintah Desa;
pemeliharaan sarana prasarana Desa;
kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

. operasional BPD;

insentif Rukun Tetangga;dan
pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat,

3.Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada angka 2
huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga wuntuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, Kketentraman dan
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.



c. Belanja Modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas} bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan
kewenangan desa.

d. Belanja Tak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan
ketentuan :

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

2. tidak diharapkan terjadi berulang;dan
3. berada di luar kendali pemerintah Desa,
3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan pembiayaan:
1. SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.
2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimeksud pada ayat
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB
Desa.

3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan
bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil
penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan.
Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
1. pembentukan dana cadangan:

a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat seckaligus
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan
Desa.

¢} Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) paling
sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;



d. sumber dana cadangan;dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

d] Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan
atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang
penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

€} Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatan kepala Desa.

2. Penyertaan Modal.

a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM
Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan
kepada masyarakat.

b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan
yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB
Desa.

c} Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan
tidak dapat dijual.

d) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

€] Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.

f)  Peraturan Bupati sebagaimana sedikitnya memuat ketentuan:
1} indikator penyertaan modal yang dapat disertakan;dan
2] indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2022 Pemerintah Desa harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

b.
C.
d.

Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 {satu) kali dalam satu tahun
anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

V. Hal khusus lainnya

Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam penganggaran APB Desa
Tahun 2022 sebagai berikut;

a.

Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa, Tunjangan BPD dan Operasional BPD mengacu pada Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2019.

Menganggarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua bagi
Kepala Desa.

Jaminan Sosial Kesehatan untuk BPD dan Staf Desa dianggarkan dengan
terlebih dahulu membuat Perdes sesuai kemampuan desa.

Beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian Desa berkaitan
dengan:

1. Pelatihan bagi kelompok masyarakat dan pemuda;

2. Pendanaan bagi PKK Desa Untuk Kegiatan HKG (Hari Kesatuan Gerak)
PKK yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;



3. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi
di tingkat Desa;dan

4. Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan
keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi.

Dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa
atau bimbingan teknis (Bimtek), dapat dialokasikan anggaran dengan
tetap  mempertimbangkan azas  pemanfaatan penyelenggaraan
pemerintahan desa. Untuk yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan
dengan swakelola. Diutamakan pelaksanaan di dalam daerah yang
berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat desa dan
bermanfaat bagi peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.

Penganggaran sebagimana dimaksud pada huruf ¢ selain yang bersumber
dari Dana Desa dengan pelaksanaan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima} hari
terdiri atas:

1.  Kontribusi kepada penyelenggara untuk keperluan: narasumber,
akomodasi, konsumsi, Materi/alat bahan, gedung pertemuan uang
saku sesuai standar dan biaya lainnya;

2. Biaya perjalanan Dinas meliputi: biaya transportasi darat /laut/udara
yang dibayarkan secara ad cost dan uang saku selama
pelaksanaan;dan

3. Uang saku hanya bisa dibayarkan dari salah satu sumber
sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2.

Untuk memperkuat Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa agar
menganggarkan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur kaur
keuangan dan kaur umum melalui fasilitasi lembaga yang kompeten
(seperti BPKP).

Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaran Desa dianggarkan selama 12
bulan dari sumber dana ADD yang diajukan pencairannya sesuai
anggaran kas dan ketersediaan Kas Daerah.



II. Format Kode Rekening

1. 1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang
digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang
mencakup:
1/ 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05 dan
06)
1 1| 01 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1| 02 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1 1| 03 [Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepaia Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,
1{ 1] 04 |perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1) 1} 05 |Penyediaan Tunjangan BPD
Penyediaan Operasional BPD {Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan
1 1| 06 [|perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik /telpon, dH)
1 1 | 07 [Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1 1] 90 |Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD
1 1] 91 |Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
1] 1] 92 |Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
1 1| 93 |Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua RT
Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
1 1 |90-99 | Operasional Pemerintahan Desa
1] 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
11 21 01 {Penyediaan sarana {aset tetap) perkantoran/pemerintabhan
1{ 2] 02 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1] 2] 03 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1] 2] 90 |Penyediaan sarana mobilitas Pemerintah Desa
1[ 2 |91-99]lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik den
3 Kearsipan
1| 3| 01 |Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1] 3| 02 |Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
potensi desa)**
1] 3] 03 |Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
. 04 genymmm dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan
3 ip
3| 05 |Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil,
1 3_|80-99 | statistik dan kearsipan*




Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

01

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

02

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dil., yang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

a3

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll}

04

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ
APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

05

Pengelolaan /Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - dilnar dokumen Rencana
Pembangunan / Keuangan)

07

Penyusunan Laporan Kepala DesafPenyelenggarasn Pemerintahan Desa (laporan
akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir
tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

08

Penggmbangan Sistemn Informasi Desa

09

Koordinasi/Ketjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dlly*>*

10

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan
Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

11

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen da]am1
mengikuti Lomba Desa

12

Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

90-99

lain-lair: kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan
dan pelaporan®*

Sub Bidang Pertanahan

o

01

Sertifikasi Tanah Kas Desa

[4)]

02

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda
Pertanahan)}

03

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

04

Mediasi Konflik Pertanahan

05

Penyuluhan Pertanahan

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

07

Penentuan/Penegasan / Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

90

Pengadaan Tanah Milik Desa

) [SEY Sy i) Py Py PR
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lain-lain kegiatan sub hidang pertanahan*

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelalksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan Lkegiatan dalam

pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga

terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

Sub Bidang Pendidikan

01

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

02

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

03

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desaj

Sanggar

Belajar Milik Desa **

05

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-

Formal Milik Desa**

g:mbangunan / Rehabilitasi/Peninglkatan /Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat
T:

Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Doaa**

o7

Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman

Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadasn Buku-buku Bacaan, Honor

Penjaga untuk Perpustakaan /Taman Bacaan Desa)

Pengembangan dan Pembinazan Sanggar Seni dan Belajar

10

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi

[ )N

20-99

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*




Sub Bidang Kesehatan

01

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa [Obat-obatan;
Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

bo

ba

02

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Tbu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)

[ ]

| )

Q3

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

04

05

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

o7

Pembinaan dan Penpawasan Upaya Kesehatan Tradisional

08

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

IR O

ORI STEST L] ] )V

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD **

[ ]

ho

90-99

lain-lain kegiatan sub b:idang kesehatan*

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01

Pemeliharaan Jalan Desa

02

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

03

Pemaeliharaan Jalan Usaha Tani

04

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

Ll 1.5] 1] E ] | &

Wikl w

05

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana Jalan lain)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

o7

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik

08

Pemeliharaan Embung Milik Desa

09

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

o | GRG0 [Ca [Cof Lo

10

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa **

L] L] LR | S N

11

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan

Permukiman/Gang **

12

Pembangunan/Rehabﬂitasd/Peningkam/Pingerasan Jalan Usaha Tani **

13

Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **

o] .87 F]

Wiw|w

14

Pembagglman/Rﬁhalﬂitasi/Peni_nggatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, |
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

9]

15

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan™

16

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs
Bersejarah Milik Desa/Petilasan

17

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

18

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

19

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **

20

Perabangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Desaa **

LT L] L] | v | ) &) [
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lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan wmum dan penataan ruang*




21 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2| 4| 01 |Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Humi
(RTLH) GAKIN {pemetaan, validasi, dll)

2| 41 02 |Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

2| 4| 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air
Hujan /Sumur Bor, dif

2 4| 04 [Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

2| 4| 05 [Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dil., diluar
prasarana jalan)

2] 4| 06 |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

2| 4| 07 |Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,
Bank Sampah, dii)

Pemeliharaan Sistern Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah

2| 4] 08 |Tangga)

2| 4! 09 |Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

2] 4] 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

2] 4| 11 {Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dilj**
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah

2 4] 12 |Tanggalpipenisasi, dil) **

2| 4| 13 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,
Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban, Umum/MCK umum, dil

2 4] 14 =

2| 4| 15 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dify*

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah

2] 4! 16 |{Drainase, Air limbah Rumah Tangga)*™*

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik

2] 4] 17 [Desa™

2] 4 190-99 |lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman®*

2] 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2] 5] 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa

2| 5] 02 |Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

21 5] 03 [Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Linglungan Hidup dan
Kehutanan

2| 5 }90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*

2| 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

2| 6] 01 |Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho

2| 6| 02 |Informasi
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dil)

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal

2] 6] 03 [Desa

2] 6j 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkaton / Pengadasn Sarana dan

2! 6| 05 |PrasaranaTransportasi Desa **

2] 6 [90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*




Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

02

Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif
tingkat Desa **

K|

~J |~

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Enetgi dan Sumber Daya Mineral*

Sub Bidang_PaJiwisata

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02

Pembangwnan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

03

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

L E ST ST TN] [N
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lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

w

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan
desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencalkup:

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

01

Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pes,
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroki dil) *

W (L

02

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

[4V]

03

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
{ arakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa

04

Pelatihan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

05

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

06

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

G ||

i | | 1

o7

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyaralat di Bidang Hukum dan
Pelindungan Masvarakat

[ ]

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat*

Sub Bidang Kebudayaan dan Ke

[44] §4%)

01

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

02

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

03

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan
hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dli) tingkat Desa

04

Pemeliharann Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik
Desa **

05

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desga **

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

Sub Bidang Kepernudaan dan Olah Raga

01

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tinglat
Kecamatan dan Kabupaten/Kota

02

Penyelenggaraan pelatihan kepemrmdaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan
Kebangsaan, dil) tingkat Desa

03

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Olah Raga Milik Desa**

Pembinaan Karang Taruna/Kiub Kepemudaan/Kiub Olah raga

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*




Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

01

Pembinaan Lembaga Adat:

02

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

03

Pembinaan PKK

04

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

90

Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT)

| w]wlalw]
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lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

Ja

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang
diarahkan untuk meningkatkan pemahamen, kapasitas masyarakat dalam
i kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

Sub Bidang Kelantan dan Perikkanan

01

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

02

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

03

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kelam Perikanan Darat Milik
Desa**

04

Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik
Desa™

05

Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dst)

06

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna wuntuk Perikanan|
Darat/Nelayan **

1 [90-99

lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

01

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,

penggilingan Padi/jagung, dil)

02

Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,

kandang, dli)

03

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dli)

04

Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

05

Pelatihan /Bimtek /Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian / Peternakan *

06

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

I ENFSN

(M S]]

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

01

Peningkatan kapasitas kepala Desa

02

Pen.!'.ngkatan kapasitas perangkat Desa

03

Peningkatan kapasitas BPD

EAE AR FYF

Wl |w]w]w

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

01

Pelatihan /Penyuhihan Pemberdayaan Perempuan

02

Pelatihan /Penyuluhan Perlindungan Anak

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel {penyandang disabilitas)

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

L BB RIS RS

njntpipnfhlsls

01

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

02

§engeml?angan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
operasi

Bl

nln

03

Pengadasn Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-
Pertaniarn

N

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

01

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

02

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

I FNENFN

SOV

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*




4] 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4 7| 01 |Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4| 7| 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4| 7] 03 |Pengembangan Industi kecil level Desa
Pembentukan / Fasilitasif Pelatihem / Pendampingan kelompok usaha ekonomi
44 7] 04 |produktif(pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll} **
4 | 7 P0-99 |lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian®
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak De

digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat
mendesak:

5 1 Sub Bidang Penangglangan Bencana
5] 1 00| Penanggulangan Bencana

Sp 2 Sub Bidang Keadaan Darurat

5| 2 00| Keadaan Darurat

5[ 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

5] 3 00| Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)
** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutunhan desa, misal : Pembangunan,
ataut Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)




11.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening Urajan
a b c d
4 PENDAPATAN
4 1 Pendapatan Asli Desa
4 1 1 Hasil Usaha
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes
4 1 1 |90-99 Lain-lain
4 1 2 Hasil Aset
4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa
4 1 2 D2 Tambatan Perahu
4 1 2 03 Pasar Desa
4 )] 2 04 Tempat Pemandian Umum
4 1 2 05 Jaringan Irigasi Desa
4 1 2 06 Pelelangan lkan Milik Desa
4 1 2 o7 Hios Milik Desa
4 11412 ) 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4 1 2 |90-99 Lain-lain
4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4 1 3 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4 1 3 |90-95 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa
4 1 4 [90-99 Lain-lain
4 2 Transfer
4 2 1 Dana Dessa
4 2 1 Ol Dana Desa
4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten /kota
4 | 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4 2 3 Alokasi Dana Desa
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi
4 2 41 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2! 4 190-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2 5 Bantuan Kenangan APBD Kabupaten/Kota
4 2] 51 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4 21 5 ]90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten /Kota
4 3 Pendapatan Lain-lain
4] 3] 1 Pencrimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4 3 11 01 Penerimaan dari Hasil Kerjagsama antar Desa
4] 3] 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4 3] 21 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
41 3] 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4] 3] 31 o1 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4f{ 3| 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4 3l 4] 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengalkibatkan
4] 3| 5 penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
4 3F 5| 01 penerimaan di kas Desa pada
tahun anggaran berjelan
4] 3] &6 Bunga Bank
4 3] 6] o1 Bunga Bank
q 3| @ Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4] 3] 9 190-99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah




BELANJA

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap dan Tunjangen Kepala Desa

5

5 1

5 1 1

3 1 1] 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa

5] 1] 1] 02 Tunjangan Kepala Desa

5 1 1| 90 Tunjangan Uang Makan Kepala Desa

] 1 1 191-99 Penerimaan Lain Kepala Dega yang Sah

5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

5 1 21 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa

S 1] 21 02 Tunjangan Perangkat Desa

5 1 2f 90 Tunjangan Uang Makan Perangkat Desa

S 11 219199 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah

5 1] 3 Jaminan Sesial Kepala Desa dan Perangkat Desa

5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa

] 1 3¢ 02 Jaminan Keschatan Perangkat Desa

S 1 3] €3 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa

5 1] 3] 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa

5] 1 3 Tunjangan BPD

5 1] 4] o1 Tunjangan Kedudukan BPD

5 1] 41 02 Tunjangan Kinerja BPD

5 1] 44{ 03 Tunjangan Uang Maken BPD

5 1] S Jaminan Sosial BPD

5] 1 5] 01 Jaminan Kesehatan BPD

S 1 5] o2 Jaminan Ketenagakerjaan BPD

S{ 2 Belanja Barang dan Jasa

S 2 1 Belanja Barang Perlengkapan

5] 2 1] o1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kanter dan Benda Pos

5 2 i 02 Belanja Perle_ngkapan Alat-alat Listrik

S| 2] 1] o3 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangpa/Peralatan dan Bahan Kebersihan

5 2 1] 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan

5 2 1| O5 Penggandaan
Belania Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang

5 2 1| 06 Konsumsi

5| 2 1] 07 Belanja Bahan/Material

5 2 1] 08 Belanjs Bendera/ Umbul-umbiil/ Spanduk

5 2 1} 09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

51 2 1} 10 Belanja Obat-obatan

5 2 1 11 Belanja Pakan Hewan/lkan, Obat-obatan Hewan

5] 2 1] 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian

5 2 1 {90-99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

5 2 2 Belanja Jasa Honorarium

5 2] 2] o1 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan

S5 2 21 02 Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator

51 2] 2] 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa

5| 21 2| 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan / Narasumber

5] 21 2] 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas

5 21 21 o6 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD

S 2| 2| o7 Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD

51 2] 2| o8 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar /Bimbingan Teknis

S| 21 2] 90 Belanja Jasa Jaminan Kesehatan i Staf t / Staf Administrasi BPD
Belanja Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi

5] 2] 2] 91 BPD

5] 2] 2] o2 Belanja Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Ketua RT

=] 2] 2 ]|90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya




Belanja Perjalanan Dinas

5f 2{ 3
5 2 31 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
S5 2 3] 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5] 2] 3] 03 Belanja Kursus/Pelatihan
5] 2| 4 Belanja Jasa Sewa
5 21 41 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5] 2] 4] o2 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5] 2] 4] ©C3 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5] 2] 419099 Belanja Jasa Sewa Lainnya
5] 2] 5 Belanja Operasicnal Perkantoran
S5 21 5§ 01 Belania Jasa Langganan Listrik
S 2} S| 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih
S 2 S| 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5 21 S| 04 Belanja Jasa Langganan Telepon
5| 2] 5| ©5 Belanja Jasa Langganan Internet
5] 2] 5] 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
S 2 5| 07 Belanja Jasa Perpanjangan ljin/Pajak
5 2 5] 08 Belanja Insentif/ Operasional RT/RW
5 2] 5 190-95 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5 2] 6 Belanja Pemeliharaan
5 2 61 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5 21 6| 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
S 2| 6] 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan
S| 21 6] 04 Belanja Pemeliharsan Bangunan
S 2F 6 05 Helanja Pemeliharaan Jalan
5 21 6| 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan
Belanija Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air
5] 2| 6] or Limbah, Persampahan, dli)
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet,
5 3 61 Q8 Komunikasi, dil}
S 2] 6 {90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya
5 2|1 7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
) 21 71 01 Belania Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke
5] 2{ 7] oz masyarakat
> 2 71 03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
S 2] 7] 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5 2 71 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman /Hewan /Tkan
5 2 71 90 Belania Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat Upah Tenaga Kerja
S| 21 7 190-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5] 3 Belanja Modal
5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
5] 3] 1] o1 Belanja Medal Pemibebasan/Pembelian Tanah
S 3 14 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5 3 1| 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5 3 1] 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pernatangan Tanah
5 3 1] 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5 3 1 190-99 Belanja Modal Pengadaan Taneh Lainnya
5 3] 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5] 3] 2] 0 Belanja Modal Honer Tim yang Melaksanakan Kegiatan
S| 3] 2{ oz Belanja Modal Peralatan Elektrenik dan Alat Studio
S| 3] 2] 03 Beianija Modal Peralatan Komputer
5] 3] 2} 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
S 3] 21 05 Belanja Modal Peralatan Dapur
5] 31 21| o6 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5] 3] 21| o7 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5 3] 2] 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5 3] 21 08 Beianja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan /Peternakan
5 3] 2] 10 Belanja Modal Mesin
S5 3 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
S1 3] 2[90-99

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya




Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5] 3
5{ 31 1
5] 3] 1t 01 Belanja Modal Pembebasan /Pembeslian Tanah
5 3 1] 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5] 3({ 1] 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
S| 31 11 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5] 3] 1] 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5] 3] 119099 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5 3] 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5 3] 2] o1 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5] 3| 2] 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5 3] 2] 03 Belanja Modal Peralatan Komputer
5| 3] 2] 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5 3] 2| 05 Belanja Modal Peralatan Dapur
5{ 3| 21| 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5 3] 2t 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu /Patok Tanah
5 3) 21} o8 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
S| 3] 2] 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
S 3] 2 10 Belanja Modal Mesin
S| 3] 2] 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5 3] 2 }90-95 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
S 3 3 Belanja Modal Kendaraan
5{ 3] 3j m Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3] 3] 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5 3] 3] 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 3{ 3| 04 Belanje Modal Kendaraan Air Bermotor
5] 31 31 05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5 31 3 {90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya
<] 31 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
= 31 4] 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3| 4] o2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3] 41 03 Belanja Modal Bahan Baku
5] 3] 4| 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5] 3] 4] 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5] 3] 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5 3] 5] o1 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
S| 3| 5| 02 Belanja Modal Upah Tenaga Ketja
5 3 51 03 Belania Modal Bahan Baku
51 3] 5{ 4 Belanja Modal Sewa Peralatan
Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5] 31 5] 05
5] 3 6 Belanja Modal Jembatan
5 3] 6{ 01 Belanja Mcdal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 6| 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 61 03 Belanja Modal Bahan Baku
5 3| 6] 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5] 3] 6] 05

Belanja Modal Administrasi Kegiatan




S 3] 7 Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
S 31 7] 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5] 3] 7] 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5 3} 7 03 Belanja Modal Bahan Baku

5 3F 71| 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

S{ 3t 71 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan

5 3| 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi

5 3] 8] 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3] 8] o2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

) 3] & 03 Belanja Modal Bahan Baku

5| 3] 8] o4 Belanja Modal Sewa Peralatan

S 31 8} 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan

51 3] 9 Belanja Modal lainnya

5{ 3] 9] 01 Belania Modal khusus Pendidikan dan Perpusiakaan

5 3{ 9| Q2 Belanja Modal khusus Qlahraga

S 3{ 9] 03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5 3] 9| 04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman

5 3] 9] 05 Belanja Modal Hewan

5 3] 9 [90-99 Belanja Modal Lainnya

5 4 Belanja Tak Terduga

51 4 1 Belanja Tak Terduga

5| 4 1] 01 Belanja Tak Terduga

& PEMBIAYAAN

) 1 Penerimaan Pembiayaan

& 1 1 SILPA Tahun Sebelumya

& 1 1] 01 SILPA Tahun Sebelunmmya

& 1 2 Pencairan Dana Cadangan

6] 1| 2| 01 Pencairan Dana Cadangan

6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

(5] 1 3] 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

& 1 Q9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

6 1 9 (90-9G Penerimaarn Pembiayaan Lainnya

6 2 Pengeluaran Pembiayaan

& 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

6 2 11 o1 Pembentukan Dana Cadangan

6] 2] 2 Penyertaan Madal Desa

3] 21 21 01 Penyertaan Modal Desa

[3) 2 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya

& 2 9 [90-99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya




Standar Biaya Umum Desa

NO

URAJAN

Satuan

KETERANGAN

2

Insentif / Operasional Ketua RT

Insentif

Bulan

550.000

Operasional

Bulan

200.000

Kemampuan
Keuangan
Desa

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah ( Dalam Propinsi)

Kepala Desa / Ketua BPD

Uang Harian

OH

170.000

Penginapan

Malam

250.000

Perangkat Desa / Wakil Ketua ,
Sekretaris dan Anggota BPD

Uang Harian

OH

170.000

Penginapan

Malam

250.000

Staf Desa

Uang Harian

OH

170.000

Penginapan

Malam

250.000

Di Luar Daerah (di luar Kabupaten)

Kepala Desa / Ketua BPD

Uang Harian

OH

430.000

Penginapan

Malam

700.000

Perangkat Desa / Wakil Ketua ,
Sekretaris dan Anggota BPFD

Uang Harian

OH

430.000

Penginapan

Malam

700.000

Staf Desa

Uang Harian

OH

400.000

Penginapan

Malam

700.000

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
mengacu pada SSH yang berlaku

Biaya tiket pesawat/kapal laut/kereta
api dan penginapan dibayarkan secara
it

Dibayar secara
Riil

Dalam hal tidak menggunakan biaya
penginapan, diberikan biaya
penginapan secara lumpsum sebesar
0% (tiga puluh persen) dari tarif
penginapan sesuai standar

Transportasi darat dengan
menggunakan mobil operasional
Pemerintah Desa diganti dengan biaya
BBM (mengacu pada Perbup tentang
SSH yang berlaku)

Uang Saku Peserta Pelatihan

OH

150.000

Dalam hal Pelatthan dengan kontribusi
uang saku diberikan untuk pada saat
haru berangkat dan kembali.




Honorarium Operator

Honorarium Operator Siskeudes OB 400.000

Honorarium Operator Sipades dll OB 300.000

Iuaran Jaminan Kesehatan 1%

Kepala Desa OB 33.000

Perangkat Desa OB 31.797

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

/M

EDI DAMANSYAH




BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UPTD PUSKESMAS
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik yang
lebih bermutu dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD
Puskesmas di Kutai Kartanegara sebagai Badan Layanan
Umum Daerah dapat diberikan fleksibilitas penerapan
praktik bisnis yang sehat dengan kualitas dan kuantitas
yang terukur;

b. bahwa dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang
dan/atau Jasa perlu pengaturan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa yang memberikan pemenuhan nilai
manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan
kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam
negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan,
lebih cepat, dan lebih mudah sesuai kebutuhan di
lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD
Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan
ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



Mengingat

i 1.

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG

DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UPTD PUSKESMAS
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah
institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di
wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Unit SKPD) pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalamm memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan
Daerah pada umumnya.

Pemimpin BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) serta operagional umum dan keuangan.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemimpin BLUD untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja BLUD.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.



Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi pelaku
pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD dan UPTD Puskesmas dalam
melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini:

a,

M

2)

(3

)

(1)

(2)

untuk mengatur pelaksanaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan value
Jfor money sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka
dan bersaing, adil, tidak diskriminatif akuntabel dan sederhana;
dan

untuk menjamin ketersediaan Barang dan/atau Jasa yang proses
pengadaannya sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan
BLUD.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal (3), BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian/seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-
undangan terhadap pengadaan Barang dan/atau Jasa yang
sumber dananya berasal dari:

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada
masyarakat.

Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh
pemberi hibah.

Hasil Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, merupakan hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.

BAB I
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BLUD

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD dilakukan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan yang
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. '

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan harus
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

langsung.

Jenjang mlaJ pengadaan langsung Barang dan/atau Jasa BLUD di
rumah sakit berdasarkan Pendapatan BLUD sebagai berikut:

No Pendapatan BLUD Pengadaan Pengadaan jasa
barang/pekerjaan konsultansi
kontruksi/jasa
innya

1 sampai dengan sampai dengan sampai dengan
Rp100.000.000.000,- Rp1.000.000.000,- Rp350.000.000,-

i sampai dengan sampai dengan
2 | > Rp100.000.000.000, Rp2.000.000.000,- | Rp500.000.000,-

Jenjang nilai pengadaan langsung Barang dan/atau Jasa BLUD dj
UPTD Puskesmas sebagai berikut:

Pengadaan
barang/pekerjaan Pengadaan jasa konsultansi
kontruksi/jasa lainnya
sampai dengan sampai dengan
Rp200.000.000,- Rp100.000.000,-

Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD dengan nilai
diatas jenjang nilai pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai
peraturan yang mengatur tentang Barang dan Jasa.

Tatalaksana pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD Rumah Sakit
Umum Daerah berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh
Pemimpin BLUD RSUD, yang dibuat berdasarkan ketentuan yang
mengatur tentang Barang dan Jasa.

Tatalaksana pengadaan Barang dan/atau Jasa_ BLUD UPTD
Puskesmas berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan, yang dibuat berdasarkan ketentuan yang
mengatur tentang Barang dan Jasa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD dan UPTD
Puskesmas selain yang diatur dalam Peraturan ini, maka tunduk pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Barang
dan/atau Jasa Pemerintah.




BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

a. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa PPK-BLUD RSUD Abadi
Samboja;

b. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad
Parikesit; dan

c. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Badan
Layanan Umum Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong

pada tanggal 7 Maret 2022 /

BUPATI KUTAI KARTANEGA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 11



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

. R

2.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan
sistem pengendalian intern pemerintah, diperlukan
pedoman pengelolaan rlsiko yang dapat digunakan untuk
mengelola resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756;

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

S. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 261);

6. Peraturan  Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);

7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Unit Pemilik Resiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit
kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah
Daerah.



8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan
kegiatan dan sasaran.

9. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang
sudah ada.

10. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang
mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.

11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan
besaran dampaknya untuk level atau status Risikonya.

12.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak
negatif terhadap pencapaian tujuan.

13.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah
uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat
Daerah.

14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

16. Rencana Pembangunan Jangka Mecnengah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja
untuk periode 5 (lima) tahun.

18.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Dacrah disingkat DPA adalah
Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Aparatur Sipil
Negara pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam
mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengelolaan Risiko; dan
b. pelaporan pengelolaan Risiko.



BAB 1I
PENGELOLAAN RISIKO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis
Pemerintah Daerah serta tujuan strategis dan operasional Perangkat
Daerah.

{2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
melalui:

a. pengembangan budaya sadar Risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 5

(1} Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2} huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah
Daerah.

(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. sosialisasi berkelanjutan pemahaman Risiko kepada sctiap ASN di
seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;

b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan di seluruh tingkatan organisasi;

¢. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan

d. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya sadar Risiko.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 6

(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan
Risiko, yang terdiri atas:

a. Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
Risiko pemerintah daerah;

¢. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah
Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai UPR Tingkat Pejabat Pimpinan
Tinggi , dan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional sebagai UPR
Tingkat Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

€. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.



(2) Bupati atau Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab pengelolaan Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, berwenang menetapkan
arah kebijakan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1} hurup b, berwenang
mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah.

(4)Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana
dimaksud ayat (1} hurup c bertanggungjiawab melakukan pengelolaan
Risiko di lingkup kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud
ayat (1) hurup d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit
pemilik Risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurup e berwenang memberikan keyakinan yang
memadai atas penerapan pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.

(7) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana pasal 6 ayat (1) dibentuk sesuai
Format Lampiran I Struktur Pengelolaan Risiko.

(8) Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko dibentuk melalui Keputusan
Kepala Daerah sesuai dengan Lampiran II..

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko pemerintah daerah, Kepala
Daerah membentuk Komite Pengelolaan Risiko:

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Kepala Dacrah sebagai Ketua;
b. Kepala Bappeda sebagai sebagai Koordinator merangkap anggota;dan
c. Kepala OPD sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 memiliki
tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan
Risiko di lingkungan pemerintah daerah;dan

b. membuat laporan triwulanan, dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolan Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq. Sekretaris
Daerah.

Pasal 9

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hurup c terdiri atas:

a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
c. Unit Pemilik Risiko Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional.



Pasal 10

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas:

a.
b.

d.

menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;
menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah
daerah;

melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapeaian tujuan
dan sasaran strategis pemerintah daerah;

melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
identifikasi dan analisis Risiko; dan

€. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memiliki tugas:

a.

b.

C.

d.

c.

menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit Pejabat Pimpinan
Tinggi pada perangkat daerah masing-masing;

menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit Pejabat
Pimpinan Tinggi pada perangkat daerah,;

melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran strategis perangkat daerah;

melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
identifikasi dan analisis Risiko; dan

menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

{3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki tugas:

a.

b.

melakukan identifikasi dan analisis Risike terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran kegiatan,

melakukan Kkegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
identifikasi dan analisis Risiko; dan
menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian Risiko;

(2)

3)

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

€. pemantauan.

Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode
penerapan selama 1 {satu) tahun.



4

{5}

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan,
menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis
organisasi.

Pelaksanaan proses pengelolaan Risiko dilaksanakan sesuai dengan
pedoman pengelolaan risiko perangkat daerah pada Lampiran III.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana
penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan
budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat
Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap
sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko
Pasal 13

Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan
pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

b. tujuan strategis (entitas} Perangkat Daerah; dan

c. tujuan operasional Perangkat Daerah.

Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan
penyusunan RPJMD.

Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b dilaksanakan bersamaan
dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan bersamaan
dengan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Proses penilaian Risiko meliputi:
a. penetapan konteks/tujuan;
b. ldentifikasi Risiko;dan
¢. Analisis Risiko.
Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(6) huruf a. terdiri atas tahap penetapan konteks/tujuan dan penctapan
kriteria Risiko.



Pasal 15

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai
dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu
konteks sirategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas)
Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).

(8) Tyjuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan
tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen DPA Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1) Penctapan kriteria Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria
penilaian dan analisis atas Risiko.

(2) Kriteria Risiko meliputi:

a. skala dampak Risiko;
b. skala kemungkinan Risiko; dan
c. skala tingkat Risiko.

Pasal 17

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6)
huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah
yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis
(entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan)
Perangkat Daecrah.

(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian
tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak
Risiko; dan

b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 18

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) huruf ¢
merupakan langkah untuk menentukan nilai Risiko dan Sisa Risiko
dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

2) B.crdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menyusun RTP.



(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan :
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
b. melakukan validasu Risiko;
c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf ¢ merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

(2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembangunan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan dan/atau
prosedur; dan

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal
dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko,
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi
dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 21

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e
dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan identifikasi Risiko,
analisis Risiko, kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi
telah dilakukan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
Bupati, Sckretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala
Perangkat Daerah (Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi), Kepala
Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Administrasi), Kepala
Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Fungsional) sesuai dengan ruang
lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh
Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

BAB I
PELAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 22

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah
Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.



(2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri atas:

a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
b.penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah;dan
¢.penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} dibuat olech UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan internal setelah penyusunan
dokumen perencanaan anggaran dan penganggaran.

(5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, berupa dokumen penilaian Risiko dan dokumen RTP.

(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko olech UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan, dan tahunan
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah
dan Unit Kepatuhan internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat
strategis Perangkat Daecrah dan tingkat operasional Perangkat Daerah
dikoordinasikan oleh UPR tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi.

(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf ¢ dilakukan secara triwulan,
dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Pejabat (UPR) pada level Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi,
Pejabat PFungsional dan Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
pengelolaan Risiko dapat dikenakan sanksi adminstratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

(3) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI KUTAI KARTANEG

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong

pada Tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATPEN KUTAI mmAﬁEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR



STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

LAMPIRAN I

PERATURAN
KARTANEGARA NOMOR

2022

TENTANG PEDOMAN
RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH

BUPATI

KEDUDUKAN
DALAM
NO JABATAN DALAM DINAS STRUKTUR
PENGELOLA
RISIKO
A. | PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO
Bupati Penanggung
Jawab
B. | KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
1 Bupati Ketua
2 | Wakil Bupati Wakil Ketua
3 Sekretaris Daerah Koordinator

Pengelolaan Risiko

4 _ | Semua Kepala Perangkat Daerah Anggota
C. | UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

1. [Bupati Ketua

2. | Kepala Bappeda Koordinator

3. | Kepala BPKAD Anggota

4. | Kepala BKPSDM Anggota

5. | Kepala Inspektorat Anggota

6. [ Kepala Bapenda Anggota

7 Dst semua Kepala OPD dimasukkan Anggota

13 TAHUN

PENGELOLAAN

D | UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEJABAT PIMPINAN TINGGI
(KHUSUS SEKRETARIAT KABUPATEN)

1. | Sekretaris Daerah Ketua

2. | Kepala Bagian Administrasi | Koordinator
Pembangiinan

3. | Kepala Bagian Ekonomi Anggota

4. | Kepala Bagian Organisasi Anggota

O. | Sermua Kepala Bagian SETDA Anggota

E | UNIT PEMILIK RISIKO {(UPR) TINGKAT PEJABAT PIMPINAN TINGGI

1.

Seluruh Kepala Perangkat Daerah
(Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kabupaten, Sekretaris
DPRD, Inspektur, Kepala Dinas,
Kepala  Badan, Kepala UPTD
pemerintah daerah dan Direktur
RSUD}

Ketua

Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala
Bagian/Bidang yang menangani
Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinator

Kepala Bagian/Bidang/Irban A
Perangkat Daerah

Anggota

Kepala  Bagian/Bidang/Irban B
Perangkat Daerah

Anggota




Kepala Bagian/Bidang/Irban C
Perangkat Daerah

Anggota

Dst

UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON III

1. | Seluruh Kepala Bagian/Bidang | Ketua
Perangkat Daerah/Irban

2. | Kepala Sub Bagian/Sub | Koordinator
Bidang/Seksi/ Pegawai/Staf yang
ditunjuk untuk menangani
perencanaan kegiatan pada
Perangkat Daerah

3. | Kepala Sub Bagian/Sub | Anggota
Bidang/Seksi A

4. | Kepala Sub Bagian/Sub | Anggota
Bidang/Seksi B

S. | Kepala Sub Bagian/Sub | Anggota
Bidang/Seksi C
Dst

UNIT KEPATUHAN
Asisten | Sekretaris Daerah Unit Kepatuhan

Asisten III Sekretaris Daerah

Unit Kepatuhan

PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Inspektur Daerah

Penanggung
Jawab

Pengawasan

SEKRETARIAT KOMITE PENGELOLAAN

RISIKO PEMERINTAH DAERAH

Kepala Bagian Pembangunan

sekretariat Daerah

Koordinator/

Penanggungjawab

BUPATI KUTAI KARTANEGA

e

EDI DAMANSY.

f 4




Menimbang

Mengingat

LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR TAHUN
2021

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMCOCR :

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN .........

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu upaya
mengoptimalkan pengelolaan Risiko pada tingkat
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Komite Pengelolaan
Risiko Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun .......... ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daersh TK I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 352} secbagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3847) sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);



2. Koordinator Pengelolaan Risiko memiliki tugas
sebagai berikut:

a) menyusun konsep petunjuk  pelaksanaan
pengelolaan Risiko pemerintah daerah;

b) menyusun konsep kebijakan penerapan
pengelolaan Risiko pemerintah daerah, antara lain:
Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis
Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap
pengelolaan Risiko pemerintah daerah  yang
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan
pemerintah daerah;

d} membuat laporan triwulanan dan tahunan
kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang
disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

3. Anggota Komite Pengelolaan Risiko memiliki tugas
sebagai berikut:

a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk
pelaksanaan pengelolaan Risiko pemerintah
daerah;

b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan
pencrapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah,
antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko,
Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera
Risiko;

c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap
pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan
pemerintah daerah.

4. Sekretariat Komite memiliki tugas menangani
administrasi Komite dan Unit Pengelola Risiko

Pemerintah Daerah.

S. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan
bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko
pada unit pemilik Risiko di lingkungan pemerintah
daerah dan perangkat daerah, yaitu:

a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak

pengendalian;

b. memantau pelaksanaan rencana tindak
pengendalian;

¢. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit
pengelolaan Risiko;

d. membuat laporan triwulanan dan tahunan
kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang
disampaikan kepada Bupati ¢q Sekretaris Daerah.

6. Inspektur Dacrah sebagai penanggung jawab
pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang
terbatas atas penerapan pengelolaan Risiko
pemerintah daerah, yaitu:

a. memberikan penilaian independen (independent
assurance) atas efektivitas pelaksanaan
manajemen Risiko

b. memberikan layanan konsultasi penerapan
pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;

c. memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan Risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;



KETIGA

¢) Kepala Bappeda sebagai Koordinator
d) Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota

c. Assisten I, Il dan III Sekretaris Daerah sebagai Unit
Kepatuhan;

f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab
pengawasan;

Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun ....., sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

a. Bupati sebagai penanggung jawab dan Ketua Komite
Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah
kebijakan pengelolaan Risiko pemerintah daerah;

b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang
mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan
pemerintah daerah, yaitu;

1. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;

2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen
pengelolaan  Risiko misalnya surat menyurat,
undangan rapat, dan notulen;

3. memfasilitasi proses penilaian Risiko;

4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

¢. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas secbagai
berikut:

1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk
assessment) atas Risiko tingkat strategis dan/atau
tingkat operasional, serta melaksanakan
pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing,

2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sehari-hari,

3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat
capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di
masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai
indikator peringatan dini (early warning indicator) dan
scbagai database untuk memprediksi keterjadian
Risiko di masa yang akan datang.

4) Menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment)
untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.,

5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan
Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.

6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko:

1. Ketua Komite Pengelolaan Risiko memiliki tugas

sebagai berikut;

a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah;

b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori
Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko,
Level Risiko, dan Selera Risiko;

c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan
Rencana Tindak Pengendalian (RTP} tingkat
Pemerintah Daerah;

d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun ...... , dengan susunan Tim sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun ...... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri dari :
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
- Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah _
c. Unit Pemilik Risiko (UPRY}, yaitu:
1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:

a) Bupati sebagai ketua;

b) Kepala Bappeda sebagai koordinator teknis
merangkap anggota;

¢} Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris
Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala
Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah
daerah dan Direktur RSUD sebagai anggota.

2.Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II (khusus

Sekretariat Kabupaten):

a} Sekretaris Daerah Kabupaten selaku pemilik
Risiko tingkat Perangkat Daerah (Sekretaris
Daerah) sebagai ketua;

b) Kepala Bagian Pembangunan di Sekretariat Daerah
Kabupaten sebagai koordinator teknis merangkap
anggota,

¢} Seluruh Kepala Bagian pada Sekretriat Daerah
sebagai anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Ii:

a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris
Daerah (untuk Kabupaten), Sekretaris DPRD,
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala
UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD
selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah
sebagai ketua;

b) Sekretaris Perangkat Dacrah/Kepala
Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada
Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis
merangkap anggota;

¢) Seluruh Kepala Bagian/Irban / Bidang pada
Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai
anggota.

4.Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III:

a) Kepala Bagian/Irban/ Bidang, selaku pemilik
Risiko tingkat kegiatan sebagai ketua

b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau
Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani
perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah
sebagai koordinator.

¢} Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi
pada Bagian/Bidang yang bersangkutan
bersanglautan sebagai anggota,

d. Komite Pengelolaan Risiko yaitu
a) Bupati Sebagai Ketua
bl Wakil Bubati sebagai Wakil Ketua




10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinean dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP} Kabupaten.Kabupaten
Kutai Kartanegara (Berita Daerah Tahun .........
Nomor ....);



d. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi
terhadap rancang bangun serta implementasi
pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

/—’S-'a’f”"ﬁ\

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

T i atuas "W

EDI DAMANSYAH



II.

LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN
2022

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.
B. Tujuan Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman ini dimaksud sebagai panduan dalam:
1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta
memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan
strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan
(operasional} Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan
Risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati
bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah
selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) dibawah koordinasi Sekretaris
Daerah;

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen
Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengeiolaan Risiko operasional perangkat daerah bertujuan
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Dacrah yang tertuang dalam
dokumen Rencana Kerja Tahunan  (RKT) Perangkat Daerah,
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Tapkin), dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).
Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat
Daerah dilakukan Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Pemilik
Risiko (UPR) Tingkat Eselon III dan IV.



B. Penetapan kriteria penilaian Risiko
Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis
atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun
tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon
penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri 3 komponen,

yvaitu Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko,

Dampak Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko}.

1. Skala Kemungkinan {Probabilitas) Risiko

Skala

Kategori Dampak Skor | Uraian
Hampir pasti 5 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih
terjadi/Sangat dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun}
sering
Kemungkinan besar 4 Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 -
70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun}
Kemungkinan sedang 3 Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31
-~ 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan 2 Kem terjadinya Risiko rendah/kecil
kecil/Jarang (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali
dalam 5 Tahun}
Sangat Jarang 1 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil
(sebesar 0 — 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)
2. Skala Dampak Risiko
Area Dampak
Level Kerugian Penurunan Penurunan Gangguan Tuntutan
Dampak Negara reputasi Kinerja Terhadap | Hukum
Layanan
Orzanisasi
Tidak Jumilah Keluhan Pencapaian Pelayanan Jumlah
Signifikan kerugian Stakeholder target kinerja | tertunda s 1| tuntutan
(1) negara < | secara 2 100% hari hukum s 5
Rpl Juta langsung kali dalam
lisan /tertulis satu
ke organisasi periode
jumlahnya =
3 dalam satu
periode
Minor (2} Jumlah Keluhan Pencapaian | Pelayanan Jumlah
kerugian Stakeholder target kinerja | tertunda di| tuntutan
negara secara di atas atas 1 hari | hukum di
lebih dari| langsung 80% 8.d | 8.d 5 hari atas 5 kali
Rpl Juta| lisan/tertulis 100% s.d 15 kali
sd RpS | ke organisasi dalam satu
Juta jumlahnya periode
lebih dari 3
dalam satu
periode
Moderat (3} Jumlah Pemberitaan Pencapaian Pelayanan Jumlah
kerugian negatif di| target kinerja | tertunda di} tuntutan
negara media massa | di atas atas 5 hari| hukuam di
lebih dari| lokal 50% s.d B0% | s.d 15 hari atas 15 kali
RpS Juia s.d 30 kali
s.d RplO dalam satu
Juta periode




Signifikan Jumlah Pemberitaan Pencapaian Pelayanan Jumlah

%) kerugian negatif di | target kinerja | tertunda di| tuntutan
negara media massa | di atas atag 13 hari| hukum di
lebih dari | nasional 25% s.d 50% | s.d 30 hari atas 30 kali
Rpl0 s8.d 50 kali
Juta sd dalam satu
Rp. 50 periode
Juta

Sangat Jumlah Pemberitaan Pencapaian Pelayanan Jumiah

Signifikan kerugian negatif di | target kinerja | tertunda tuntutan

(5) negara media massa | £ 25% lebih dari 30 | hukum
lebih dari | internasional hari lebih dari
Rp. 50 50 kali
Juta dalam satu

periode

3. Skala Nilai Risiko

Kategori Dampak Kriteria untuk Penerimaan Risiko

1-2 (Sangat Rendah) Dapat diterima

3-4 (Rendah) Dapat diterima

6-9 (Tinggi) Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan
pengendalian yang baik\

12-16 [Sangat Tinggi) Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat
baik

20-25 {Dahsyat) Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan
pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

Kategori Dampak Kriteria untuk Penerimaan Risiko

1-5 (Sangat Rendah) Dapat diterima

6-10 (Rendah) Dapat diterima

11-15 (Tinggi) Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan
pengendalian yang baik

16-20 (Sangat Tinggi) Tak dspat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat
baik

21-25 (Dahsyat) Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan

pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah

sebagai berikut:
No. | Waktu Tahapan Tahapan Pelaicsana Output Tahapan
Manajemen | Pengelolaan Risiko Pengelolaan Risiko
Pemerintah
Daergh
1. Proses Proses - Arghan darl - Komite Pengelola Risiko {- Dokumen Arahan
penyusuna ; penyusuna kebijakan Pemerintah Daerah, dan kebijakan
n RPJMD | n RPJMD penilaian Risiko § Kepala Bappeda selaka penilaian Risiko 5
(Satu tahun tahunan Koordinator Pelaksana tahunan
sebelum - Penyusunan - UPR Pemerintah Daerah | - Daftar Risiko den
RPIMD 5 Risiko Strategis Bupati dan  Kepala RTP Strategis
tahunan Pemerintah Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah
berjelan Daerah
sampeai
dengan
RPJMD
ditetapkan)
2, Proses Proses Penyusunan Risiko | - Sekretaris Daerah selaku | - Dokumen
penyusung | penyusuna | Strategis (Entitas) Ketua Komite Pengelolaan Risiko
n Rensira | n Renstra Pengelolaan Risiko Pemda 5 tahunan.
{Sat tahun - Kepala Bappeda selaku | - Daftar Risiko dan;




No. | Waktu Tahaparn Tahapan Pelaksana Output Tahapan

Manajemen | Pengelolaan Risiko Pengelolaan Risiko
Pemerintah
Daerah

sebelum Koordinator Pelaksana - RTP Strategis

RPIMD 5 - UPR Tingkat Eselon 1 (Entitas)

tahunan (Kepala dan

berjalan Kabag/Kabid)

sampai

dengan

RPJMD

ditetapkan)

3. Januari - | Penyusuna | Arahan dan | Komite Pengelolaan Risiko Dokumen Arahan
Mei Tahun in RKPD | leebjjakan penilaian dan kebijalean
201X-1 dan Renja Risiko tahunan penilaian Risilco

tahunan

4. Agustus- Penyusuna | Penyusunen Risiko Kepala Perangkat Daerah | - Dokumen
Septermnber | n RKA | Operasional UPR Tingkat Eselon Il Pengelolaan Risiko.
201X-1 (Penetapan dan IV - Daftar Rieiko dan;

rencana - RTP Operasional
sasaran

dan pagu

anggsran

per

kegiatan

5. Oktober Penyusuna | - Pengomunikaeia Komite Pengelolaan Perbaiken RTP
Tahun n RAPEBD, n Ristko dan Risiko - KSOFP
201X%-1 Perda RTP, UPR Tingkat Pemerintah | - Notulen

AFPBD Penyusunan atau Daerah, Tingkat Eselon pengomunilasian

6. November - | Penyusuna Revisi KSOP i, 1 dan IV - Finalisasi Daftar
Desember n - Pengomunikasia | - BA selaku Koordinator Rigiko dan RTP.
Tahun Rancangan n perubahan - Finalisasi
201X DPA dan KSOP Dokumen

penctapan Manajemen
DPA Risiko.

7. Januari Pelaksanaa | Penyusunan atau Komite Pengelolaan | KSOP
sampai n APBD PENYEImpUrnasn Risiko
dengan KsopP (Tindak UPR Tingkat Pemdas,

Desember lanjut RTP) Tingkat Eselon I, Il dan
201X v
Pelaiesanaan KSOP Komite Pengelolaan | Bukti  Pelaksanaan
Rigiko KSOP
Kepsala Perungkat Daerah
Pelaksana Program dan
Kegiatan
Berkala Pelaporan dan UPR Tingkat Pemda, |- Form Monitoring
(Triwulana Monitoring Risilvo Tingkat Eselon II, Tingkat Risiko
n) dan KS0OP Eselon M1 dan IV - Form Monitoring
Unit Kepatuhan TL RTP
Sekda selaku  Ketua
Komite
Kepaila Bappeda scbagai
Koordinator Pelaksana
Pemantsuan Unit Kepatuhan |-Notulen rapat
kinerja, Risiko dan Pengelolaan Risiko -Laporan pemantavan
efeletifitas  KSOP {triwulanan,
yang dibangun tahunan, 5
tahunan)
Juni-Juli Penyusuna | Revin dan UPR Pemerintah daerah | Daftar Risike dan
Tahun n KUA | pemutakhiran (Bupati dan Kepala ) RTP Strategis
201X PPAS Risiko Strategis Sekda selaku Koordinater | Pemerintah  daerah
(Penetapan | Pemerintah daerah. yvang dimutakhirkan
sasaran
malro dan | Catatan :
pagn Risiko strategis
anggaran Pemerintah daerah
Pemerintah | akan direviu dan
daerah) dimutakhirkan
setiap tahun
Agustus- Penyusuna | Reviu dan Kepala Daerah Selaku | Daftar Risiko dan
September n RKA | pemutiskhiran Penanggungjewab. RTP Strategis
201X Perangkat | Risikko  Strategis {Entitas) Perangkat
Daerah (Entitas) Perangkat |. Sekds selaku  Ketua | Dacrah
{Penctapan | Daerah Komite Pengelol
rencana Catatan: .
sasaren & | Risiko  strategis | TUSIKO
pagu mﬁ) Perangkat Unit  Pemili} Risil




No. | Waktu Tahapan Tahapan Pelaksana Output Tahapan
Manajemen | Pengelolaan Risiko Pengelolaan Risiko
Pemerintah
Daerah
kegiata) dimutaldhirlcan Perangkat Daerah/SKPD
setiap tahun dan Kabag/Kabid
Perangkat Daerah)

8 Janvari - | Pelaporan Pelaporan - Bupat Laporan Pengelolaan
Februari Keunangan Pengelolaan Risiko | - Ketua KOmite | Risiko Tahun 201X
Tahun Tahun 201X Pengelolaan Risiko
201X +1 - UPR Tingkat Pemerintah

daerah, Tingkat Eselon 11,
Tingkat Eselon It dan IV

- Unit Kepatuhan

- Kepala Bappeda selsku
Koordinator Pelaksana

9. Februari - | Reviu APIP | Evaluasi - Inspektorat (APIP) Daerah | Laporan Evaluasi
Maret pengelolaan Risiko Pengelolaan Risiko
‘Tahun olch APIP
201X+ 1

Penilaian Maturitas | - Bupati Laporan  Penilaian
SPIP - Kepala Perangkat Dacrah | Maturitas SPIP
- _Inspektorat (APIP) Daerah

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
A. Struktur Pengelolaan Risiko
Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah adalah sebagat berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

BENANGGUNG JAWAB
Bupati
KOMITE PENGELOLAAN > < UPR TK. PEMDA
RISIKO
KOORDINATOR PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN RISIKO
Unit Kepatuhan s PENANGGUNG
Asisten Sekda/Unit JAWAB
oSt R
UPR TK. | I I
Eselon 1l | Sekeia/Sekwan | Kapela Diras Kopaia Bacen
i |
UPR TK. Kebagy Seir/Bideng Sekr. Bidang Camat Sekr/ Imhan
Eselon {ll Kspala UPTD
dan v l |
Subban SubBid
Subbeg || SubbugSeksi | [ stbeamwsn | [ s Subbag

Struktur pengelolaan Risiko sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
3.
6.

Penanggung jawab;
Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
Komite Pengelolaan Risiko

Unit pemilik Risiko;

Unit kepatuhan; dan
Penanggung jawab Pengawasan

B. Proses Pengelolaan Risiko

Penoelnlasn Risilen

Ailalnilran nlah ealiimih

iniaran

manaiaman Adan




segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan
sebagai berikat:

*

Identifikast Kelemahan dan Lingkungae
‘.._ ........... .’ Pen l ]hn I‘ten (l) __.. ............ ’

j"_

¥

Ly Penetapan Konteks/Tujuan

*

Identifikasi Risiko

Pemantanan (5)

Analisis Risiko
|

x

Kegiatan Pengendalian @ j¢e »

Informasi dan Komunikasi (4)

™

Tahapan proses pengelolaan Risiko pemerintah daerah, terinci sebagai
berikut:
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui
reviu dokumen;

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control
Environtment Evaluation (CEE}); dan

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko
a. Penetapan Konteks/Tujuan
1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan
wajib/pilihan yang akan dilalktukan penilaian Risiko;
2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan;
a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan
Risiko;
b) menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi Risiko sesuai dengan bisnis proses yang ditetapkan

oleh Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dengan
tahapan minimal berikut:
1) Identifikasi Risiko saat perencanaan kegiatan
2) Identifikasi Risiko saat pelaksanaan kegiatan
3) Identifikasi Risiko saat penatausaan kegiatan
4) ldentifikasi Risiko saat pelaporan kegiatan.

c. Analisis Risiko

1) melakukan analisis dampak, skala kemungkinan Risiko dan
menentukan skala Risiko;

2) Melakukan Validasi Risiko.

3) Melakukan evaluasi dan menentukan skala prioritas Risiko.

4) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan;



5) menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP}:
a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian;
b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi Risiko;
¢) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
dan
€) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan
RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP;
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
a. Mengimformasikan kegiatan Pengelolaan Risiko s¢jak penetapan
Konteks/Tujuan, Penilaian Risiko dan kegiatan pengendalian.
b. Mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang

tepat.
5. Pemantauan

a. Melakukan pemantauan berkelanjutan atas penetapan Konteks,
proses penilaian Risiko dan implementasi pengendalian, serta
kejadian Risiko.

b. Melakukan Evaluasi terpisah dan merumuskan Rekomendasi
perbaikan pengendalian Risiko

IV. PELAPORAN
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah
daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko
Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat
Daerah/SKPD , dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan
Hasil Penilaian Risiko dan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
UPR yang memuat antara lain;

(1) Konteks Manajemen Risiko UPR

{2) Risk Register {Daftar Risiko)

(3) Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Laporan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada
Sekretariat Daerah, Unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Daerah.

Sebelum difinalkan, Komite Pengelolaan Risiko Mengomunikasikan draf
dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah
kepada Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil
penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan
tingkat operasional Perangkat Daerah periu dikomunikasikan dengan
Kepala Perangkat Daerah dan pihak terkait.



B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulan, dan tahunan.
Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan
oleh Unit Pemilik Risiko UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko UPR Tingkat Eselon II.

R U Laporan Til]gkﬂt
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Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi

a. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat operasional sesuai
dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan dan pelaksanaan RTP tingkat operasional
sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja
Tahunan.

c. Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP dan Rekomendasi
Perbaikan Kegiatan Pengendalian setiap Triwulan dan Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah

a. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat Strategis (entitas)
Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang
ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat Strategis (entitas)
Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai
dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah
Tahunan.

c. Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP dan Rekomendasi
Perbaikan Kegiatan Pengendalian tingkat Entitas perangkat
Daerah setiap Triwulan dan Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Tahunan.

c. Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP dan
Rekomendasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian tingkat Entitas
perangkat Daerah setiap Triwulan dan Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko UPR
disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan
Unit Kepatuhan Internal serta Inspektorat Daerah



C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan
internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan
Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat
Daerah.

Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon ILIII, IV dapat ditetapkan lebih
lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

/’%’”m\

EDI DAMANSYAH




BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjungan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9)
Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Beias
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6787);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021
Nomor 150);

6. Peraturan Bupati Kutai XKartanegara Nomor 71
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021
Nomor 71}.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah
Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban
untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.



(1)

(2)

(1)

()

(3)

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
a. Bupati dan Wakil Bupati;

b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. PNS dan Calon PNS; dan

d. PPPK.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS
dalam hal:

a. sedang cuti di huar tanggungan negara atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri
maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasannya.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

¢. tunjangan pangan;dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur
kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada PNS dan PPPK meliputi:
a. gaji pokok;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

tunjangan jabatan atau tunjangan umum;dan

tambahan penghasilan 50 % (lima puluh persen).
Tunjangan Hari Raya diberikan bagi CPNS meliputi:

80 % {delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
tunjangan keluarga;

o o T

P

tunjangan pangan;
tunjangan umum;dan
tambahan penghasilan SO % (lima puluh persen).
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(4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,
Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau hilang
diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan Gaji Terusan yang
diterima 1 {(satu) bulan, yang diberikan pada 2 {dua) bulan sebelum bulan hari
raya.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

(1) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
¢. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur
kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

{2) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluargs;

c. tunjangan pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan 50 % (lima puluh persen).
(3) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi CPNS meliputi:

80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

tunjangan pangan,;
tunjangan wmnum; dan
e. tambahan penghasilan 50 % (lima puluh persen).

{4) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,
Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

a.

b. tunjangan keluarga;
c

d



Pasal 6

Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau hilang
diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan Gaji 2 {dua) bulan sebelum
masa Pensiun.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 7

(1} Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh} hari kerja sebelum tanggal Hari raya
yakni pada bulan April Tahun 2022.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal
Hari Raya

(3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan
Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan
Hari Raya.

Pasal 8

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan paling
cepat pada bulan Juli 2022,

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) belum
dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli
2022.

(3) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan
Juli Tahun 2022 wvyang seharusnya diterima, dibayarkan selisih
kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan

Pasal 9
Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI KUTAI KARTANEG

//%’\
EDI DAMANSYA

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 14



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG

Menimbang

Mengingat

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah
diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib
yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
standar pelayanan minimal dan belanja daerah untuk
pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51
ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal belanja daerah
untuk mendanai kewenangan daerah yang terdiri dari
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan, berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga
satuan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa terdapat penyesuaian besaran insentif, tunjangan
dan bantuan operasional untuk rukun tetangga
desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
dan lembaga adat desa/kelurahan di Kabupaten Kutai
Kartanegara maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2022, perlu untuk dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820} sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat
I Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintsh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Rerpublilk Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2021
tentang Standar Harga Satuan Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN 2022.



Pasal |

Ketentuan Lampiran II huruf B Standar Satuan Harga
Insentif Rukun Tetangga Desa/Kelurahan, Insentif Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan Insentif
Pos Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan Insentif Pos
Pelayanan Terpadu Lansia Desa/Kelurahan dalam
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar
Harga Satuan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021 Nomor 66) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

a. Insentif Rukun Tetangga Desa/ Kelurahan

1. Ketua : Rp 750.000 Orang/ Bulan
2. Sekretaris : Rp 500.000 Orang/ Bulan
3. Bendahara : Rp 450.000 Orang/ Bulan
b. Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Desa/Kelurahan
1. Ketua : Rp 750.000 Orang/ Bulan
2. Sekretaris : Rp 500.000 Orang/ Bulan
3. Bendahara : Rp 450.000 Orang/ Bulan
4. Anggota : Rp 350.000 Orang/ Bulan
c. Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan
Buka/ Tutup : Rp 750.000 Unit/ Bulan
d. Insentif Pos Pelayanan Terpadu Lansia Desa/
Kelurahan
Buka/ Tutup : Rp 750.000 Unit/ Bulan
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Wé—\

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 15



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan
untuk meletakan dasar pengembangan sikap,
pengetahuan, keterampilan dan daya cipta anak usia
dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;

bahwa  untuk mendukung dan mendorong
kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang
dan tumbuh secara baik perlu Pendidikan Anak Usia
Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah
Dasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pra
Sekolah Dasar

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara,

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah
suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampali
dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan  pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut
PAUD Pra SD adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum
memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar paling singkat 1 (satu} tahun
sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.

Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sarnpai dengan 6 (enam)
tahun.

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

PAUD Formal adalah Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi taman
kanak kanak dan raudhatul athfal.

PAUD Nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan pada kelompok
bermain, tempat penitipan anak dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Sejenis.

Taman Kanak-Kanak yang selanjuinya disingkat TK adalah Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang
menyelenggarakan program pendidikan anak usia 4 (empat) tahun sampai
6 (enam) tahun.

Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau
BA adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan
Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan
Agama Islam bagi anak usia 4 (empat} tahun sampai dengan 6 {enam)
tahun.

Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah satuan
Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal yang
menyelenggarakan layanan pendidikan pada usia 2 (dua) tahun sampai
dengan 6 (enam) tahun dengan layanan prioritas pada usia 2 (dua) sampai
dengan 4 (empat) Tahun.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah satuan
Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Nonformal yang
menyelenggarakan program pendidikan anak sejak lahir sampai usia 6
(enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 (empat) tahun.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat
SPS adalah bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis jalur
Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi
anak secjak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atay
terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan
atau kesejahteraan.

Fisik Motorik adalah kemampuan anak yang berhubungan dengan
keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata-tangan
dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan yang terus menerus
secara rutin,

Kognitif adalah kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan
pengetahuan dari pengalaman secrta informasi yang ia dapatkan yang
meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan
keputusan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang
dipimpin oleh camat.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan

Desa adaleh desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tenaga Kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga
administrasi, petugas keamanan, dan/ atau petugas kebersihan pada
satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjamin kelencaran, keamanan,
dan kenyamanan penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.



25. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai
sumbermata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

26. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata
pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan
dasar, namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan

keluarganya.

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD pada Anak Usia Dini bertuyjuan untuk
mengembangkan:

a. nilai agama dan moral;

b. Fisik Motorik;

¢. Kognitif;

d. bahasa;

€. sosial emosional dan kemandirian;dan
f.  seni dan kreatifitas.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD untuk mempersiapkan peserta didik
beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk
mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

BABII
PESERTA DIDIK

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui:

a. Satuan PAUD Formal baik TK, RA, atau BA bagi Peserta Didik PAUD Pra
SD usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enamj;

b. Satuan PAUD Nonformal baik KB, TPA, atau SPS bagi Peserta Didik PAUD
Pra SD usia S (lima} sampai dengan 6 {enam);

c. PAUD Formal dan PAUD Nonformal bagi Peserta Didik anak berkebutuhan
khusus; dan

d. gerakan percepatan program penuntasan PAUD Pra SD yang ada pada
tingkat kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

BAB III
PROGRAM PENUNTASAN PAUD PRA SD

Pasal 5
(1} Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan program

penuntasan PAUD Pra SD.

{2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan progam penuntasan PAUD Pra
SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kelompok kerja di
tingkat kabupaten dan tim kordinasi di tingkat kecamatan.



(3)
(4]

(5)

(6)

{7)

(8)

Kelompok kerja di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim kordinasi di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Kelompaok kerja di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

Pembina : Bupati

Pengarah : Bunda PAUD Kabupaten

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Ketua : Kepala Bidang PAUD dan PNFI

Sekretaris : Kepala Seksi pada Bidang PAUD dan PNFI
Anggota : 1. Bunda PAUD Kecamatan

2.Ketua lkatan Guru Taman Kanak-Kanak
Indonesia (IGTKI) Kabupaten;

3. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini
(HIMPAUDI]) Kabupaten;

4. Ketua Tkatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA)
Kabupaten,;

S. Bunda PAUD Kelurahan;
6. Pengawas TK; dan
7. Penilik

Tugas kelompok kerja di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, yaitu:

a.

b.

membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai
dengan 6 {enam) tahun yang belum memasuki PAUD;

melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a
pada pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten
secara berjenjang;

melakukan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a secara
berkala dan mengevaluasi program penuntasan PAUD Pra SD;

memastikan anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun telah
terlayani di lembaga PAUD; dan

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaran
program penuntasan PAUD Pra SD sesuai dengan tugas masing-
masing.

Satuan PAUD memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan program
penuntasan PAUD Pra SD dan dapat menerima serta melayani Anak Usia
Dini tanpa pengecualian.

Satuan SD memiliki tanggung jawab untuk menerima siswa yang telah
menyelesaikan program pendidikan pada jenjang PAUD Pra SD dengan
melampirkan surat keterangan tamat belajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1
(2}
(3}

(1)

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD Pra SD
sebelum memasuki jenjang pendidikan SD.

Jumlah Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki
Jjenjang pendidikan SD paling rendah 10 (sepuluh} anak di satuan PAUD.

Penerimaan Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum
memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses
seleksi.

Program penuntasan PAUD Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan PAUD Pra SD Pemerintah Daerah dapat
bekerjasama dengan pihak swasta dan pihak terkait lainnya.

Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan pelayanan dan
sosialisasi kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan
penyelenggaraan PAUD Pra SD.

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD Pra SD dilaksanakan pada
Jjalur Pendidikan Formal, dan jalur Pendidikan nonformal.

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD Pra SD yvang dilaksanakan
pada jalur Pendidikan Formal dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TK,
RA atau BAdan TKLB.

Penyelenggaraan program penuntasan PAUD Pra SD yvang dilaksanakan
pada jalur Pendidikan Nonformal dilaksanakan pada Satuan Pendidikan
KB, TPA, dan SPS

Pasal 8

Pemerintah Daerah mewajibkan Anak Usia Dini mengikuti program PAUD
Pra SD.

Surat keterangan tamat belajar (SKTB) PAUD menjadi syarat utama untuk
memasuki jenjang pendidikan SD.

Dalam hal terdapat Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak
dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, maka
dapat mengurus surat keterangan tidak mampu kepada pemerintah Desa
dan Kelurahan dengan peraturan perundang-undangan,

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PAUD Pra SD dapat

memanfaatkan sumber daya manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan
yang ada di Daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.



(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

(2)

Pemanfaatan sumber daya manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan di
Daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam rangka percepatan program Penuntasan
PAUD Pra 8D di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkewajiban untuk
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Penuntasan PAUD
1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi :
a. peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b. pengelolaan proses belajar mengajar;
€. perencanaan dan evaluasi pembelajaran; dan
d. mengembangkan nilai-nilai moral agama, Fisik Motorik, Kognitif,
bahasa, sosial emosional dan kemandirian, serta seni dan kreatifitas.
Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program PAUD Pra SD sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi masukan,
proses, dan keluaran.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan secara berkala,
menyeluruh, transparan, sistematis, dan akuntabel.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui kelompok kerja melakukan pengawasan atas
pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD Pra SD
sesuai dengan kewenangannya.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi bahan
pembinaan dan evaluasi serta dilaporkan oleh kepala Dinas kepada
Bupati.

BAB VIl
ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 13

Anggaran penyelenggaraan PAUD Pra SD bersumber dari-

a.
b.

C.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan
program PAUD Pra SD, Pemerintah Daerah melalui kelompok kerja
penuntasan PAUD Pra SD sesuai dengan kewenangannya berkewajiban
menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani
oleh Dinas melalui pusat pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGA

.—"/-//Z'— - ”k\ ’

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR16




BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN
MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa guna meningkatkan akses layanan pendidikan yang
obyektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan bagi
seluruh masyarakat, perlu adanya pedoman dalam
penerimaan calon peserta didik baru pada satuan
pendidikan formal, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (Taman
Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan
Anak), Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar), Pendidikan
Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama) dan
Pendidikan Kesetaraan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu
menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Penerimaan
Calon Peserta Didik Baru di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Peserta
Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Kesetaraan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur

Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2021 tentang Penerimaan CPDB Pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  TEKNIS

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Kutai Kartanegara.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah
suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia 6 (enam)} tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sckolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk
Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah
satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari
SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara SD.

Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang
mencakup Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
Kejuruan.

Peserta Didik adalah anggota  masyarakat yang  berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah
penerimaan CPDB pada PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.

Calon Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut CPDB adalah calon
peserta didik yang mendaftar pada PPDB.

Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah anak kandung dari
Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah anak kandung dari Pendidik
dan Tenaga Kependidikan yang bekerja di sekolah tujuan pendaftaran
CPDB.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang seclanjutnya disebut KTP-el
adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana.

Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik yang dipetik
sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu

sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik,
pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus
diperbaharui secara online.

17. Portable Document Format yang selanjutnya disebut PDF adalah format file

multiplatfrom yang dikembangkan oleh Adobe System.Daerah adalah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Penerimaan CPBD dilaksanakan secara:

a.

b.

objektif, yakni PPDB baik CPDB maupun
pindahan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;

transparan, yakni PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh
masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindarkan

penyimpangan;

. akuntabel, yakni PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

baik prosedur maupun hasilnya;

. kompetitif, yakni PPDB dilakukan melalui seleksi yang Dbersifat

objektif;

. nondiskriminatif, yakni PPDB tanpa membedakan suku, agama, ras dan

golongan; dan

berkeadilan, yakni PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap
CPDB.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.

mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

b. menjaring Peserta Didik berprestasi di bidang Illmu Pengetahuan dan

C.

d.

Teknologi, olahraga, seni budaya dan bidang prestasi keahlian lainnya;
memberi kesempatan peserta didik yang berkebutuhan khusus;

memperlancar proses PPDB PAUD, Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan
Menengah (SMP) dan Pendidikan Kesetaraan:

. memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki jenjang

sekolah berikutnya secara tertib, terarah dan berkualitas;

memberikan jaminan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki
satuan pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan
berkeadilan;

. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas

tentang PPDB PAUD, Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah (SMP),
dan Pendidikan Kesetaraan di daerah;dan

.memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar

memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.



BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengumuman pendaftaran;

b. persyaratan;
c. jalur PPDB;
d. pendaftaran;

¢. seleksi;

f. pengumuman penetapan CPDB;

g. daftar ulang;

h. perpindahan peserta didik;

i. panitia PPDB;

J. pelaporan;

k. larangan dan sanksi;dan

l.pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IIt
PENGUMUMAN PENDAFTARAN
Pasal 5

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB dilakukan secara terbuka.
(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB dilaksanakan pada Mei
sampai dengan bulan Juli.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

a.
b.

c.

d.

c.

persyaratan CPDB sesuai dengan jenjangnya;
tanggal pendaftaran;

jalur pendaftaran yang terdiri atas jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur
prestasi dan/atau jalur perpindahan orangtua/wali;

jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7
{tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik;
dan

tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya
seperti {koran, facebook, instagram, website sekolah, whatsapp, radio
dan/atau baliho).



BAB IV
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan PAUD
Pasal 6

Persyaratan usia CPDB PAUD sebagai berikut:

a.

b.

taman penitipan anak untuk anak usia O (nol) sampai dengan 6 {(enam)
tahun;

Satuan PAUD Sejenis untuk anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6
(enam) tahun;

kelompok bermain terdiri atas:
1. kelompok bermain untuk anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4
(empat) tahun;dan/atau
2. kelompok bermain untuk anak usia 2 {dua) tahun sampai dengan 6
(enam) tahun
taman kanak- kanak terdiri atas:
1. kelompok A untuk anak usia paling rendah 4 {empat) tahun dan
paling tinggi 5 (lima) tahun;dan
2. kelompok B untuk anak usia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling
tinggi 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Persyaratan dokumen CPDB PAUD sebagai berikut:

a.
b.

(1)

melampirkan fotokopi KTP-€l orang tua/wali CPDB;

melampirkan fotokopi Kutipan Akta Lahir yang telah dilegalisir di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan lahir yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala
desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili
calon peserta didik;

melampirkan fotokopi KK yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil;

pas foto ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) dengan latar merah sebanyak 2
{dua) lembar;dan

Bagian Kedua
Persyaratan SD
Pasal 8

Persyaratan usia CPDB kelas 1 (satu) SD sebagai berikut:
a. berusia 7 (tujuh} tahun;dan



(2)

(3)

b. paling rendah berusia 6 {enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli

tahun berjalan.

SD memprioritaskan penerimaan CPDB kelas 1 (satu) SD bagi anak yang
berusia 7 (tujuh) tahun.

Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima} tabhun 6
(enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, bagi CPDB yang
memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang
dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari dewan guru sekolah asal
yang bersangkutan.

Pasal 9

Persyaratan dokumen CPDB SD sebagai berikut:

a.

file PDF scan asli Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) PAUD (bagi
yang ada);
file PDF scan asli KTP-¢l orang tua/wali CPDB;

file PDF scan asli Kutipan Akta kelahiran, atau surat keterangan lahir
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh
lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai
dengan domisili calon peserta didik;

file PDF scan asli KK dan atau surat keterangan domisili;

file PDF scan asli surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang mempekerjakan (khusus jalur mutasi);

file PDF scan asli Surat Keputusan {SK) terakhir/surat penugasan dari
Kepala Sekolah (khusus Jalur anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan);

file PDF scan asli rekomendasi psikolog atau dewan guru sekolah asal
yang bersangkutan (bagi CPDB dengan umur dibawah 6 (enam)
tahun);dan

file PDF scan asli kartu menuju sehat dan kartu kembang anak.
Bagian Ketiga
Persyaratan SMP
Pasal 10

Persyaratan usia CPDB kelas 7 (tujuh} SMP sebagai berikut:

a.

berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun
berjalan; dan

telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ Madrasah Ibtidaiyah /Paket A
atau bentuk lain yang sederajat dan dinyatakan lulus oleh pihak sekolah
dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus {SKL) Sementara
dari SD/ Madrasah Ibtidaiyah /Paket A atau bentuk lain yang sederajat.



Pasal 11

Persyaratan dokumen CPDB SMP sebagai berikut:

a.
b.

C.

file PDF scan asli Surat Keterangan Lulus (SKL);

file PDF scan asli KTP-el orang tua/wali calon Peserta Didik;

file PDF scan asli Kutipan Akta Kelahiran, atau surat keterangan lahir
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh
lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai
dengan domisili calon peserta didik;

file PDF scan asli KK;

file PDF scan asli kartu indonesia pintar (KIP)/surat keterangan penerima
beasiswa program indonesia pintar dari sekolah beserta buku rekening
penerima/kartu peserta program keluarga harapan (PKH)/surat
keterangan tidak mampu dan kartu kesejateraan lainnya (Khusus Jalur
Afirmasi);

file PDF scan asli sertifikat prestasi Peserta Didik (khusus jalur Prestasi);

file PDF scan asli surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang mempekerjekan (khusus jalur mutasi);dan

file PDF scan asli Surat Keputusan (SK} terakhir/Surat Penugasan dari
Kepala Sekolah (khusus jalur anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Pasal 12

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan
Pasal 10 hunuf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(1)

menyelenggarakan pendidikan khusus;
menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;dan
berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

Pasal 13

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dan Pasal 11, CPDB kelas 7 {tujuh) SMP yang berasal dari luar negeri
harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

Permohonan surat rekomendasi izin belajar berpedoman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} berlaku
untuk CPDB warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 14

Bagi sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing wajib
menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang
bersangkutan.



(2) Dalam hal sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing yang
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 15

CPDB penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan
Pasal 10 huruf a; dan

b. jjazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

Pasal 16

Persyaratan dokumen CPDB pada Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut:
a. persyaratan dokumen CPDB pada Pendidikan Kesetaraan (Paket A}
sebagai berikut:
1. fotokopi KTP-el orang tua/wali CPDB;
2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
3. fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli;
4. rapor kelas 3 (tiga) atau 4 (empat) jika putus SD/ Madrasah
Ibtidaivah;dan
5. fotokopi KTP-el Peserta Didik untuk usia 17 {tujuh belas) tahun
keatas.
b. Persyaratan dokumen CPDB pada Pendidikan Kesetaraan (Paket B)
sebagai berikut:
1. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD/ Madrasah Ibtidaivah /Paket
A (usia ijazah paling rendah 3 (tiga) tahun yang sudah dilegalisir;
fotokopi KTP-el orang tua/Wali CPDB;
fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli;

rapor kelas 7 (tujuh) atau 8 (delapan) jika putus SMP/ Madrasah
Tsanawiyah;dan
6. fotokopi KTP-el Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun
keatas.
c. Persyaratan dokumen CPDB pada Pendidikan Kesetaraan (Paket C)
sebagai berikut:
1. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP/ Madrasah Tsanawiyah
/Paket B (usia jjazah paling rendah 3 (tiga) tahun yang sudah
dilegalisir;

ok LN



(1)

(2)

(3)

(@)

(5)

fotokopi KTP-el orang tua/wali CPDB,;
fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan
fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli.

rapor kelas 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas} jika putus Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah;dan

6. fotokopi KTP-el Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun

A

keatas.
BAB V
Jalar PPDB
Pasal 17
Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
a. zonasi;
b. afirmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali, anak Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;dan
d. prestasi.

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jalur zonasi SD memberi kesempatan kepada CPDB dengan kuota
70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;dan

b. jalur zonasi SMP yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan
kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. jalur afirmasi SD yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan
kuota 25% (dua puluh persen) dari daya tampung sekoiah;dan

b. jalur afirmasi SMP yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan
kuota 15% (lima belas persen} dari daya tampung sekolah.,

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf c¢ terdiri
atas:

a. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan SMP yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan
kuota untuk jenjang SMP 5% (lima persen) dari daya tampung
sekolah; dan

b. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan SD yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan
jenjang SD 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3)

huruf b dan ayat 4 huruf a dengan kouta 30% (tiga puluh persen) dari

daya tampung sekolah.



(1)

@)

3}

)

(6)

(7)

8)

(9)

Bagian Kesatu
Jalur Zonasi
Pasal 18

Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi CPDB yang
berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.

Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prinsip
mendekatkan domisili CPDB dengan sekolah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Domisili CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat
pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal
pendaftaran PPDB.

Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh
CPDB karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat
keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rulkun tetangge -
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. bencana alam; dan

b. bencana sosial.

Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan oleh ketua rukun tetangga yang dilegalisir oleh lurah/kepala
desa.

Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat
mengenai keterangan bahwa CPDB yang bersangkutan telah berdomisili
paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan
domisili.

Sekolah memprioritaskan CPDB yang memiliki KK atau surat keterangan
domisili dalam 1 {satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal.

CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1
(satu) wilayah zonasi.

(10} Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah

zonasi yang telah ditetapkan, CPDB dapat melakukan pendaftaran PPDB
melalui:

a. jalur afirmasi; dan

b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang
memenuhi persyaratan.

(11) Daftar zonasi PPDB SD tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Daftar zonasi PPDB SMP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

{5)

(1)

)

Bagian Kedua
Jalur Afirmasi
Pasal 19
Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b,
diperuntukkan bagi CPDB:
a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;dan
b. penyandang disabilitas.

CPDB yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan CPDB yang
berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang
bersangkutan.

CPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan

dengan:

a. bukti keikutsertaan CPDB dalam program penanganan keluarga
tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti
kartu Indonesia pintar {KIP), surat keterangan penerima heasiswa
Program Indonesia pintar dari sekolah beserta buku rekening
penerima, kartu peserta program keluarga harapan (PKH), surat
keterangan tidak mampu dan kartu kesejateraan lainnya; dan

b. surat pernyataan dari orang tua/wali CPDB yang menyatakan

bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti

keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan CPDB dalam
program penanganan keluarga tidak mampu, maka proses seleksi bagi
yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.
Dalam hal CPDB yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui
jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan CPDB

dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal CPDB yang
terdekat dengan sekolah.

Bagian Ketiga
Jalur perpindahan tugas orangtua/wali, anak Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pasal 20

Jalur perpindahan tugas orangtua/wali, anak Pendidik dan Tenaga
Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c,
diperuntukkan bagi CPDB yang orangtua/wali, anak Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.

Pindah tugas sebagaimana dimaksud ayat {1} dibuktikan dengan surat
penugasan dari:



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

()

(3)

(4)

{5)

(6)
{7)

a. instansi;
b. lembaga;
c. kantor; dan

d. perusahaan yang mempekerjakan.

Perpindahan tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan
lurah/kepala desa setempat.
Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali,

anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka sisa kuota dapat
dialokasikan untuk CPDB pada sckolah tempat orang tua/wali mengajar.

Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali,
anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan diprioritaskan pada jarak
tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan sekolah.

Untuk anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan surat keputusan terakhir/surat
penugasan dari kepala sekolah.

Bagian Keempat
Jalur Prestasi
Pasal 21

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d
diperuntukan bagi CPDB di dalam dan luar zona yang sudah ditetapkan.

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan:

a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai
rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau

b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan
sertifikat atau piagam yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

CPDB yang memiliki prestasi non akademik mendapat penambahan nilai
yang diperhitungkan dalam seleksi dan penentuan peringkat PPDB.

penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi dan penentuan
peringkat PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat {4} tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Setiap CPDB diberikan pilihan paling banyak 2 {dua) sekolah.

Sertifikat kejuaraan atau piagam yang dikeluarkan oleh induk
organisasi/lembaga penyelenggara asli dan fotokopi yang dilegalisir dan
diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun
sejak tanggal pendaftaran PPDB, bukan seclembar kertas surat
keterangan.
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Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDAFTARAN

Pasal 22
Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam

jaringan.
Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan
persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan
melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen
yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 23

Pendaftaran PPDB secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan dengan:

a. CPDB membuka situs website https://ppdb.kukarkab.go.id pada
jadwal yang sudah ditentukan;

b. CPDB mengisi formulir pendaftaran dalam jaringan dan menentukan
titik koordinat tempat tinggal pada website PPDB;

c. CPDB mengupload dokumen persyaratan pendaftaran melalui
website PPDB; dan

d. CPDB mencetak tanda bukti pendaftaran dalam jaringan dan
menandatangani dan kemudian menyimpan tanda  bukti
pendaftaran.

Dokumen pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia PPDB sekolah secara
online.

CPDB dapat melihat hasil verifikasi dan mencetak bukti verifikasi paling
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat pendaftaran.

Dalam hal hasil verifikasi terdapat kekurangan/ kesalahan pengisian
data atau upload dokumen maka CPDB segera melakukan perbaikan
melalui website PPDB.

Dalam hal CPDB yang mengalami masalah/kesulitan dalam mendaftar
secara dalam jaringan dapat datang langsung ke sekolah tujuan
untuk di bantu oleh operator melakukan pendaftaran dalam jaringan.

Prosedur pendaftaran apabila mengalami masalah/ kesulitan dalam
mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
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a. CPDB datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas
persyaratan pendaftaran;

b. CPDB mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia sekolah,
kemudian menyerahkannya kembali kepada panitia sekolah beserta
persyaratan pendaftaran sesuai dengan nomor urut pendaftaran; dan

c. panitia sekolah melakukan inputing data pendaftaran peserta ke
laman website PPDB.

Panitia seckolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta
terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan
pendaftaran dalam jaringan di sekolah dengan protokol keschatan
pencegahaan COVID-19.

Pasal 24

Pendaftaran PPDB secara luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (4), dilaksanakan dengan cara:

a. pendaftaran CPDB bagi jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan
Pendidikan Kesetaraan dilakukan secara serempak sesuai dengan
jadwal yang sudah ditetapkan;

b. CPDB datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa
persyaratan yang ditentukan dan menyerahkannya kepada panitia
dengan protokol kesehatan pencegahaan COVID-19;

c. CPDB yang hadir dibatasi 10 (sepuluh) orang antrian dengan cara
mengambil nomor antrian yang disediakan oleh panita sekolah; dan

d. CPDB dapat memantau jurnal seleksi pendaftaran pada laman resmi
PPDB dalam jaringan setiap hari sclama masa pendaftaran.

CPDB yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi
dinyatakan tidak diterima sekolah pilihan selama proses seleksi
berlangsung, dapat mendaftar di sekolah lain.

CPDB hanya dapat memilih 1 {satu} jalur pendaftaran PPDB dalam 1
(satu) wilayah zonasi.
Pasal 25
CPDB jenjang SMP yang berasal dari:
a. lulusan sekolah dasar tahun sebelumnys;

b. lulusan dari Satuan Pendidikan di luar wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara; dan

c.berasal dari lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A.

harus melakukan pra pendaftaran untuk menginput database kedalam
sistem aplikasi PPDB.

Persyaratan dokumen pra pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebagai berikut:
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a. file PDF scan asli ijazah aslifsurat keterangan lulus (SKL) dari SD/
Madrasah Ibtidaiyah /Paket A dan sederajat;

b. file PDF scan asli KTP-el orang tua/wali CPDB;

c. file PDF scan asli Kutipan akte kelahiran; dan

d. file PDF scan asli KK.

Dalam melakukan pra pendaftaran dilaksanakan dengan:

a. CPDB membuka situs website pada
jadwal yang sudah ditentukan;

b. CPDB mengisi formulir pra pendaftaran dalam jaringan;

c. CPDB menguplod dokumen persyaratan pra pendaftaran melalui
website PPDB; dan

d. CPDB mencetak tanda bukti pra pendaftaran dalam jaringan.

Dokumen pra pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia PPDB

kabupaten.

CPDB dapat melihat hasil verifikasi pra pendaftaran paling lambat 1x24

(satu kali dua puluh empat) jam sejak saat pendaftaran.

Dalam hal pengajuan verifikasi pra pendaftaran sudah di setujui oleh
panitia PPDB kabupaten maka CPDB dapat melakukan pendaftaran
secara dalam jaringan sesuai dengan jadwal vang sudah ditentukan.

Pasal 26
Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender
pendidikan.
Jadwal PPDB tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SELEKSI

Pasal 27
Seleksi PPDB untuk CPDB PAUD dilakukan apabila jumlah pendaftar

melebihi daya tampung,.

Seleksi untuk CPDB PAUD mempertimbangkan kriteria dengan urutan
prioritas sebagai berikut:

a usia; dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Proses scleksi PPDB pada PAUD dilaksanakan secara langsung dengan
memperhatikan kalender pendidikan.

Pasal 28

Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk
CPDB kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan
prioritas sebagai berikut:
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a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal usia CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sama, maka penentuan CPDB didasarkan pada jarak tempat tinggal
CPDB terdekat dengan sekolah.

Dalam hal jarak tempat tinggal CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat
{(2) sama, maka penentuan Peserta Didik diterima didasarkan pada waktu
pendaftaran di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.

Seleksi CPDB kelas 1 (satu) SD tidak boleh:

a. dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung;
dan.

b. mempersyaratkan kepada calon Peserta Didik telah mengikuti
pendidikan TK.
Pasal 29

Seleksi CPDB kelas 7 (tujuh) SMP pada jalur zonasi, dilakukan dengan
memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan.

Dalam hal jarak tempat tinggal CPDB dengan sckolah sama, maka seleksi
untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunaksn usia
Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Kutipan akta kelahiran.

Dalam hal jarak dan usia sama maka penentuan CPDB yang diterima
berdasarkan waktu pendaftaran, yang lebih awal mendaftar yang
dinyatakan lulus seleksi.

Seleksi CPDB untuk kelas 7 (tujuh) SMP pada jalur prestasi dilakukan
dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah
berdasarkan:

a. skor nilai rapor (NR), skor rangking (SR), Skor prestasi akademik dan
non akademik atau prestasi non kompetensi (P)/Skor Akhir = NR + SR
+ P

b. urutan pilihan sekolah;
c. usia calon CPDB;

d. jika terdapat jumlah skor yang sama maka penetapannya berdasarkan
pembobotan perolehan Nilai rapor atau Ujian Pendidikan Kesetarsan
dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam; dan

e. waktu pendaftaran ke sekolah.
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Pasal 30

Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah CPDB
yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan
CPDB tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menyalurkan kelebihan CPDB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi

yang sama.
Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) tidak tersedia, CPDB disalurkan ke sekolah lain dalam
zonasi terdekat.

Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi
PPDB.

Dalarn pelaksanaan PPDB, sckolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dilarang:

a. mepambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang

ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar
dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan;
dan

b. menambah ruang kelas baru.

BAB VIII
PENGUMUMAN PENETAPAN CPDB
Pasal 31

Pengumuman penetapan CPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf d melalui website masing-masing sekolah, media sosial
seperti facebook, instagram dan whatsapp).

Pengumuman penetapan CPDB dilakukan sesuai dengan jalur
pendaftaran dalam PPDB.

Penetapan CPDB dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang
dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala
Sekolah.

Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
definitif, maka penetapan CPDB dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX
DAFTAR ULANG
Pasal 32

CPDB yang dinyatakan diterima harus melakukan Daftar ulang.

Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara hadir di
sekolah.
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Panitia sckolah membuat jadwal CPDB yang akan melakukan daftar
ulang.

CPDB wajib membawa dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan
persyaratan.

CPDB vang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang/lapor diri sesuai
jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak
dapat mengajukan pendaftaran PPDB kembali.

Dalam hal terdapat CPDB yang tidak daftar ulang/ lapor diri sesua?
dengan jadwal yang ditentukan maka pihak seckolah dapat memberi
kesempatan kepada CPDB berikutnya (di bawah batas kuota diterima]
pada daftar rekap hasil pengumuman PPDB dalam jaringan, sesuai

dengan batas kuota masing-masing sekolah, dengan cara menghubungi
CPDB yang bersangkutan untuk mendaftar ulang.

BAB X
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 33
Perpindahan Peserta Didile antar Sekolah dalam 1 (satu} Dacrah maupun
dari luar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah
asal dan Kepala Sekolah yang dituju.

Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui
Dapodik.

Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Perpindahan Peserta Didik kelas 1 (satu) (SD} dan kelas 7 (tujuh) (SMP)
dapat dilakukan setelah memiliki rapor semester 1 (satu).

Pasal 34

Peserta Didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah
setelah memenuhi:

a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;

b. surat rekomendasi izin belajar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan

c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah
yang dituju.

Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah
setelah memenubhi:

a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan

bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan
Pendidikan jenjang sebelumnya;



surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
surat rekomendasi izin belajar sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;dan

lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah

yang dituju.

BAB XI
PANITIA PPBD
Pasal 35

(1) Panitia Pelaksana PPDB terdiri atas:
a.Panitia PPDB Kabupaten;dan
b.Panitia PPDB satuan pendidikan

Panitia PPDB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan oleh Bupati dan mempunyai tugas sebagai

(2)

(3)

berikut:

a. membentuk Posko Pelayanan dalam rangka melayani sekolah dan
masyarakat;

b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan PPDB kepada seckolah dan
masyarakat;

¢. melayani proses pra pendaftaran CPDB lulusan luar Kabupaten
Kutai Kartanegara atau lulusan tahun sebelumnya;

d. menerima dan menyelesaikan keluhan dan aduan masyarakat;dan

€. menyusun dan menyampaikan laporan.

Panitia PPDB satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala sckolah dan mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. membentuk panitia PPDB di tingkat sekolah;

b.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan system
pendaftaran dan zonasi akhir bulan Mei sampai dengan awal bulan
Juli 2022;

menyediakan ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya
dengan mengacu pada Protokol Pencegahan Covid-19 jika terpaksa
harus melayani pendaftaran di sekolah;

membantu calon peserta didik dalam melakukan pengajuan pra
pendaftaran;

Melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan titik koordinat calon
peserta didik secara online;

menyediakan ruang verifikasi berkas yang mengacu pada Protokol
Pencegahan Covid-19 (saat daftar ulang};

verifikasi berkas yang menghadirkan calon peserta didik di sekolah
harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan
kerumunan dan melanggar Protokol pencegahan Covid-19;
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h. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sclama pelaksanaan PPDB;
i. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta
mengembalikan dokumen apabila calon CPDB mengundurkan diri;

j. menetapakan dan mengumumkan hasil seleksi PPDB secara online
atau dengan cara lain yang tidak menimbulkan kerumunan;

k. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;

1. mencatat dan memberikan tanda bukt lapor diri calon CPDB yang
diterima; dan

m. membuat laporan dan menyerahkan ke Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 1 (satu)
minggu setelah pengumuman dilakukan.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 36

Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik
antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kanal pelaporan untuk
menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB
melalai laman ppdb.kukarkab@gmail.com.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan
PPDB kepada Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit
pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu
pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah pelaksanaan PPDB.

BAB XIII
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 37

Sekolah dilarang melakukan pendaftaran diluar jadwal yang sudah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) dan atau Bantuan Operasional Kabupaten
(BOSKAB) baik negeri maupun swasta dilarang memungut biaya dalam
bentuk apapun selama kegiatan PPDB dan pergantian jenjang kelas.
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Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. penundaan;dan

¢. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 38

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dengan menugaskan Tim Pengendali dan pengawasan.

Tim pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;

Inspektorat Daerah;

Kepala Bidang SMP;

Kepala Bidang SD;

Kepala Bidang FAUD dan PNFI;

Kepala UPT Pusdatin;

Kepala Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika;dan
i. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar
kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip PPDB dan
ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.

Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses
pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, sampai dengan pelaporan.

&
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Tim pengendalian dan pengawasan berkewajiban menyampaikan laporan
tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai
dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-
masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian
akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
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Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada
pejabat terkait yang memerlukannya, serta dapat disampaikan kepada
publik.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6} tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 39

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam
petunjuk teknis ini dilakukan oleh tim pemantau dan evaluasi.

Tim pemantau dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana maksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Koordinator Pengawas SMP;
b. Koordinator Pengawas SD;

¢. Koordinator Pengawas TK;dan
d. Dewan Pendidikan.

Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB yang
berkenaan dengan aspek:

a. keterlaksanaan program;
b.  ketercapaian hasil pelaksanaan program;
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;

ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang
dibutuhkan; dan

e. kesiapan SDM pelaksana.

0

Tim pemantau dan evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan
tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan melalui tim pengendali.

Dalam melaksanakan tugasnya tim pemantau dan evaluasi dibantu oleh
sekretariat.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 9 Mei 2022
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

. .

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Mei 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN AJARAN 2022/2023

DAFTAR ZONASI PPDB SD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN AJARAN 2022/2023

ZONASI
NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN mm KECAMATAN | ‘pooltl | kET
RELUARGA

1 | 2 3 4 5 6

1 | SD Negeri 001 Anggana Sungai Meriam Anggana 56 | Luring
2 | SD Negeri 002 Anggana Sungai Meriam Anggana 28 | Luring

3 | SD Negeri 003 Anggana Sungai Meriam Anggana 84 | Luring
4 | SD Negeri 004 Anggana Sungai Meriam Anggana 56 Luring
5 | SD Negeri 005 Anggana Sungai Meriam Anggana 28 Luring
6 | SD Negeri 006 Anggana Anggana Anggana 56 | Luring

7 | SD Negeri 007 Anggana Anggana Anggana 28 Luring
8 | SD Negeri 008 Anggana Sidomulyo Anggana 56 Luring
9 | SD Negeri 009 Anggana Sidomulyo Anggana 28 Luring '
10 | SD Negeri 010 Anggana Kuted Lama Anggana 84 Luring
11 | SD Negeri 011 Anggana Handil Terusan Anggana 28 | Luring
12 | SD Negeri 012 Anggana Handil Terusan Anggana 28 | Luring
13 | SD Negeri 013 Anggana Handil Terusan Anggana 56 Luring
14 | SD Negeri 014 Anggana Tani Baru Anggana 28 Luring
15 | SD Negeri 015 Anggana Muara Pantuan Anggana 28 | Luring
16 | SD Negeri 016 Anggana Sepatin Anggana 56 | Luring
17 | SD Negeri 017 Anggana Sepatin Anggana 28 | Luring
18 | SD Negeri 018 Anggana Kutai Lama Anggana 28 Luring
19 | SD Negeri 019 Anggana Handil Terusan Anggana 28 | Luring
20 | SD Negeri 020 Anggana Handil Terusan Anggana 28 | Luring
21 | SD Negeri 022 Anggana Tani Baru Angeana 28 | Luring
22 E;E? 001 Kembang Kembang Janggut | Kembang Janggut | 28 | Luring
23 ?:;g;ug‘t’“ 002 Kembang Kembang Janggut | Kembang Janggut | 28 | Luring
24 ?:;;ucgs'l 003 Kembang Bukit Layang Kembang Janggut 28 Luring
25 ?Bng_:ugfﬁ 004 Kembang Hambau Kembang Janggut | 56 | Luring
26 | 5D Negeri 005 Kembang Genting Tanah Kembang Janggut | 28 | Luring

Janggut
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27 | SD Negeri 006 Kembang Janggut | Kelekat Kembang Janggut 28 Luring
28 | SD Negeri 007 Kembang Janggut | Perdana Kembang Janggut 28 Luring
29 | SD Negeri 008 Kembang Janggut | Pulau Pinang Kembang Janggut 28 Luring
30 | SD Negeri 009 Kembang Janggut | Hambau Kembang Janggut 28 Luring
31 | SD Negeri 010 Kembang Janggut Genting Tanah Kembang Janggut 28 Luring
32 | SD Negeri 011 Kembang Janggut | Long Beleh Haloq Kembang Janggut 28 Luring
33 | SD Negeri 012 Kembang Janggut Long Beleh Modang | Kembang Janggut 28 Luring
34 | SD Negeri 013 Kembang Janggut | Loa Sakoh Kembang Janggut 28 Luring
35 | SD Negeri 014 Kembang Janggut | Muai Kembang Janggut 28 Luring
36 | SD Negeri 015 Kembang Janggut | Long Beleh Modang | Kembang Janggut 28 Luring
37 | SD Negeri 001 Kenohan Teluk Muda Kenohan 28 Luring
38 | SD Negeri 002 Kenohan Tuana Tuha Kenohan 28 Luring
39 | SD Negeri 003 Kenohan Semayang Kenohan 28 Luring
40 | SD Negeri 004 Kenohan Tubuhan Kenohan 28 Luring
41 | SD Negeri 005 Kenohan Kahala Kenohan 28 Luring
42 | SD Negeri 006 Kenohan Lamin Telihan Kenohan 28 Luring
43 | SD Negeri 007 Kenohan Kahala Kenochan 28 Luring
44 | SD Negeri 008 Kenohan Teluk Bingkai Kenohan 28 Luring
45 | SD Negeri 009 Kenohan Semayang Kenohan 28 Luring
46 | SD Negeri 010 Kenohan Tuana Tuha Kenohan 28 Luring
47 | SD Negeri 011 Kenohan Kahala Kenohan 28 Luring |
48 | SD Negeri 012 Kenohan Tuana Tuha Kenohan 28 Luring
49 | SD Negeri 013 Kenohan Lamin Telihan Kenohan 28 Luring
50 | SD Negeri 014 Kenohan Lamin Pulut Kenohan 28 Luring
51 | SD Negeri 001 Kota Bangun Kota Bangun Ilir Kota Bangun 28 Luring
52 | SD Negeri 002 Kota Bangun Kota Bangun Ilir Kota Bangun 28 Luring
53 | SD Negeri 003 Kota Bangun Kota Bangun Ulu Kota Bangun 56 Luring
54 | SD Negeri 004 Kota Bangun Liang Ulu Kota Bangun 28 Luring
55 | SD Negeri 005 Kota Bangun Liang Ulu Kota Bangun 56 Luring
56 | SD Negeri 006 Kota Bangun Kota Bangun Ulu Kota Bangun 28 Luring
57 | SD Negeri 007 Kota Bangun Sebelimbingan Kota Bangun 28 Luring
58 | SD Negeri 008 Kota Bangun Loleng Kota Bangun 28 Luring
59 | SD Negeri 009 Kota Bangun Kedang Murung Kota Bangun 28 Luring
60 | SD Negeri 010 Kota Bangun Kedang Ipil Kota Bangun 56 Luring
61 | SD Negeri 011 Kota Bangun Pela Kota Bangun 28 Luring
62 | SD Negeri 012 Kota Bangun Sedulang Kota Bangun 28 Luring
63 | SD Negeri 013 Kota Bangun Kota Bangun I Kota Bangun 28 Luring
64 | SD Negeri 014 Kota Bangun Kedang Murung Kota Bangun 28 Luring
65 | SD Negeri 015 Kota Bangun Liang Ulu Kota Bangun 28 Luring
66 | SD Negeri 016 Kota Bangun Muhuran Kota Bangun 28 Luring
67 | SD Negeri 017 Kota Bangun Kota Bangun 1I Kota Bangun 56 Luring
68 | SD Negeri 018 Kota Bangun Kota Bangun III Kota Bangun 28 Luring
69 | SD Negeri 019 Kota Bangun g;’mg““ Kota Bangun 28 | Luring
70 | SD Negeri 020 Kota Bangun gz;‘;rgn“’g‘g‘m Kota Bangun 28 | Luring
71 | SD Negeri 021 Kota Bangun Liang llir Kota Bangun 28 Luring
72 | SD Negeri 022 Kota Bangun Kedang Ipil Kota Bangun 28 Luring
73 | SD Negeri 023 Kota Bangun Liang Ilir Kota Bangun 28 Luring
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74 | SD Negeri 024 Kota Bangun Kota Bangun [ Kota Bangun 28 Luring
75 | SD Negeri 025 Kota Bangun Kota Bangun II Kota Bangun 28 Luring
76 | SD Negeri 026 Kota Bangun Kota Bangun Ilir Kota Bangun 28 Luring
77 | SD Negeri 027 Kota Bangun Kota Bangun 11 Kota Bangun 28 Luring
78 | SD Negeri 028 Kota Bangun Sumber Sari Kota Bangun 28 Luring
79 | SD Negeri 029 Kota Bangun Sarinadi Kota Bangun 28 Luring
80 | SD Negeri 030 Kota Bangun Sukabumi Kota Bangun 28 Luring
81 | SD Negeri 032 Kota Bangun Sarinadi Kota Bangun 28 Luring
82 | SD Negeri 033 Kota Bangun Sumber Sari Kota Bangun 28 Luring
83 | SD Negeri 034 Kota Bangun Sangkuliman Kota Bangun 28 Luring
84 | SD Negeri 035 Kota Bangun Loleng Kota Bangun 28 Luring
85 | SD Negeri 036 Kota Bangun Loleng Kota Bangun 28 Luring
86 | SD Negeri 037 Kota Bangun Wonosari Kota Bangun 28 Luring
87 | SD Negeri 038 Kota Bangun Benua Baru Kota Bangun 28 Luring
88 | SD Negeri 001 Loa Janan Loa Duri Dir Loa Janan 140 Daring
89 | SD Negeri 002 Loa Janan Purwajaya Loa Janan 28 Daring
90 | SD Negeri 003 Loa Janan Loa Janan Ulu Loa Janan 84 Daring
91 | SD Negeri 004 Loa Janan Purwajaya Loa Janan 56 Luring
92 | SD Negeri 005 Loa Janan Batuah Loa Janan 28 Daring
93 | SD Negeri 006 Loa Janan Loa Duri Ulu Loa Janan 112 Daring
94 | SD Negeri 007 Loa Janan Bakungan Loa Janan 28 Luring
95 | SD Negeri 008 Loa Janan Loa Duri Ulu Loa Janan 28 Luring
96 | SD Negeri 009 Loa Janan Bakungan Loa Janan 28 Luring
97 | SD Negeri 010 Loa Janan Batuah Loa Janan 28 Luring
98 | SD Negeri 011 Loa Janan Bakungan Loa Janan 84 Luring
99 | SD Negeri 012 Loa Janan Loa Duri Ilir Loa Janan 112 Luring
100 | SD Negeri 013 Loa Janan Loa Duri Ilir Loa Janan 28 Luring
101 | SD Negeri 014 Loa Janan Loa Janan Ulu Loa Janan 112 Daring
102 | SD Negeri 015 Loa Janan Tani Bakti Loa Janan 56 Luring
103 | SD Negeri 016 Loa Janan Batuah Loa Janan 28 Luring
104 | SD Negeri 017 Loa Janan Bakungan Loa Janan 84 Luring
105 | SD Negeri 018 Loa Janan Batuah Loa Janan 28 Luring
106 | SD Negeri 019 Loa Janan Purwajaya Loa Janan 28 Luring
107 | SD Negeri 020 Loa Janan Tani Bakti Loa Janan 28 Luring
108 | SD Negeri 021 Loa Janan Batuah Loa Janan 28 Luring
109 | SD Negeri 022 Loa Janan Loa Duri Ulu Loa Janan 28 Luring
110 | SD Negeri 023 Loa Janan Loa Janan Ulu Loa Janan 28 Luring
111 | SD Negeri 024 Loa Janan Tani Harapan Loa Janan 28 Luring
112 | SD Negeri 025 Loa Janan Batuah Loa Janan 28 Luring
113 | SD Negeri 026 Loa Janan Loa Duri Ilir Loa Janan 56 Luring
114 | SD Negeri 027 Loa Janan Batuah Loa Janan 28 Luring
115 | SD Negeri 028 Loa Janan Tani Harapan Loa Janan 28 Luring
116 | SD Negeri 029 Loa Janan Tani Harapan Loa Janan 28 Luring
117 | SD Negeri 001 Loa Kulu Jembayan Loa Kulu 56 Luring
118 | SD Negeri 002 Loa Kulu Loh Sumber Loa Kulu 56 Daring
119 | SD Negeri 003 Loa Kulu Loa Kulu Kota Loa Kulu 56 Daring
120 | SD Negeri 004 Loa Kulu Rempanga Loa Kulu 56 Luring
121 | SD Negeri 005 Loa Kulu Loa Kulu Kota Loa Kulu 28 Luring
122 | SD Negeri 006 Loa Kulu Loa Kulu Kota Loa Kulu 56 Luring
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125 | SD Negeri 007 Loa Kulu Sepakat Loa Kulu 56 Luring
126 | SD Negeri 008 Loa Kulu Jembayan Dalam Loa Kulu 28 Luring
125 | SD Negeri 009 Loa Kulu Ponoragan Loa Kulu 56 Luring
126 | SD Negeri 010 Loa Kulu Sumber Sari Loa Kulu 28 Luring
127 | SD Negeri 011 Loa Kulu Jembayan Loa Kulu 28 Luring
128 | SD Negeri 012 Loa Kulu Jembayan Dalam Loa Kulu 28 Luring
129 | SD Negeri 013 Loa Kulu Jembayan Tengah | Loa Kulu 56 Luring
130 | SD Negeri 014 Loa Kulu Sungai Payang Loa Kulu 56 Luring
131 | SD Negeri 015 Loa Kulu Loh Sumber Loa Kulu 28 Luring
132 | SD Negeri 016 Loa Kulu Jembayan Loa Kulu 140 Daring
133 | SD Negeri 017 Loa Kulu Loa Kulu Kota Loa Kulu 28 Luring
134 | SD Negeri 018 Loa Kulu Sumber Sari Loa Kulu 56 Luring
135 | SD Negeri 019 Loa Kulu Jongkang Loa Kulu 56 Luring
136 | SD Negeri 020 Loa Kulu Sungai Payang Loa Kulu 28 Luring
137 | SD Negeri 021 Loa Kulu Margahayu Loa Kulu 28 Luring
138 | SD Negeri 022 Loa Kulu Jonggon Jaya Loa Kulu 28 Luring
139 | SD Negeri 023 Loa Kulu Jonggon Desa Loa Kulu 28 Luring
140 | SD Negeri 024 Loa Kulu Jembayan Loa Kulu 28 Luring
141 { SD Negeri 025 Loa Kulu Loh Sumber Loa Kulu 28 Luring
142 | SD Negeri 026 Loa Kulu Rempanga Loa Kulu 28 Luring
143 | SD Negeri 027 Loa Kulu Margahayu Loa Kulu 56 Luring
144 | SD Negeri 028 Loa Kulu Jonggon Jaya Loa Kulu 28 Luring
145 | SD Negeri 029 Loa Kulu Jongkang Loa Kulu 28 Luring
146 | SD Negeri 030 Loa Kulu Jonggon Jaya Loa Kulu 28 Luring
147 | SD Negeri 031 Loa Kulu Jonggon Desa Loa Kulu 28 Luring
148 | SD Negeri 032 Loa Kulu Desa Tudungan Loa Kulu 28 Luring
149 | SD Negeri 001 Marang Kayu Sebuntal Marang Kayu 28 Luring
150 | SD Negeri 002 Marang Kayu Kersik Marang Kayu 28 Luring
151 | SD Negeri 003 Marang Kayu Semangkok Marang Kayu 28 Luring
152 | SD Negeri 004 Marang Kayu Semangkok Marang Kayu 28 Luring
153 | SD Negeri 005 Marang Kayu Sebuntal Marang Kayu 56 Luring
154 | SD Negeri 006 Marang Kayu Bunga Putih Marang Kayu 28 Luring
155 | SD Negeri 007 Marang Kayu Sebuntal Marang Kayu 28 Luring
156 | SD Negeri 008 Marang Kayu Sambera Baru Marang Kayu 28 Luring
157 | SD Negeri 009 Marang Kayu Sebuntal Marang Kayu 28 Luring
158 | SD Negeri 010 Marang Kayu Sambera Baru Marang Kayu 28 Luring
159 | SD Negeri 011 Marang Kayu Makarti Marang Kayu 56 Luring
160 | SD Negeri 012 Marang Kayu Perangat Selatan Marang Kayu 56 Luring
161 | SD Negeri 013 Marang Kayu Perangat Baru Marang Kayu 28 Luring
162 | SD Negeri 014 Marang Kayu Santan Ulu Marang Kayu 28 Luring
163 | SD Negeri 015 Marangkayu Santan Tengah Marang Kayu 28 Luring
164 | SD Negeri 016 Marang Kayu Santan Tengah Marang Kayu 28 Luring
165 | SD Negeri 017 Marang Kayu Santan Tengah Marang Kayu 28 Luring
166 | SD Negeri 018 Marang Kayu Santan Ilir Marang Kayu 28 Luring
167 | SD Negeri 019 Marang Kayu Santan Ilir Marang Kayu 28 Luring
168 | SD Negeri 020 Marang Kayu Santan Ulu Marang Kayu 28 Luring
169 | SD Negeri 021 Marang Kayu Santan Ulu Marang Kayu 56 Luring
170 | SD Negeri 022 Marang Kayu Semangkok Marang Kayu 28 Luring
171 | SD Negeri 023 Marang Kayu Santan Ilir Marang Kayu 28 Luring
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172 | SD Negeri 024 Marang Kayu Santan Ulu Marang Kayu 28 Luring
173 | SD Negeri 001 Muara Badak Seliki Muara Badak 84 Luring
174 | 8D Negerl 002 Muara Badak Muara Badak Ula | Muara Badak 56 During
175 | SD Negeri 003 Muara Badak Muara Badak Dlir Muara Badak 112 Luring

{ 176 { SD Negeri 004 Muara Badak Tanjung Limau Muara Badak 28 Luring

Tanah Datar Muara Badak
177 | 8D Negeri 005 Muara Badak Samarinda Utara 56 Duaring
Sungai Biring {Bamarinda)

178 | SD Negeri 006 Muara Badak g:;“m Badak | vy ara Badak 56 | Luring

| 179 | 8D Negeri 007 Muara Badak Muara Badak Ulu | Muara Badak 56 Daring
180 | SD Negeri 008 Muara Badak Salo Palai Muara Badak 28 Luring
181 | SD Negeri 009 Muara Badak Sos Alam Badak | pryara Badak 84 | Luring .
182 | BD Negeri 010 Muara Badak Tanjung Liman Muara Badak 28 Daring
183 | SD Negeri 011 Muara Badak Salo Cella Muara Badak 56 Luring
184 | BD Negeri 012 Moarn Badak Badak Baru Muara Badak B& Daring
185 | SD Negeri 013 Muara Badak Tanjung Limau Muara Badak 28 Luring
186 | SD Negeri 014 Muara Badak Sungai Bawang Muara Badak 28 Luring
187 | 8D Negeri 015 Muara Badak Badak Baru Muara Badak 56 Luring
188 | SD Negeri 016 Muara Badak g:;“am Badak | \iarm Badak 28 | Luring
189 | SD Negeri 017 Muara Badak Badak Baru Muara Badak 84 Luring
190 | SD Negeri 018 Muara Badak Tanah Datar Muara Badak 28 Luring
191 | SD Negeri 019 Muara Badak Batu-Batu Muara Badak 84 Luring
192 | SD Negeri 020 Muara Badak Tanjung Limau Muara Badak 23 Luring

| 193 | SD Negeri 021 Muara Badak Suka Damai Muara Badak 28 Luring
194 | SD Negeri 022 Muara Badak Seliki Muara Badak 28 Luring
195 | SD Negeri 023 Muara Badak Seliki Muara Badak 28 Luring
196 | 8D Negeri 024 Muara Badak Badek Mekar Muara Badak 28 Luring
197 | SD Negeri 025 Muara Badak Badak Mekar Muara Badak 28 Luring
198 | SD Negeri 026 Muara Badak Suka Damai Muara Badak 28 Luring
199 | SD Negeri 001 Muara Jawa ,[’fie“ml Jawa Muara Jawa 28 Luring
200 | SD Negeri 002 Muara Jawa | Muara Kembang Muara Jawa 28 Luring
201 | SD Negeri 003 Muara Jawa Muara Jawa Ilir Muara Jawa 28 Luaring
202 | SD Negeri D04 Muara Jawa Teluk Dalam Muara Jawa 28 Luring
203 | SD Negeri 005 Muara Jawa Dondang Muara Jawa, 56 Luring
204 [ SD Negeri 006 Muara Jawa Muara Jawa Pesisir | Muara Jawa 56 Luring
205 | SD Negeri 007 Muara Jawa Muara Jawa Ilir Muara Jawa 56 Luring
206 | SD Negeri 008 Muara Jawa Muara Jawa Pesisir | Muara Jawa 84 Luring
207 | 8D Negeri 009 Muara Jawa Muara Kembang Muara Jawa 28 Luring
208 | SD Negeri 010 Muara Jawa Muara Jawa Ulu Muara Jawa 84 Luring
209 | SD Negeri 011 Muara Jawa ouara Jawa Muara Jawa 28 | Luring
210 | SD Negeri 012 Musra Jawa Muara Jawa Muara Jawa 56 | Luring
211 | SD Negeri 013 Muara Jawa Muara Jawa llir Muara Jawa 56 Luring
212 | SD Negeri 014 Muara Jawa Muara Jawa Pesisir | Muara Jawa 84 Luring
213 | SD Negeri 015 Muara Jawa Tamapole Muara Jawa 28 Luring
214 | SD Negeri 016 Muara Jawa Muara Jawa Ulu Muara Jawa 56 Luring
215 | 8D Negeri 017 Muara Jawa Muara Jawa Ulu Muara Jawa 84 Luring
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216 | SD Negeri 018 Muara Jawa Muara Jawa Ulu Muara Jawa 56 Luring
217 | SD Negeri 001 Muara Kaman Benua Puhun Muara Kaman 28 Luring
218 | SD Negeri 002 Muara Kaman Rantau Hempang Muara Kaman 28 Luring
219 | SD Negeri 003 Muara Kaman Muara Kaman Ilir Muara Kaman 56 Luring
220 | SD Negeri 004 Muara Kaman Muara Kaman Ulu | Muara Kaman 28 Luring
221 | SD Negeri 005 Muara Kaman Sabintulung Muara Kaman 28 Luring
222 | SD Negeri 006 Muara Kaman Sedulang Muara Kaman 56 Luring
223 | SD Negeri 007 Muara Kaman Teratak Muara Kaman 28 Luring
224 | SD Negeri 008 Muara Kaman Bunga Jadi Muara Kaman 28 Luring
225 | SD Negeri 009 Muara Kaman Muara Siran Muara Kaman 28 Luring
226 | SD Negeri 010 Muara Kaman Muara Kaman Ulu | Muara Kaman 28 Luring
227 | SD Negeri 011 Muara Kaman Tunjungan Muara Kaman 28 Luring
228 | SD Negeri 012 Muara Kaman Liang Buaya Muara Kaman 28 Luring
229 | SD Negeri 013 Muara Kaman Bukit Jering Muara Kaman 28 Luring
230 | SD Negeri 014 Muara Kaman Tunjungan Muara Kaman 28 Luring
231 | SD Negeri 015 Muara Kaman Muara Kaman Ulu | Muara Kaman 28 Luring
232 | SD Negeri 016 Muara Kaman Sabintulung Muara Kaman 28 Luring
233 | SD Negeri 017 Muara Kaman Menamang Kanan | Muara Kaman 28 Luring
234 | SD Negeri 018 Muara Kaman Menamang Kiri Muara Kaman 56 Luring
235 | SD Negeri 019 Muara Kaman Benua Puhun Muara Kaman 56 Luring
236 | SD Negeri 021 Muara Kaman Puan Cepak Muara Kaman 28 Luring
237 | SD Negeri 022 Muara Kaman Lebaho Ulagq Muara Kaman 28 Luring
238 | SD Negeri 023 Muara Kaman Bukit Jering Muara Kaman 28 Luring
239 | SD Negeri 024 Muara Kaman Kupang Baru Muara Kaman 28 Luring
240 | SD Negeri 025 Muara Kaman Sido Mukti Muara Kaman 56 Luring
241 | SD Negeri 026 Muara Kaman Panca Jaya Muara Kaman 56 Luring
242 | SD Negeri 027 Muara Kaman Muara Kaman Ilir | Muara Kaman 28 Luring
243 | SD Negeri 028 Muara Kaman Panca Jaya Muara Kaman 56 Luring
244 | SD Negeri 029 Muara Kaman Bunga Jadi Muara Kaman 56 Luring
245 | SD Negeri 030 Muara Kaman Muara Kaman Ilir Muara Kaman 28 Luring
246 | SD Negeri 031 Muara Kaman Liang Buaya Muara Kaman 28 Luring
247 | SD Negeri 032 Muara Kaman Rantau Hempang Muara Kaman 28 Luring
248 | SD Negeri 033 Muara Kaman Teratak Muara Kaman 28 Luring
249 | SD Negeri 034 Muara Kaman Cipari Makmur Muara Kaman 28 Luring
250 | SD Negeri 001 Muara Muntai Muara Muntai Ulu | Muara Muntai 28 Luring
251 | SD Negeri 002 Muara Muntai Muara Muntai Ilir | Muara Muntai 28 Luring
252 | SD Negeri 003 Muara Muntai Rebaq Rinding Muara Muntai 28 Luring
253 | SD Negeri 004 Muara Muntai Kayu Batu Muara Muntai 28 Luring
254 | SD Negeri 005 Muara Muntai Batuq Muara Muntai 28 Luring
255 | SD Negeri 006 Muara Muntai Muara Aloh Muara Muntai 28 Luring
256 | SD Negeri 007 Muara Muntai Jantur Muara Muntai 56 Luring
257 | SD Negeri 008 Muara Muntai Muara Leka Muara Muntai 28 Luring
258 | SD Negeri 009 Muara Muntai Perian Muara Muntai 84 Luring
259 | SD Negeri 010 Muara Muntai Pulau Harapan Muara Muntai 28 Luring
260 | SD Negeri 011 Muara Muntai Muara Muntai Ulu | Muara Muntai 28 Luring
261 | SD Negeri 012 Muara Muntai Kayu Batu Muara Muntai 28 Luring
262 | SD Negeri 013 Muara Muntai Jantur Baru Muara Muntai 28 Luring
263 | SD Negeri 014 Muara Muntai Jantur Selatan Muara Muntai 28 Luring
264 | SD Negeri 015 Muara Muntai | LeWungBatua | oo Muntai 28 | Luring

Harapan
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265 | SD Negeri 016 Muara Muntai Muara Leka Muara Muntai 28 Luring
266 | SD Negeri 017 Muara Muntai Muara Leka Muara Muntai 28 Luring
267 | SD Negeri 001 Muara Wis Muara Wis Muara Wis 28 Luring
268 | SD Negeri 002 Muara Wis Sebemban Muara Wis 28 Luring
269 | SD Negeri 003 Muara Wis Lebak Cilong Muara Wis 56 Luring
270 | SD Negeri 004 Muara Wis Melintang Muara Wis 28 Luring
271 | SD Negeri 005 Muara Wis Enggelam Muara Wis 28 Luring
272 | SD Negeri 006 Muara Wis Muara Wis Muara Wis 28 Luring
273 | SD Negeri 007 Muara Wis Melintang Muara Wis 28 Luring
274 | SD Negeri 008 Muara Wis Muara Wis Muara Wis 28 Luring
275 | SD Negeri 009 Muara Wis Muara Wis Muara Wis 28 Luring
276 | SD Negeri 010 Muara Wis Lebak Mantan Muara Wis 28 Luring
277 | SD Negeri 011 Muara Wis Muara Enggelam Muara Wis 28 Luring
278 | SD Negeri 001 Samboja Handil Baru Samboja 28 Luring
279 | SD Negeri 002 Samboja Sungai Seluang Samboja 28 Luring
280 | SD Negeri 003 Samboja Wonotirto Samboja 56 Luring
281 | SD Negeri 004 Samboja Samboja Kuala Samboja 28 Luring
282 | SD Negeri 005 Samboja Ambarawang Darat | Samboja 56 Luring
285 | SD Negeri 006 Samboja Muara Sembilang Samboja 28 Luring
283 | SD Negeri 007 Samboja Margomulyo Samboja 28 Luring
284 | SD Negeri 008 Samboja Sungai Seluang Samboja 28 Luring
285 | SD Negeri 009 Samboja Salok Api Darat Samboja 28 Luring
286 | SD Negeri 010 Samboja Bukit Raya Samboja 28 Luring
287 | SD Negeri 011 Samboja Sei Merdeka Samboja 28 Luring
289 | SD Negeri 012 Samboja Sungai Seluang Samboja 28 Luring
290 | SD Negeri 013 Samboja Sanipah Samboja 28 Luring
291 | SD Negeri 014 Samboja Handil Baru Darat | Samboja 56 Luring
292 | SD Negeri 015 Samboja Salok Api Laut Samboja 28 Luring
293 | SD Negeri 016 Samboja Ambarawang Laut | Samboja 28 Luring
294 | SD Negeri 017 Samboja Sei Merdeka Samboja 84 Luring
295 | SD Negeri 018 Samboja Tanjung Harapan Samboja 28 Luring
296 | SD Negeri 019 Samboja Teluk Pemedas Samboja 56 Luring
297 | SD Negeri 020 Samboja Handil Baru Samboja 28 Luring
298 | SD Negeri 021 Samboja Muara Sembilang Samboja 28 Luring
299 | SD Negeri 022 Samboja Karya Merdeka Samboja 56 Luring
300 | SD Negeri 023 Samboja Sungai Seluang Samboja 28 Luring
301 | SD Negeri 024 Samboja Karya Jaya Samboja 28 Luring
302 | SD Negeri 025 Samboja Argosari Samboja 28 Luring
303 | SD Negeri 026 Samboja Bukit Merdeka Samboja 56 Luring
304 | SD Negeri 027 Samboja Samboja Kuala Samboja 28 Luring
305 | SD Negeri 028 Samboja Sanipah Samboja 28 Luring
306 | SD Negeri 029 Samboja Handil Baru Samboja 28 Luring
307 | SD Negeri 030 Samboja Teluk Pemedas Samboja 28 Luring
308 | SD Negeri 031 Samboja Samboja Kuala Samboja 28 Luring
309 | SD Negeri 032 Samboja Salok Api Darat Samboja 28 Luring
310 | SD Negeri 033 Samboja Karya Merdeka Samboja 28 Luring
311 [ SD Negeri 034 Samboja Sei Merdeka Samboja 28 Luring
312 | SD Negeri 035 Samboja Bukit Merdeka Samboja 28 Luring
313 | SD Negeri 036 Samboja Beringin Agung Samboja 28 Luring
314 | SD Negeri 037 Samboja Kampung Lama Samboja 28 Luring




1 2 3 4 5 6
315 | SD Negeri 038 Samboja Beringin Agung | Samboja 28 | Luring
316 | SD Negeri 039 Samboja Tani Bakti Samboja 28 | Luring
317 | SD Negeri 040 Samboja Bukit Merdeka Samboja 28 | Luring
318 | SD Negeri 001 Sanga Sanga Jawa Sanga-Sanga 56 Luring
319 | SD Negeri 002 Sanga Sanga Jawa Sanga-Sanga 28 | Luring
320 | SD Negeri 003 Sanga Sanga Jawa, Sanga-Sanga 28 Luring
321 | SD Negeri 004 Sanga Sanga Dangs Sanga Sanga-Sanga 28 | Luring
322 | SD Negeri 005 Sanga Sanga g?lﬁsm Sanga-Sanga 28 | Luring
323 | SD Negeri 006 Sanga Sanga Darga Sanga Sanga-Sanga 28 | Luring
324 | SD Negeri 008 Sanga Sanga Sanga Sanga Sanga-Sanga 28 | Luring
325 | SD Negeri 009 Sanga Sanga m&nga Sanga-Sanga 56 | Luring
326 | SD Negeri 010 Sanga Sanga ohea Sanga Sanga-Sanga 28 | Luring
327 | SD Negeri 011 Sanga Sanga Sarijaya Sanga-Sanga 28 Luring
328 | SD Negeri 012 Sanga-Sanga Sanga Senga Sanga-Sanga 84 | Luring
329 | SD Negeri 013 Sanga Sanga Pendingin Sanga-Sanga 28 | Luring
330 | SD Negeri 014 Sanga Sanga panga Senga Sanga-Sanga 28 | Luring
331 | SD Negeri 015 Sanga Sanga Pendingin Sanga-Sanga 28 Luring
332 | SD Negeri 016 Sanga Sanga ms‘m@ Sanga-Sanga 28 | Luring

| 333 | SD Negeri 001 Sebulu Segihan Sebulu 56 | Luring
334 | SD Negeri 002 Sebulu Sebutu Ulu Sebulu 56 | Luring
335 | SD Negeri 003 Sebulu Sebulu Ulu Sebulu 56 | Luring
336 | SD Negeri 004 Sebulu Beloro Sebuly 28 | Luring
337 | 8D Negeri 005 Sebulun Tanjung Harapan Sebulu 28 Laring
338 | SD Negeri 006 Sebulu Senoni Sebulu 28 | Luring
339 | SD Negeri 007 Sebulu Selerong Sebulu 28 | Luring
340 | SD Negeri 008 Sebulu Sebulu ir Sebulu 28 | Luring
341 | SD Negeri 009 Sebulu Sanggulan Sebulu 56 | Luring
342 | SD Negeri 010 Sebulu Tanjung Harapan Sebulu 28 Luring
343 | SD Negeri 011 Sebulu Sumber Sari Sebulu 112 | Luring
344 | SD Negeri 012 Sebulu Manunggal Daya | Sebulu 84 | Luring
345 | SD Negeri 013 Sebulu Sebulu Modern Sebulu 28 | Luring
346 | SD Negeri 014 Sebutu Selerong Sebulu 28 | Luring
347 | SD Negeri 015 Sebulu Beloro Sebulu 28 | Luring
348 | SD Negeri 016 Sebulu Beioro Sebulu 28 Luring
349 | SD Negeri 017 Sebulu Sebulu Ilir | Sebulu 28 | Luring
350 | SD Negeri 018 Sebulu Sumber Sari Sebulu 84 | Luring

| 351 | 8D Negeri 019 Sebulu Sebulu Modern Sebulu 28 | Luring
352 | SD Negeri 020 Sebulu Sebulu Modern Sebulu 28 | Luring
353 | 8D Negeri 021 Sebulu Sanggulan Sebulu 28 | Luring
354 | SD Negeri 022 Sebulu Giri Agung Sebulu 28 | Luring

| 355 | SD Negeri 023 Sebulu Giri Agung Sebulu 28 | Luring
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356 | SD Negeri 024 Sebulu Sumber Sari Sebulu 56 Luring
357 | SD Negeri 025 Sebulu Sebulu Modern Sebulu 28 Luring
358 | SD Negeri 026 Sebulu Lekaq Kidau Sebulu 28 Luring
359 | SD Negeri 001 Tabang Sidomulyo Tabang 28 Luring
360 | SD Negeri 002 Tabang Sidomulya Tabang 28 Luring
361 | SD Negeri 003 Tabang Bila Talang Tabang 28 Luring
362 | SD Negeri 004 Tabang Long Lalang Tabang 28 Luring
363 | SD Negeri 024 Sebulu Sumber Sari Sebulu 56 Luring
364 | SD Negeri 005 Tabang Ritan Baru Tabang 84 Luring
365 | SD Negeri 006 Tabang Ritan Baru Tabang 28 Luring
366 | SD Negeri 007 Tabang Gunung Sari Tabang 28 Luring
367 | SD Negeri 008 Tabang Umaq Bekuai Tabang 28 Luring
368 | SD Negeri 009 Tabang Kampung Baru Tabang 28 Luring
369 | SD Negeri 010 Tabang Buluk Sen Tabang 28 Luring
370 | SD Negeri 011 Tabang Muara Tiq Tabang 28 Luring
371 | SD Negeri 012 Tabang Umagq Tukung Tabang 28 Luring
372 | SD Negeri 013 Tabang Muara Pedohon Tabang 28 Luring
373 | 8D Negeri 014 Tabang Muara Ritan Tabang 28 Luring

Panji Tenggarong
374 | SD Negeri 001 Tenggarong Sukarame Tenggarong 56 Luring |
Melayu Tenggarong
Panji Tenggarong
375 | SD Negeri 002 Tenggarong Melayo - Tenggarong 84 | Daring
Loa Ipuh Tenggarong
Sukarame Tenggarong
376 | SD Negeri 003 Tenggarong Panji Tenggarong 56 Luring
Melayu Tenggarong
377 | 8D Negeri 004 Tenggarong Mangkurawang Tenggarong 84 Luring
378 | SD Negeri 005 Tenggarong Sukarame Tenggarong 56 | Luring |
379 | SD Negeri 006 Tenggarong Loa Tebu Tenggarong 28 Luring
| 380 | 8D Negeri 007 Tenggarong Timbau Tenggarong 84 Luring
381 | SD Negeri 008 Tenggarong Baru Tenggarong 56 Luring
382 | SD Negeri 009 Tenggarong Melayu Tenggarong 84 Luring
383 | SD Negeri 010 Tenggarong Malubu Tenggarong 28 Luring
384 | SD Negeri 011 Tenggarong Loa Ipuh Tenggarong 84 Luring
385 | SD Negeri 012 Tenggarong Melayu Tenggarong 56 Luring
386 | SD Negeri 013 Tenggarong Bukit Biru Tenggarong 28 Luring
387 | SD Negeri 014 Tenggarong Maluhu Tenggarong 28 Luring
388 | SD Negeri 015 Tenggarong Bukit Biru Tenggarong 56 Luring
389 | SD Negeri 016 Tenggarong Loa Tebu Tenggarong 28 Luring
390 | SD Negeri 017 Tenggarong Melayu Tenggarong 56 Luring
Loa Ipuh Tenggarong i
391 | SD Negeri 018 Tenggarong Panji Tenggarong 84 Daring
392 | SD Negeri 019 Tenggarong Sukarame Tenggarong 28 Luring
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393 | 8D Negeri 020 Tenggarong Mangkurawang Tenggarong 56 Luring
394 | SD Negeri 021 Tenggarong Loa Ipuh Tenggarong 84 Luring
395 | SD Negeri 022 Tenggarang Timbau Tenggarong 56 Luring
396 | SD Negeri 023 Tenggarong Maluhu Tenggarong 56 Luring
397 | 8D Negeri 024 Tenggarong Jahab Tenggarong 56 Luring
398 | 8D Negeri 025 Tenggarong Mangkurawang Tenggarong 28 Luring
399 | SD Negeri 026 Tenggarong Loa Ipuh Darat Tenggarong 28 Luring
400 | 3D Negeri 027 Tenggarong Timbau Tenggarong 28 Luring

Melayu Tenggarong
401 | 8D Nogeri 028 Tenggaro 84 Daring
e Loa Ipuh Tenggaronyg
402 | SD Negeri 029 Tenggarong Loa Jpuh Darat Tenggarong 28 Luring
403 | SD Negeri 030 Tenggarong Jahab Tenggarong 28 Luring
404 | SD Negeri 031 Tenggarong Loa Ipuh Tenggarong 56 Luring
405 | SD Negeri 032 Tenggarong Panji Tenggarong 28 Luring
406 | SD Negeri 033 Tenggarong Loa Ipuh Darat Tenggarong 28 Luring
407 | SD Negeri 034 Tenggarong Jahab Tenggarong 28 Luring
408 | SD Negeri 035 Tenggunrong Timbau Tenggarong 84 Daring
409 | 8D Negeri 036 Tenggarong Loa Tebu Tenggarong 28 Luring
410 | SD Negeri 037 Tenggarong Rapak Lambur Tenggarong 84 Luring
411 { SD Negeri 038 Tenggarong Bendang Raya Tenggarong 28 | Luring
412 | SD Negeri 039 Tenggarong Loa Ipuh Darat Tenggarong 28 Luring
] | Tenggarong
3D Negeri 001 Tenggarong Loa Ulung Seberang 28 Luri
413 uring
Seberang Loa Pari Tenggarong
Seberang
SD Negeri 002 Tenggarong Tenggarong .
414 Sel Loa Raya Seberang 28 Luring
8D Negeri 003 Tenggarong Tenggarong s
415 Scberang Embalut Seberang B84 Luring
SD Negeri 004 Tenggarong . Tenggarong 84 Luri
416 Seberang Separi Seberang unng .
Loa Pari Tenggarong .
417 SD Negeri 005 Tenggarong Seberang o6 Luring
Seberang Loa Rava Tenggarong
Y Seberang
SD Negeri 006 Tenggarong Tenggarong
418 | o, Loa Lepu Seberang 28 Luring
8D Negeri 007 Tenggarong Tenggarong . ]
419 Se Teluk Dalam Seberang 56 Luring
SD Negeri 008 Tenggarong . Tenggarong 56 Luri
420 Se Bukit Raya ;':ebemng Aarng
SD Negeri 009 Tenggarong CTEGATONE i
421 Seberang Manunggat Jaya Seberang 56 Luring
SD Negeri 010 Tenggrarong . Tenggarong . _
422 Se Bangun Rejo Seberang 112 Luring
SD Negeri 011 Tenggarong Tenggarong .
423 | oo Kerta Buana Seberang 84 Luring
SD Negeri 012 Tenggarong Tenggarong 56 ;
424 | g ore Karang Tunggal Seberang Luring
SD Negeri 013 Tenggarong . Tenggarong 28 Luri
425 Set Tanjung Batu Seberang Urng |
SD Negeri 014 Tenggarong . . Tenggarong 84 .
426 Se Bukit Pariaman Scherang Luring
| 407 | SP Negeri 015 Tenggarong Buana Jaya Tenggarong 56 Luring
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428 g?bfge; 016 Tenggarong Mulawarman g:geﬁ;ng 28 Luring
; 5 Tenggarong .
e R T T s [t
430 | SD Negeri 018 Tenggarong Periivn, gztl;eggr;:ng 28 Luring
Seberan
SD Negé% 019 Tenggarong . s Tenggarong 28 Luring
431 Seberang Bukit Pariaman Seberang
i Tenggarong ;
g Tenggarong :
‘23| Shang | g g | et
i . Ten n 5
434 gg bfegen 022 Tenggarong Bangun Rejo Sebegf:nfg_ g 28 | Luring
i . ) Ten ng 3
435 g?bf;g;;‘ 023 Tenggarong Buldt Pariaman | genegaror 56 | Luring
: Tenggarong :
436 gg Neg_e;l 024 Tenggarong Mulawarman Seberang 28 Luring
SD Negeri 025 Tenggarong . Tenggarong 28 Luring
: Ten ong .
438 SB bi\l:;g;: 026 Tenggarong Loa Lepu Sebeﬁg 28 Luring
i Te n i
439 ggb:lregen 027 Tenggarong Manunggal Jaya Segeggm;; g 84 Luring
ES_. F . T ng i
440 gfbggf; 028 Tenggarong Bukit Parisman | o neBaror 28 | Luring
i 5 Ten n -
441 g:) Negeri 029 Tenggarong Bangun Rejo S:begraanrg_ g 56 Luring

BUPATI KUTAI KARTAN EGARA,
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EDI DAMANSY
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN AJARAN 2022/2023

DAFTAR ZONASI PFDB SMP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN AJARAN 2022/2023
_ ZONABI
NO N ATuAN e e | xmcamaraw | TROAT | gET.
KELUARGA
1 2 3 4 5 6
Panji Tenggarong
1 | SMP Negeri 1 Tenggarong Sukarame Tenggarong 256 Daring
Melayu Tenggarong
Loa Ipuh Tenggarong
Kampung Baru Tenggarong
2 | SMP Negeri 2 Tenggarong Manglurawang Tenggarong 256 Daring
Sukarame Tenggarong
Melayu Tenggarong
3 | SMP Negeri 3 Tenggarong | Loa Ipuh Tenggarong 256 | Daring
Timbau Tenggarong
. Loa Tebu Tenggarong .
4 | SMP Negeri 4 Tenggarong Mangikurawens Tenggarong 96 Daring
Jahab Tenggarong
5 | SMP Negeri 5 Tenggarong Bukit Biru Tenggarong 96 Daring
Loa Ipuh Tenggarong
. Rapak Lambur Tenggarong .
6 | SMP Negeri 6 Tenggarong Mangkurawang Tenggarong 32 | Daring
. Loa Ipuh Darat Tenggarong )
7 | SMP Negeri 7 Tenggarong ERY Tenggaro;é 64 Daring
Msaluhu Tenggarong
Bendang Raya Tenggarong
8 | SMP Negeri 8 Tenggarong | Mangkurawang Tenggarong 9% | Daring
Loa Ipuh Darat Tenggarong
Panji Tenggarong
Timbau Tenggarong
9 | SMP Negeri 9 Tenggarong Bukit Biru Tenggarong 64 Daring
Rempanga Loa Kulu




X 2 3 49 8 6
Loa Kulu Kota Loa Kulu
ragan Kul ,
10 | SMP Negeri 1 Loa Kulu Fono AR T 192 | Daring
Sepakat Loa Kulu
11 | SMP Negeri 2 Loa Kulu m bl 192 | Daring
12 | SMP Negeri 3 Loa Kulu Jonggon Raya Loa Kulu 96 Daring
Sumber Sari Loa Kulu |
13 | SMP Negeri 4 Loa Kulu Loh Sumber Loa Kulu 96 Daring
Ponoragan Loa Kulu
14 | SMP Negeri 5 Loa Kulu e et Loa Kulu 64 | Daring
. J Loa Kul .
15 | SMP Negeri 6 Loa Kulu m T loln Seberang 64 Daring
. Jonggon Desa Loa Kulu .
16 | SMP Negeri 7 Loa Kulu N on Jaya Loa Kulu 32 Daring
17 | SMP Negeri 8 Loa Kulu E:‘Eajng i Payang oa ﬁﬂz 64 | Daring
18 | SMP Negeri 9 Loa Kulu j:;}bab”ma’————‘!‘:.’“‘aml — h‘f%l“%-‘-; - 64 | Daring
19 | SMP Negeri 10 Loa Kulu Rempanga Loa Kulu 96 Daring
Manunggal Jaya Tenggarong Seberang |
Bangun Rejo Tenggarong Seberang |
20 | SMP Negeri 1 Tenggarong Karang Tenggarong Seberang | 288 Daring
Seberang Bukit Raya Tenggarong Seberang |
Tanjung Batu Tenggarong Seberang |
Loa Lepu Tenggarong Seberang
Buana Jaya Tenggarong Seberang |
21 | SMP Negeri 2 Tenggarong Bukit Pariaman Tenggarong Seberang | 192 Dari
Seberang Suka Maju Tenggarong Seberang | g
Mulawarman Tenggarong Seberang
. Kerta Buana Tenggarong Seberang |
22 gzﬂbirlzngigen 3 Tenggarong Bangun Rejo Tenggarong Seberang | 96 Daring
Bukit Pariaman Tenggarong Seberang
23 | SMP Negeri 4 Tenggarong Embalut Tenggarong Seberang | .
Seberang Separi Tenggarong Seberang % Daring
Loa Pari Tenggarong Seberang |
24 | SMP Negeri 5 Tenggarong Loa Ulung Tenggarong Seberang | 96 ,
Seberang Perjiwa Tenggarong Seberang | | Daring
Loa Raya Tenggarong Seberang
Bangun Rejo Tenggarong Seberang
25 | SMP Negeri 6 Tenggarong Kerta Buana Tenggarong Seberang | 64 Daring
seberang Manunggal Jaya Tenggarong Seberang
, Karang Tunggal Tenggarong Seberang |
26 i&;ePrl:ncggen 7 Tenggarong Bukit Raya Tengparong Seberang | 64 | Daring
Tanjung Batu Tenggarong Seberang
Loa Duri Ilir Loa Janan
. Loa Duri Ulu Loa Janan
27 | SMP Negeri 1 Loa Janan - - 288 Dari
Loa Buah Sungai Kunjang g
{Samarinda)
28 | SMP Negeri 2 Loa Janan Batuah Loa Janan 96 Daring
Tani Bakti Loa Janan
26 ! SMP Negeri 3 Loa Janan Purwajaya Loa Janan 96 Daring
Loa Janan Ulu Loa Janan
30 | SMP Negeri 4 Loa Janan  2.DuriUl oa vJanan 96 | Daring




1 2 3 4 5 &
Loa Janan Ulu Loa Janan
Loa Duri Ilir Loa Janan
Sungai Kunjang
Loa Buah S ind l‘ - .
31 | SMP Negeri 5 Loa Janan . Loa Janan Ilir Daring
Loa Janan Ilir s inda)
Loa Janan Ilir
Sengkotck (Samarinda)
H B Loa Janan Ilir
arapan taru (Samarinda)
si Ti Loa Janan Iiir
impang “lga (Samarinda)
32 | SMP Negeri 6 Loa Janan Tani Harapan Loa Janan 32 Daring
Sebhulu Modern Sebulu
Sebulu Ilir Sebulu }
i 160 Dari
33 | SMP Negeri 1 Sebulu Sebulu Uln Sebala ng
Segihan Sebulu
Manunggal Daya Sebulu
Mekar Jaya Sebulu )
! 224 Dari
34 | SMP Negeri 2 Sebulu Sumber Sari Sebula ng
Cipari Makmur Muara Kaman
Senoni Sebulu
Selerong Sebulu
35 | SMP Negeri 3 Sebulu Sanggulan Sebulu 96 Daring
Lekaq Kidau Sebulu
Tanjung Harapan Sebulu
] Tanjung Harapan Sebulu .
i 32 Daring
36 | SMP Negeri 4 Sebulu Bloro Sebulu
37 | SMP Negeri 5 Sebulu Giri Agung Sebulu 32 Daring
Muara Kaman Ulu Muara Kaman
Muara Kaman Itr Muara Kaman
38 i Kaman 128 | Daring
SMP Negeri 1 Muara Bukit Jering Muara Kaman
Tunjungan Muara Kaman
Sido Mukti Muara Kaman 128 Daring
39 | SMP Negeri 2 Muara Kaman | Panca Jaya Muara Kaman
Bunga Jadi Muara Kaman
Ben M Kaman
40 | SMP Negeri 3 Muara Kaman ua Puhun — 64 | Daring
Rantau Hempang Muara Kaman
41 | SMP Negeri 4 Muara Kaman | Sabintulung Muara Kaman 64 Daring
Puan Cepak Muara Kaman
42 | SMP Negeri 5 Muara Kaman 64
Liang Buaya Muara Kaman Daring
Teratak Muara Kaman
43 | SMP Negeri 6 M Kaman Daring
uama Leilaq Kidau Muara Kaman 32
Menamang Kanan Muara Kaman -
44 | SMP Negeri 7 M Kaman Daring
uara Menamang Kiri Muara Kaman 32
M Si M
45 | SMP Negeri 8 Muara uara Siran uara Kaman a2 .
Kupang Baru Muara Kaman g
Kota Bangun Ulu Kota Bangun
46 | SMP Negeri 1 Kota Bangun | Kota Bangun Ilir Kota Bangun 96 Daring
Kedang Murung Kota Bangun
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Liang Ulu Kota Bangun
Liang Ilir Kota Bangun
47 | SMP Negeri 2 Kota Bangun | Pela Kota Bangun 128 Daring
Sanglkuliman Kota Bangun
Muhuran Kota Bangun
Sedutang Kota Bangun
48 | SMP Negeri 3 Kota Bangun Sukabumi Kota Bangun 32 Daring
| Kedang Ipil Kota Bangun '
Kota Bangun [ Kota Bangun
49 | SMP Negeri 4 Kota Bangun gz ga“gim 31 E’;:z 22:22 96 | Daring
Wonosari Kota Bangun
Sumber Sari Kota Bangun
50 | SMP Negeri 5 Kota Bangun Loleng Kota Bangun 64 Daring
Sumber Sari Kota Bangun
Sebelimbingan Kota Bangun
51 | SMP Negeri 6 Kota Bangun Semayang Kenohan 32 Daring
Teluk Muda Kota Bangun
52 | SMP Negeri 7 Kota Bangun g:;‘;g;‘:‘gm Kota Bangun 64 | Daring
Sarinadi Kota Bangun
53 | SMP Negeri 8 Kota Bangun Benua Baru Kota Bangun 32 Daring
Lebaho Ulag Muara Kaman
Kedang Ipil Kota Bangun
54 | SMP Negeri 9 Kota Bangun | Benua Baru Kota Bangun 64 Daring
Sedulang Kota Bangun
Muara Wis Muara Wis
. . Sebemban Muara Wis \
55 | SMP Negeri ! Muara Wis Kuyung Muara Wis 96 | Daring
Melintang Muara Wis
Lebak Cil_ong Muara Wis
. . Lebak Mantan Muara Wis .
56 | SMP Negeri 2 Muara Wis Kota Bangun 1 Kota Bangun 32 Daring
Kayu Batuw Muara Muntai
. ] Muara Nggelam Muara Wis .
57 | SMP Negeri 3 Muara Wis Enggelam Muara Wis 32 Daring
. . Lebak Mantan Muara Wis ]
58 | SMP Negeri 4 Muara Wie Kayu Batu Muara Muntai 32 Daring
Muara Muntai Ulu Muarae Muntai
, . | Muara Muntai Ilir Muara Muntai .
58 | SMP Negeri 1 Muara Muntai Pulau Harapan Musra Muntai 64 Daring
Rebaq Rinding Muara Muntai
Jantur Muara Muntai
60 | SMP Negeri 2 Muara Muntai | Jantur Baru Muara Muntai 64 Daring
Jantur Selatan Muara Wis |
Muara Leka Muara Muntai
61 | SMP Negeri 3 Muara Muntai | Lebak Cilong Muara Wis 96 Daring
Perian Muara Muntai
Batuq Muara Muntai
62 | SMP Negeri 4 Muara Muntai | Tanjung Batuq 32 Daring |

Harapan

Muara Muntai
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, . | Muara Alch Muara Muntai .
63 | SMP Negeri 5 Muara Muntai Jantar Moars Muntad 32 Daring
Perian Muara Muntai
64 | SMP Negeri 6 Muara Muntai ["yyace Kedang Bongan (Kutai Barat) 64 Daring
Jambuk Bongan (Kutai Barat)
65 | SMP Negeri | Kenohan Kahala - KK;:::z Daring
66 | SMP Negeri 2 Kenohan Tuana Tua Kenohan 64 | Daring
Teluk Bingkai Kenchan
Tubuhan Kenochan
67 | SMP Negeri 3 Kenohan Teluk Muda Kenohan 64 Daring
Semayang Kenchan
. Lamin Telihan Kenchan )
68 | SMP Negeri 4 Kenohan n Pulut enohan 32 Daring
Kembang Janggut Kembang Janggut
. Hambau Kembang Janggut
69 | SMP Negeri 1 Kembang Genting Tanah Kembang Janggut 128 | Daring
anest Loa Sakoh Kembang Janggut
Kiekat Kembang Janggut
Long Beleh Haloq Kembang Janggut
70 | SMP Negeri 2 Kembang Long Beleh Modang | Kembang Janggut 9 Daring
Janggut Muai Kembang Janggut
Kembang Janggut Kembang Janggut
Perdana Kembang Janggut
. Bukit Layang Kembang Janggut
| S Kembang Klekat Kembang Janggut 64 | Daring
Pulau Pinang Kembang Janggut
Muai Kembang Janggut
Anggana Anggana
72 | SMP Negeri 1 Anggana Sungai Meriam Anggana 224 Daring
Sidomulyo Anggana
. Kutai Lama Anggana .
73 | SMP Negeri 2 Anggana Handil Terasan Anggana 64 Daning
74 | SMP Negeri 3 Anggana Muara Pantuan Anggana 32 Daring
75 | SMP Negeri 4 Anggana Tani baru Anggana 32 Daring
76 | SMP Negeri 5 Anggana Sepatin Anggana 32 Daring
77 | SMP Negeri 6 Anggana Sepatin Anggana 32 Daring
Muara Badak Ilir Muara Badak
78 | SMP Negeri 1 Muara Badak g:;;: gaaf:k Ulu ﬁﬁg gﬁ 192 | Daring
QGas Alam Badak I Muara Badak
Batu-Batu Muara Badak
79 | SMP Negeri 2 Muara Badak g0 ST AT iara padax 160 | Daring
Muara Badak Ulu Muara Badak
Saliki Muara Badak
) Badak Mekar Muara Badak
80 | SMP Negeri 3 Muara Badak - —— Maars Badak 32 Daring
Tanjung Limau Muara Badak
81 | SMP Negeri 4 Muara Badak | Badak Baru Muara Badak 128 Daring
Gas Alam Badak 1 Muara Badak
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82 | SMP Negeri 5 Muara Badak | Salo Cella Muara Badak 32 Daring
83 | SMP Negeri 6 Muara Badak | Tanjung Limau Muara Badak 32 Daring

Salo Palai Muara Badak 32 Daring
84 | SMP Negeri 7 M B Saliki Muara Badak
Tanah Datar Muara Badak
. Sungai Bawang Muara Badak 64 Daring
85 | SMP Negeri 8 Muara Badak S - 3 - T
ungai Siring {(Samarinda)
Sebuntal Marang Kayu ,
i 96 Daring

B6 | SMP Negeri 1 Marangkayu Semangko Marang Kayu

Bunga Putih Marang Kayu .
i = 32 Dari

87 | SMP Negeri 2 Marangkayu Sembera Baru Marang Kayu ng

Prangat Selatan Marang Kayu .
i = o4 Dari

88 | SMP Negeri 3 Marangkayu Malkarti M g Kayu ng

Santan Ilir Marang Kayu ,
egeri arangka 32 Daring

89 | SMPN 4M ya Santan Tengah Marang Kayu

Kersik Marang Kayu .
. 64 Dari
90 | SMP Negeri 5 Marang Kayu E ] M. 2 Kayu ng
Santan Ulu Marang Kayu
Kutai .
91 | SMP Negeri 6 Marangkayu Danau Redan ';;lnull:ri;andan {Ku 96 Daring
Semangko Marang Kayu
Sungai Scluang Samboja
Karya Merdeka Samboja
92 | SMP Negeri 1 Samboja Karya Jaya Sambaja 160 Daring
Wonotirto Samboja
Kampung Lama Samboja
Amborawang Darat | Samboja
Argosari Samboja
93 | SMP Negeri 2 Samboja Salok Api Darat Samboja 96 Daring
Margo Mulyo Samboja
Tani Bakti Samboja
Salok Api Laut Samboja .
egeri 3 Samboj 64 Daring
94 | SMP N 3 boja Amborawang Laut Samboja _
Handil Baru darat Samboja
Senipah Samboja
95 | SMP Negeri 4 Samboja Teluk Pemedas Samboja 96 Daring
Tanjung Harapan Samboja
Samboja Koala Sambaja
. \ Beringin Agung Samboja ]
96
SMP Negeri 5 Samboja Bukit Raya Samboja 64 Daring
. . Muara Sembilang Samboja, ]
ki —
97 | SMP Negeri 6 Samboja T Samboja 32 Daring
Karya Merdeka Samboja
98 | SMP Negeri 7 Samboja Sungai Merdeka Samboja a2 Daring
Bukit Merdeka Samboja
Muara Jawa Tengah | Muara Jawa
99 | SMP Negeri 1 Muara Jawa Muara Jawa Ilir Muara Jawa 224 Daring

Muara Jawa Pesisir

Muara Jawa
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Dondang Muara Jawa

100 | SMP Negeri 2 Muara Jawa Muara Jawa Ulu Muara Jawa 128 Daring
Tamapole Muara Jawa _

101 | SMP Negeri 3 Muara Jawa Muara Kembang Muara Jawa 32 Daring

SMP Negeri 4 Muara Jawa Muara Jawa Tengah | Muara Jawa

102 % 32 Daring
Muara Jawa Ilir Muara Jawa
Sanga-Sanga Dalam | Sanga-Sanga
Sarijaya Sanga-Sanga

103 | SMP Negeri 1 Sanga Sanga Jawa Sanga-Sanga 224 Daring
Sanga-Sanga Muara | Sanga-Sanga
Bantuas Palaran (Samarinda)
Sanga-Sanga Dalam | Sanga-Sanga
Sarijaya Sanga-Sanga

104 | SMP Negeri 2 Sanga Sanga Jawa Sanga-Sanga 128 Daring
Sanga-Sanga Muara | Sanga-Sanga
Bantuas Palaran (Samarinda)

105 | SMP Negeri 3 Sanga-Sanga | Pendingin Sanga-Sanga 64 Daring
Bila Talang Tabang
Sidomulyo Tabang
Tabang Lama Tabang

106 | SMP Negeri 1 Tabang Bulug Sen Tabang 96 Deirtig
Long Lalang Tabang
Muara Belinau Tabang
Muara Kebaq Tabang
Kampung Baru Tabang
Ritan Lama Tabang
Ritan Baru Tabang
Uamgq Dian Tabang
Tukung Ritan Tabang
Gunung Sari Tabang

107 | SMP Negeri 2 Tabang Umagq Tukung Tabang 96 Daring
Umagq Bekuiay Tabang
Muara Tiq Tabang
Muara Tuboq Tabang
Muara Salung Tabang
Muara Pedohon Tabang

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

//-%7&%‘\

EDI DAMANSYAH




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN

PENDIDIKAN

AJARAN 2022/2023

KESETARAAN

TAHUN

DAFTAR SKOR PRESTASI PPDB SMP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN AJARAN 2022/2023

A. Prestasi yang bersifat Kompetitif

Tingkat Tambahan Nilai
No. chuaraan Perorangan / double | Beregu 3-11 orang |Beregu 12 orang lebih
1 [ Internasional
a| Juara 1 90 85 80
b| Juara 2 85 80 79
c| Juara 3 80 75 70
2 | Nasional
a| Juara 1 75 70 65
b| Juara 2 70 65 60
c| Juara 3 65 60 55
3 | Provinsi
a| Juara 1 60 S5 50
b| Juara 2 55 50 45
c| Juara 3 50 45 40
4 | Kabupaten/Kota
a| Juara 1 45 40 35
b| Juara 2 40 35 30
c| Juara 3 35 30 25
B. Prestasi yang bersifat Non Kompetitif
Tambahan Nilai
No. Tingkat Kejuaraan Perorangan | Beregu 3 | Beregu 12
/ double -11 orang| orang lebih
Mewakili Negara untuk mengikuti
eksibisi/ kegiatan Seni, Sain,
1 Keagamaan, Olahraga, Penelitian, 50 45 40
Kreativitas Minat Mata Pelajaran, dan
Pramuka/ Kepanduan
Mewakili Provinsi untuk mengikuti
eksibisi/ kegiatan Seni, Sain,
2 | Keagamaan, Olahraga, Penelitian, 30 25 20
Kreativitas Minat Mata Pelajaran,dan
Pramuka/ Kepanduan
Mewakili Kabupaten untuk mengikuti
eksibisi/ kegiatan Seni, Sain,
3 | Keagamaan, Olahraga, Penelitian, 15 10 5
Kreativitas Minat Mata Pelajaran, dan
Pramuka/ Kepanduan /

BUPATI KUTAI KARTANEG .
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN AJARAN 2022/2023

JADWAL PELAKSANAAN PPDB KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN AJARAN 2022/2023

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu Ket.
1. |PraPendaftaran (Jalur | 27Juni-2Juli ) 48 56 _ 14,00 wITA
Daring ) 2022
2. | Pendaftaran Daring 27 Juni - 2 Juli 24 Jam
2022
3. | Pendaftaran Luring 27 J“‘};égzz Juli | 08 00 - 12.00 WITA
4. | Verfikasi Pendaftaran 27 Juni -2 Juli | 45 o5 _ 12,00 WITA
Daring dan Luring 2022
5. Pengumuman Hasil 7 Juli 2022 10.00 - 12.00 WITA
Penerimaan PPDB Tahun
Ajaran 2022-2023
6. Daftar Ulang 11 - 13 Juli 2022| 08.00 - 13.00 WITA
s MPLS 14-16 Juli 2022 Menyesuaikan
g, |[HarnPertamaMasuk 18 Juli 2022 Menyesuaikan

Sekolah

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
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EDI DAMANSYAH




BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN AJARAN 2022/2023

FORMAT LAPORAN PPDB KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN AJARAN 2022 /2023

B. TUJUAN

BAB Il PELAKSANAAN
A. PERISIAPAN
B. PELAKSANAAN
C. KENDALA DAN SOLUSI

BAB III PENUTUP
LAMPIRAN:
REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR

REKAPITULASI JUMLAH YANG DINYATAKAN DITERIMA
REKAPITULASI JUMLAH YANG MENDAFTAR ULANG

QU R LN

SK PANITIA PPDB DI SEKOLAH

SK PENETAPAN PENERIMAAN SISWA BARU
FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

FORMAT REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR

TAHUN AJARAN 2022 /2023

NO

NAMA SISWA

NISN

ASAL SEKOLAH JALUR
PENDAFTARAN

dst

---------------------------------




FORMAT REKAPITULASI JUMLAH YANG DINYATAKAN DITERIMA

PPDB SMP..................
TAHUN AJARAN 2022 /2023
NO NAMA SISWA NISN ASAL SEKOLAH JALUR
PENDAFTARAN

1.
2.
dst

......... yreennne. 2022

Kepaia Sekolah

----------------------




FORMAT REKAPITULASI JUMLAH YANG MENDAFTAR ULANG

PPDB SMP.cicviiisiisioe.
TAHUN AJARAN 2022/2023
NO NAMA SISWA NISN ASAL SEKOLAH JALUR
PENDAFTARAN

1.
2.
dst

......... yereneenen 2022

Kepala Sekolah

---------------------------------

BUPATI KUTAI KARTANEG. .
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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 angka 14 dan 56 perlu segera
dianggarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
ketenagakerjaan;

bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan
formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan
urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
wajib memenuhi pengangkatan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja pada Tahun Anggaran 2021,
adapun jumlah formasi pengangkatan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terdapat
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 938
orang dan Dinas Kesehatan sebanyak 92 orang
sehingga formasi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang belum teranggarkan di
Tahun 2022 jika tidak dipenuhi berpotensi
menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh
Pemerintah Daerah;

Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
Pekerja Rentan dalam masyarakat pra sejahtera di
Kabupaten Kutai Kartanegara yang anggarannya
belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Murni Tahun Anggaran 2022,
berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor: B-1958/KB/KSDN/074.16/10/2021 dan
Nomor : MoU / 1o / 10 / 2021 tanggal 7 Oktober 2021,
bahwa Pemerintah Daerah secara teratur harus
membayar uang jaminan sesuai tarif iuran yang telah
disepakati. Data Laporan dari BPJS Ketanagakerjaan
sampai dengan bulan Pebruari Tahun 2022 sudah ada
30 orang peserta BPJS Tenaga Kerja Rentan yang
meninggal dunia dan uang jaminan kematian tidak
bisa diberikan kepada ahli waris karena Pemerintah
Daerah belum membayarkan;

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. ( 0541 ) 661094



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas,
maka periu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2022,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2019
Nomor 1447},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 150);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021
Nomor 71).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

BABI
URAIAN PENJABARAN APBD

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dalam lampiran II
Peraturan Bupati sebagai berikut:

1.

Pagu belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah semula
Rp.808.858.645.798,- (Delapan Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Lima
Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puiuh Lima Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Delapan Rupiah) berkurang menjadi Rp.711.312.677.724,- (Tujuh
Ratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) pada jenis Belanja Pegawai.

Pagu Belanja Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  semula
Rp.1.188.464.251.055,- (Satu Triliyun Seratus Delapan Puluh Delapan
Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Dua Ratus Lima Puluh S8atu Ribu
Lima Puluh Lima Rupiah} bertambah menjadi Rp. 1.261.123.525.017 (Satu
Triliyun Dua Ratus Enam Puluh Satu Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima
Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Belas Rupiah) pada Jenis Belanja
Pegawai.l

Pagu Belanja Dinas Kesehatan semula Rp.370.973.305.702,- (Tiga Ratus
Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Tigas Ratus Lima
Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) bertambah menjadi Rp. 395.859.999.814,-
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh
Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus
Empat Belas Rupiah)jpada Jenis Belanja Pegawai.

Pagu Belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak mengalami
perubahan hanya pada Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
yang semula Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
berkurang menjadi Rp.3.713.824.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas
Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) pada Jenis Belanja
Barang dan Jasa dan bertambah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta Pengupahan semula Rp.150.000.000,- {Seratus Lima
puluh Juta Rupiah} bertambah menjadi Rp. 1.936.176.000,- {Satu Milyar
Sembilan Ratus Tiga Puluh Epam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu
Rupiah) Pada Jenis Belanja Barang dan Jasa.



BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
EDI DAMANSYA

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Mei 2022

SEK ARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 18



Lampiran II  Pergeseran APBD
Nomor : 18 Tahun 2022
Tanggal : 24 Mei2022

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan
Organisasi : 5.02, 5-02.0-00.0-00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.5-02.0-00.0-00.02 . 01  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
JUMLAH BERTAMBAH KURANG
KODE URAIAN (Rp) A e ) PENJELASAN
REKENING SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01.5 BELANJA DAERAH 808.858.645.798,00 711.312.677.724,00 (97.545.968.074,00) 12,06
5,02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan B08.858.645.798,00 711.312.677.724,00 (97.545.968.074,00) -12,06
5,02, 5-02.0-00.0-00.02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.872.296.668,00 53.326.328.594,00 (97.545.968.074,00)| 64,65 |
Kabupaten/Kota e SR IS e e . e
5,02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 394.019.000,00 394.019.000,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah — — —

5.02 ., 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 101.160.000,00 101.160.000,00 0,00 0,00 | Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
5,02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01 . 5.1 BELANJA OPERASI 101.160.000,00 101.160.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01 . 5.1.1 Belanja Pegawai 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00
5.02 , 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01 . 5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00

Objektif Lainnya ASN —— —- - TN, ) WSS Lot
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01 . 5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.040.000,00 92.040.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01,2.01.01 , 5.1.2.01 Belanja Barang 54.370.000,00 54.370.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01 . 5.1.2,01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54,370.000,00 54.370.000,00 0,00 0,00
5,02 . 5-02.0-00,0-00.02 . 01.2.01.01 . 5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 37.670.000,00 37.670.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.01 . 5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.670.000,00 37.670.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 36.390.000,00 36.390.000,00 0,00 0,00 | Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 , 01.2.01.02 , 5.1 BELANJA OPERASI 36,390.000,00 36.390.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 , 01.2.01.02 . 5.1.1 Belanja Pegawai 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.02 . 5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 0,00

Objektif LainnyaASN'® b L S
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.02 . 5.1.1.03,07 Belanja Honorarium 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.02 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 0,00

PENJABARAN PERGESERAN APBD -

priied By Simld

502 S 0-000-00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah

Halaman 1




KODE URAIAN RIMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
REKENING SEBELIM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN {Rp) %
1 2 3 [ 5 6 7

502, 5-02.0-00.0-00.02 . 01,2.01.02 . 5.1.2.01 Beianja Barang [T T T em0000| 277000000 Tom| a0
502, 5-02.0-00.0-00.02 . 01.:2.01.02 , 5,1,2.00.01 Belanja Barang Paka; Habls [T T T aa700000| Iuwmwalmaﬂ ol Tomo| 000
502, §-02,0-00.0-00.02 . 01,2.01.03 Mﬂﬁ&s Penyusumat Dokumen Pervbahan 32.580.000,00 32.580.000,00 9,00 0,00 | Lokasl: Kah, Kutai Kartanagora
502, 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.03 . 5.1 BELANIA OPERAS] 32.580.000,00 32.580,000,00 0,20 0,00
502, 502.0-00.0-00.02 . 01,2.0L.03 . 5.11 Ssisnja Pagawal 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00
502 . 502.0-00.0-00.02 . 01.2.00.03 . 5.1.1.03 Mﬂ.ﬁu—hﬂ_.“_“ﬁ_.ﬁhy: berdasarkan Pertimbangan - Mmlp_.u .m.!mo a.MQ iiiiii k'l WHWSP om. e iw.w | im.nm
502 . 5402.0-00.0-00.02 . 01.2.00.03 . 5.1.1.03.97 Belanja Honorarium 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.00.03 . 5.1.2 Belanja Barung dan Jasa 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 0,00
502, 502.0-00.0-00.02 . 01.2.00.03 . 5.1.2.01 Belanja Earang 28.770.000,00 26.770.000,00 0,00 0.00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.42 . 01.2.01.03 . 5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis T mtw..wﬂo.mrSISi T luw.am.ma_oﬂomn T Jaﬁ o bﬂ
§.02 . 5-02.0-00.0-00 02 . 01.2.01.04 HNoordings dan Pemyustonsi DPA-SKPD 36.390.000,00 36.390.900,00 0,00 0,00 | Lokes!: Ksb. Kitai Kart
5.02 . 502.0-00,0-00,22 . 01.2.00.04 . 5.1 BELANJA OPERAST 36.390.000,00 36.390.000,00 0,00 0,00
5.02. WS,O.B.?S,B_. 01.2.01.04.51.1 Belanja Pogawal 7.620.000,00 7.520.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.04 . 5.1.1.03 Wﬁh-ih_n__ﬂm__hmq: Lerdasarkan Pertimbangan - :N .@Wo .o|3 :.mn_ |||||| 2 .mrual,gwn cm. e im.rm - ;.m._.um.
502 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.00.04 . 5.1.1.03.07 Belanja Hanorariim 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00,0-00,12 . 01.2.01.04 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jass B 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01,2.0L.04 . 5.1.2.01 Belanja Barang 28.770.000,00 2B.770.000,00 0,08 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01,2.01.04 . 5.1.2.0101 Belanja Barang Pakal Habis Y Y 287m00000] 000 000
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 _ 01.2.01.05 Koordinas! dan Penyustman Persithan DPA- SKPD 32.580.000,00 32.580.000,00 0,00 0,00 Lokms!: Kab. Kutai Kertanegara
5402 . 502,0-00.0-00.02 . 91.2.00.05 . 5.1 BELAMIA OPERAST 32.580.000,00 32.580.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.03 . 5.1.1 Balanja Pogawsl 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00
502 , 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2,01.05 . 5.1.1.03 Tawmbahan Penghasiian berdagarkan Pertimbangan 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00

Objeka¥ LaisyaAS e T UL e 2T L
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02  01.2.01.05 . $.1.1.03.07 Bedanja Honorsrium 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02,0-00.0-00.02 . 01.2.01.05 . 5.1.2 Belawjn Barsng dan Jama 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 0,00
503 _ 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.05 . 5.1.2.01 Belanja Barang 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 0,00
502 . 5-02,0-00.0-00.02 , 01,.2,61.05 - 5.1.2.00.04 Eelan}a Barang Pakai Habls T T T ammecom| ool T T
5.02 . 532.0-00,0-00.02 . 01.2.01.06 gk&h& Qa% Lugorsn Capaian Kindtis ol 69.136.000,00 69.1356.000,00 0,00 0,00 Lokasl:Xab. Kutsf Kartanagara
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.06 . 5.1 BELAMIA OPERAST 69.136,000,00 69.136.000,00 0,00 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01,06 . 5.1.1 Balanja Pegawni 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 0,00
503, 502.0-00.0-00.02 . 01.2.01.06 . 5.1.1.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pestimbangan 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 0,00

Objektf LaorpaASN b L T e T L
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BERT. f {BE
KODE URATAN JUMLAH (Rp) AMBAH / (BERKURANG)
REKENING SEBELUM PERGESERAN | SETELAM PERGESERAN {Rp)} %
1 2 3 4 5 [ ?
5.02 , 5-02.0-00.0-0002 . G1.2.01.06 . 5.1.1.03.07 Befanja Honorarium 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 0,00
502, 5-02.0-00.0-00.02 , 01.2,01.06 . 5.1.2 Belanja Barang dan Jash 61.516.000,00 61.516.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-0002 . 01.2.01.06 . 5.1.2.01 Belanja Barang 32.040.000,00 32.040.000 00 0,00 0,00
5.02 . 502.0-00.0-00.02 . 01.2.01,06 . 5.1.2.00.01 Belanja Barang Pakal Habls 32,040.000,00 32.040.000,00 0,00 0,00
5.02 . 502,0-00.0-00.02 . 0L2.01.06 . 5.1.2.04 Belana Perjalanan Diras 29.476.000,00 25.4975.000,00 0,00 0,00
5.02 , 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.06 . 5.1.2.04.01 Belanja Pejalanan Dinas Dalam Megeni 29.476,000,00 28.475.000,00 0,00 0,00
502 , 5-02.0-00.0-00.02 . 01,2.0L.07 Evakiasi Kinarjs Poranigkal Ddorsh 45.783.000,00 85.783.000,00 0,00 0,00 | Lokwsi: Ksb, Kutai Kartanagara
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.07 . 5.1 BELANIA OPERAST £5.783.000,00 B5.783.000,00 0,00 0,00
5,02, 5-02,0-00.0-00.02 , 01.2.00.07 . 5.1.1 Belanjs Pogawai 15.240.000,00 15.240.000,00 0,00 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.02 , 01.2.0107 . 5.1.1.03 Tambahan Penghasian berdasarkan Pertimbangan 15.240.00G,00 15.240.000,00 0,00 0,00
OblektW Lainpyn ASN -~ e — e e e ———
5.02. 5-02.0-00.0-00.02 , 01.2.01.07 . 5.1.1.03.07 Belanj2 Honorarum 15.240.000,00 15.240.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.07 . 5.1.2 Balanja Barang dan Jass 70.543.000,00 70.543.000,00 0,00 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.07 . 5.1.2.01 Belanja Barang 50.221.000,00 50.221.000,00 0,00 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.07 . 5.1.2.01.01 Befanja Barang Pakal Habls 50.221,600,00 50,221.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.01.07 . 5.1.2.04 Belana Perjalanan Dines 20.322.000,00 20.322.000,00 0,00 0,00
5.0% . 5-02.0-00.0-00.02 , 01.2,00.07 . 5.1.2.04.01 Eedanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 20.322.000,00 20.322 000,00 0,00 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.62 . 01.2.02 Adrviwidiras! Kewanpas Peranghat Daorak 134.135.410.297,00 36.589.442 223,00 {97.545,968.,074,00) =72,72
5.02 . 5:02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 Penyediean Gufi.dan Tinfangan ASK 132 .902.897.057 00 35.356,920.983,00 (97.545.968.074,00) 73,40 | Lokaed : Kab. Kutal Kartanegara
502 . 502.0-00,0-00.02 . 01.2.02.01, 5.1 BELAMIA OPERASY 132.902.897 057,00 35.356.928.,983,00 (97.595.968,074,00) -7340
5,02, 502.5-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1 Belanjs Pegawal 132.902.897.057,00 35,356.928.983,00 (97.545.968.074,00) 73,40
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 , 01.2.02.01 . 5.1.1.01 Balanja Gajl dan Tunjangan ASN 71.710.743 478,00 21.710.743.478 00 {50.000.000.000,00) 69,72
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.01 Belenja GaJl Pokok ASN £5.040.701.585,00 14.928.501 585,00 (50.112.200.000,00) -77,05
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.02 Beianja Tunjangan Kéluarga ASN 3.940.733.477.00 3.540.733 477,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 , 5.1.1.01.03 Befanja Tunjangan Jabatan ASN 339.134.510,00 339.134.510,00 0,00 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.04 Belanja Tunjargan Fungsional ASN $35.785.387 00 382.124.387,00 {157.665.000,00) -29,21
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 0,00 269.865,000,00 269.865 000,00 0,00
5.02 . 502.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 933.485.788,00 933.485.788,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.62 . 01.2,02.01 . 5.1.1.01.07 Belanja Tunfangan PPh/Tunjangan Khusus ASH 41.628.378,00 41.628.378,00 0,00 0,00
5.02 . 502.0-00.0-00.02 .. 01.2.02.01 . 5.1.1.00.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 250.931,00 250,931,000 0,00 0,00
5.02 . 502.0-00,0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1.0L.09 Belanja Turan Jaminan Kesehatan ASN £04.182.192,00 604.182.198,00 0,00 0,00
502 , 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.10 Belanja Turan Jaminan Keceliaan Kerfa ASN 105.047.780,00 105.047.780,00 0,00 0,00
5.2, 5020-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jarvinan Kematian ASN 165.789.444 00 165.785,444,00 0,00 0,00
5402 . 502.0-00.0-00.02 . 01.2.02.01 . 5.1.1.02 Selanja Tambahan Penghasiian ASH 61.192.153.579,00 13.646.185.505,00 {47.545.968.074,00) ~77,70
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERNURANG) PENJELASAN
REKENING SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAM (Rp) o
1 2 3 4 5 6 ?
502 . 5-02.0-00,0-00.02 . 01.2.02.01 , 5.1.1.02.01 ﬁ.i__! Penghasian: berdasarkan Beban Karja 61.192.153.578.00 13.646.185,505,00 (47.545.968.074,00) 77,70
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 , 01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Poleksanaan Thgas ASK 151,860,000,00 151.860.000,00 0,00 0,00 | Lokael: Kob. Kutzi Kartanegars
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 , 0£,2,0202 . 5.1 BELANIA OPERAST 151.860.000,00 151.850.000,00 0,00 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.02 . 5.1.1 Belanja Pegawal 9.120.,000,00 9.120.000,00 X1 4] 0,00
5402 , 5-02.0-00.0-00.02 - 01.2.02.02 . 5.1.1.03 Tambahan Panghesiian berdatarkan Pestinbangan $.120.000 00 9.120,000,00 0,00 0,00
Objeid¥ LalnnyaASW 00— —— . . - ——
5.02 . 502.0-00.0-00.02 , 01.2,02.02 . 5.1.1.03.07 Belanja Honhorattum 9,120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00
502 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.02 . 5.1.2 Selanja Barang dan Jusa 142.740.,000,00 142.740.000,00 0,00 0,00
5.02 , 5-02.0-00.0-00.62 . 01.2,02.02 . 5.1.2.01 Belanja Barang 13.5650.000,00 13,650.000,00 0,00 0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.02 . 5.1.2.01.01 Betanja Barang Pakai Habls H © 3esoomoo| | wesooo00| o] 000
5.02 . 5-02.0-00-0-00.02 . 0120202 . 5.1.2.04 Belana Perisianan Dinas o |u:uuw.aﬂo.o|8;mo lllll mo.;olmoj.:oam&. T IP& [ ;m.oM
5.02 . 5-02.000.0-00.02 . 01.2.02.02 . 5.1.204.01 Belanja Perjatanan Dinas Datam Negeri T T essootoo0| 12900000000] 00| o000
5.02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 01.2.02.03 % Hﬂi&ﬁ?%% 25.430.000,00 25.430.000,00 0,00 Q00 | Lokmss : Kab. Kt Kartanagara
5,02 . 5-02.0-00.0-00.02 . 61.2,02.03 . 5.1 BELANJA OPERAST 25.430.000,00 25.430.0